
1 

 

  

 

 

HUBUNGAN BANTEN DAN LAMPUNG PADA ABAD XVII 

 

 

(Skripsi) 

 

Oleh 

ARINI GITA CAHYANI 

NPM. 1913033028 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2023 

 



ii 

 

 

 

 

ABSTRAK 

HUBUNGAN BANTEN DAN LAMPUNG PADA ABAD XVII 

 

Oleh 

ARINI GITA CAHYANI 

Hubungan antara Banten dan Lampung pada abad ke-17 M dapat dilatarbelakangi 

oleh beberapa faktor, seperti pengadaan komoditas lada, pengamanan jalur 

perdagangan di Selat Sunda, dan pengembangan perkebunan lada. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis hubungan Banten dan Lampung, khususnya dalam 

politik dan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode historis karena mengkaji peristiwa pada masa lampau. Metode penelitian 

historis. terdiri dari tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Di tahap 

heuristik, peneliti berupaya menghimpun sumber-sumber sejarah, seperti arsip, 

buku, dan jurnal. Selanjutnya, peneliti menyelidiki keaslian sumber-sumber 

sejarah, baik secara internal maupun eksternal. Setelah menguji sumber-sumber 

sejarah, peneliti akan menginterpretasikan data-data yang diperoleh dari sumber-

sumber sejarah dalam tahap interpretasi. Terakhir, penulis akan menyampaikan 

hasil rekonstruksi dengan penulisan sejarah dalam tahap historiografi. Kemudian, 

teknik analisis data yang digunakan, yaitu teknik analisis data historis. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan Banten dan Lampung pada abad ke-

17 M terjadi dalam aspek ekonomi dan politik. Banten semakin berkembang 

sebagai kota pelabuhan yang mengedepankan kegiatan perdagangan. Letak 

Lampung dan Banten yang dihubungkan dengan Selat Sunda semakin menunjang 

kelancaran hubungan di antara kedua belah pihak. 

Kata Kunci: Hubungan, Banten, Lampung. 
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ABSTRACT 

THE RELATIONSHIP OF BANTEN AND LAMPUNG 

IN THE XVII CENTURY 

 

By 

ARINI GITA CAHYANI 

The relationship between Banten and Lampung in the 17th century AD could be 

motivated by several factors, such as the procurement of pepper commodities, 

security of trade routes in the Sunda Strait, and the development of pepper 

plantations. This study aims to analyze the relationship between Banten and 

Lampung, especially in politics and economics. The research method used in this 

study is the historical method because it examines events in the past. Historical 

research methods. consists of heuristic, criticism, interpretation, and 

historiography stages. In the heuristic stage, researchers try to collect historical 

sources, such as archives, books and journals. Next, the researcher investigates the 

authenticity of historical sources, both internally and externally. After examining 

historical sources, researchers will interpret the data obtained from historical 

sources in the interpretation stage. Finally, the author will present the results of the 

reconstruction by writing history in the historiography stage. Then, the data 

analysis technique used is historical data analysis technique. The results of this 

study indicate that the relationship between Banten and Lampung in the 17th 

century AD occurred in economic and political aspects. Banten is increasingly 

developing as a port city that promotes trading activities. The location of Lampung 

and Banten, which are connected to the Sunda Strait, further supports smooth 

relations between the two parties. 

Keywords: Relations, Banten, Lampung. 
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karena pengalamannya sendiri.” 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Nusantara dikenal sebagai kawasan yang menghasilkan berbagai komoditas 

rempah-rempah dengan kualitas tinggi sehingga menarik minat bangsa Eropa untuk 

menjalin hubungan kerja sama dengan penduduk pribumi. Tujuannya, yaitu 

memudahkan untuk melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Malaka 

adalah titik pertemuan seluruh jalur rempah-rempah utama dari dunia timur menuju 

ke barat (Broersma, 1916). Lampung merupakan penghubung antara Pulau Jawa 

dengan Pulau Sumatra sehingga menjadikan Lampung sebagai wilayah yang mudah 

dijangkau atau berhubungan dengan wilayah-wilayah lainnya. Selain itu, Lampung 

menghasilkan salah satu komoditas rempah-rempah yang paling dicari di pasar 

internasional dan memiliki harga tinggi, yaitu lada yang dijuluki sebagai King of 

Spices (Karsiwan, 2020).  

Lada merupakan salah satu komoditas rempah-rempah yang popular sejak abad ke-

14 M oleh para pedagang yang berasal dari India dan beberapa tempat di bagian 

utara Pulau Sumatra yang beriringan dengan penyebaran agama Islam. Bukti nyata 

dari meningkatnya eksistensi lada dilihat langsing oleh Ma Huan (seorang 

penerjemah Muslim Cina dalam ekspedisi maritim yang dijalankan oleh Cheng Ho 

dari Dinasti Ming). Pada abad ke-15 M, ekspedisi maritim Cheng Ho berhasil 

mencapai Sumatra. Ma Huan menyatakan bawa lada merupakan tumbuhan 

menjalar dan akan menghasilkan bunga berwarna putih. Sementara itu, lada 

dihasilkan dari buahnya yang memiliki harga tinggi. Tingginya harga komoditas 

lada mendorong pedagang dari berbagai negara untuk mengunjungi daerah-daerah 

terkenal yang menghasilkan dan memproduksi komoditas lada (Fadillah, dkk., 

2021). 
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Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatra yang berperan penting 

sebagai penghubung dengan Pulau Jawa. Lampung dikenal sebagai penghasil 

komoditas lada yang berkualitas tinggi sehingga menjadi wilayah yang strategis. 

Kekayaan yang dimiliki oleh daerah Lampung dapat menarik minat penguasa-

penguasa dari luar untuk datang, salah satunya adalah Kesultanan Banten 

(Karsiwan, 2020). Hasil panen lada masyarakat Lampung telah disebarluaskan 

sejak abad ke-16 M ke berbagai negara. Setelah dikuasai oleh Kesultanan Banten, 

perkebunan lada di Lampung semakin dikembangkan sehingga dapat meningkatkan 

jumlah produksi lada. Mulanya, Kesultanan Banten kesulitan meningkatkan hasil 

panen lada karena keterbatasan lahan yang memungkinkan untuk ditanami di 

Banten (Masroh, 2015). Oleh karena itu, Kesultanan Banten berupaya memperluas 

pengaruhnya hingga ke luar Pulau Jawa. 

Lada yang berasal dari Lampung atau dikenal sebagai black pepper menjadi 

primadona komoditas perdagangan sejak abad ke-16 M. Lada sangat diminati di 

pasar internasional yang dapat meningkatkan cita rasa makanan. Eksistensi 

Lampung sebagai penghasil dan penyuplai lada mendapat julukan tanoh lado yang 

tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang di masa lampau. Lampung 

mendapatkan pengaruh dari Banten dalam waktu yang cukup lama dan memberikan 

keuntungan yang besar sebagai penyuplai lada dengan harga jual yang tinggi 

(Sumargono dkk., 2022). Lada merupakan komoditas unggulan yang sangat 

diminati di pasar dagang internasional, khususnya bagi kalangan orang-orang 

Eropa. Kesultanan Banten merupakan salah satu kekuatan perdagangan yang 

unggul di Jawa dan memperoleh sebagian besar pendapatannya dari perdagangan 

lada.  

Pada Tahun 1663, Lampung diperkirakan dapat menghasilkan 90% lada yang 

diperjualbelikan di Banten. Setiap penduduk diwajibkan untuk menanam pohon 

lada sebanyak 500 pohon yang diawasi oleh para punggawa selaku utusan resmi 

dari Kesultanan Banten (Guillot, 2008). Lada menjadi komoditas terpenting yang 

memberikan peran besar bagi keberlangsungan perekonomian Kesultanan Banten. 

Selain Lampung, Palembang dan Bengkulu turut menjadi pemasok komoditas lada 

dalam jalur perdagangan internasional. Sebelum Kesultanan Banten menguasai 
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Lampung, cara memperoleh lada dilakukan dengan berbagai cara (Al-Bantani, 

2011). Akibat potensi komoditas lada yang sangat menguntungkan, maka 

Kesultanan Banten mempertahankan kekuasaannya atas lada dengan melakukan 

hubungan dengan Lampung. Selain itu, letak Lampung yang dekat dengan Selat 

Sunda turut mendukung kelancaran interaksi antara Banten dan Lampung. Dengan 

menjalin hubungan dengan Lampung, Banten dapat mengamankan jalur 

perdagangan internasional di Selat Sunda. 

Pada abad ke-16-17 M, Kesultanan Banten menjadi emporium sebagai pusat 

perdagangan laut yang dilengkapi dengan gudang-gudang penyimpanan berbagai 

jenis komoditas, kemudian akan didistribusikan ke penjuru Nusantara. Banten 

berkembang menjadi pelabuhan termasyhur di Pulau Jawa (Supriatna, 2020). 

Kesultanan Banten menguasai perdagangan lada secara keseluruhan. Masyarakat 

Lampung hanya wajib untuk menjual hasil bumi, terutama lada di Banten (Masroh, 

2015). Mulanya, persediaan lada dapat disuplai oleh daerah-daerah kekuasaan 

Kesultanan Banten di kawasan bagian barat Pulau Jawa. Akan tetapi, ketika 

perdagangan lada semakin melonjak, persediaan lada tidak dapat memenuhi 

permintaan dari Eropa. Oleh karena itu, Kesultanan Banten mulai memperoleh lada 

dari Pulau Sumatra (Schrieke, 1960). Pada awal perkembangannya, Kesultanan 

Banten berperan sebagai pusat kerajaan maritim yang memfokuskan kehidupannya 

dalam bidang perdagangan. 

Lada adalah rempah-rempah yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah 

Lampung pada masa lampau yang menjembatani terjalinnya hubungan dengan 

daerah-daerah lain. Kesultanan Banten memilik kekuasaan secara penuh terhadap 

wilayah Lampung dalam jangka waktu yang lada. Kuatnya pengaruh Kesultanan 

Banten di Lampung membuat keratuan dan marga-marga di Lampung mengakui 

kekuasaan Kesultanan Banten dan tanpa melakukan perlawanan. Kesultanan 

Banten menekan masyarakat Lampung untuk membudidayakan tanaman lada untuk 

menghasilkan panen dalam jumlah besar dan berkualitas tinggi, kemudian 

diserahkan kepada pihak Banten. Komoditas lada dari Lampung berpengaruh besar 

terhadap kemajuan Kesultanan Banten menjadi bandar pelabuhan internasional 

yang besar (Sumargono dkk., 2022).  
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Kedekatan hubungan antara Kesultanan Banten dengan Lampung dibuktikan 

dengan berbagai perjanjian dalam bentuk prasasti maupun piagam yang disetujui 

oleh kedua belah pihak. Lampung dipilih sebagai salah satu wilayah kekuasaan 

Kesultanan Banten karena ketersediaan lahan dan kesuburan tanahnya sehingga 

mudah ditanami berbagai jenis tanaman. Selain itu, Kesultanan Banten berambisi 

untuk menundukkan perdagangan di Nusantara bagian barat dengan menanamkan 

kekuasaannya di Lampung sebagai penghasil komoditas lada terbesar. Selain itu, 

Kesultanan Banten berpengaruh penting terhadap penyebarluasan ajaran agama 

Islam di Lampung (Hakiki dkk., 2020). Lampung dan Banten dihubungkan oleh 

Selat Sunda yang memfasilitasi hubungan politik dan ekonomi. Berdasarkan letak 

yang berada di jalur perdagangan utama, Lampung memiliki kepentingan eksternal 

yang didukung dengan kualitas produksi lada yang dihasilkan.  

Di sisi lain, dapat diketahui bahwa Kesultanan Banten mengatur penyerahan 

komoditas lada untuk Sultan Banten secara langsung. Fenomena ini berkaitan 

dengan peraturan ekstensifikasi lahan tanaman lada oleh Kesultanan Banten. Pada 

dasarnya, Banten merupakan salah satu wilayah penghasil lada yang memperluas 

lahan perkebunan lada ke Lampung sejak dilakukannya pemindahan ibukota 

Banten ke Surosowan. Letak Surosowan yang berada di kawasan pesisir semakin 

mendorong perkembangan pelabuhan sehingga permintaan komoditas lada 

semakin meningkat (Alnoza, 2021). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan atau 

peraturan untuk mengelola perkebunan dan penyerahan komoditas lada dari 

Lampung kepada Sultan Banten. 

Kesultanan Banten telah mengeluarkan beberapa peraturan, di antaranya mengenai 

kewajiban menanam lada kepada masyarakat Lampung, seperti Piagam Bojong, 

Sukau, Piagam Kuripan, serta dua piagam bertarikh 1662 dan 1668. Piagam Bojong 

berisi mengenai peraturan otoritas pelabuhan, kewajiban menanam lada, dan 

perdagangan lada. Sementara itu, Piagam Sukau berisi mengenai kewenangan 

Kesultanan Banten untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat-pejabat daerah, 

serta mewajibkan menanam lada (Saptono dkk., 2021). Dikeluarkannya Piagam 

Bojong dan Piagam Sukau telah memberikan bukti bahwa Kesultanan Banten telah 

secara efektif berhasil menguatkan kedudukannya di Lampung. 
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Piagam Bojong dan Sukau dikeluarkan pada masa pemerintahan Sultan Abu Al-

Mahasin atau Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin (1690-1733) yang 

bergelar Kang Sinuhun ing Nagari Banten. Di dalam Piagam Bojong, terdapat 

narasi yang mengelola otoritas pelabuhan, perdagangan, dan produksi komoditas 

lada yang dilengkapi dengan sanksi-sanksi bagi yang melanggar peraturan. 

Pelabuhan Karangantu dan daerah Surosowan dikenal sebagai sentral perdagangan 

dunia yang terletak di ujung barat Pulau Jawa. Sementara itu, lada dari Lampung 

merupakan komoditas yang laku di pasaran dan memiliki kualitas yang lebih 

berkualitas dari jenis-jenis lada lainnya. Secara tradisional, masyarakat Lampung 

menganggap orang-orang Banten sebagai penyebar ajaran agama Islam yang dapat 

ditinjau dari adanya unsur-unsur keislaman dalam Piagam Bojong. Melalui 

supremasi agama, terbentuk kedekatan kultural antara Kesultanan Banten dengan 

Lampung (Alnoza, 2021). Piagam-piagam Sultan Banten yang ada di Lampung 

menunjukkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara kedua belah 

pihak. Kontribusi Lampung tidak dapat dipisahkan dari kemakmuran dan kemajuan 

Banten dalam perdagangan lada. 

Selanjutnya, hal menarik lainnya terlihat pada pengaruh hubungan Banten dan 

Lampung, baik dalam aspek politik maupun ekonomi. Selain itu, menunjukkan 

bahwa komoditas lada dari Lampung menjadi rempah-rempah yang paling diminati 

pada abad ke-17 M. Selain itu, letak geografis Lampung dan Banten yang sangat 

strategis menjadi salah satu faktor yang mendorong terjalinnya hubungan antara 

kedua belah pihak. Lampung dan Banten dihubungkan oleh Selat Sunda yang 

berperan sebagai pusat perdagangan. Berkaca pada latar belakang yang telah 

dipaparkan di atas, diperlukan tinjauan kembali terhadap hubungan Banten dan 

Lampung. Keberadaan Kesultanan Banten di Lampung turut membawa beberapa 

pengaruh penting bagi masyarakat Lampung yang meliputi aspek ekonomi, serta 

politik dan pemerintahan. Dengan demikian, peneliti berupaya untuk memaparkan 

aspek-aspek yang belum ditampilkan pada penelitian-penelitian terdahulu. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai hubungan 

antara Banten dengan Lampung dengan judul penelitian “Hubungan Banten dan 

Lampung pada Abad XVII”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah hubungan Banten dan Lampung pada abad ke-17 M? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, 

di dalam penelitian ini dikembangkan tujuan penelitian yang dapat memperjelas 

fokus analisis sebagai berikut. 

1. Untuk menganalisis hubungan Banten dan Lampung pada abad ke-17 M. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Terdapat dua jenis manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat dipaparkan 

sebagai berikut 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pemikiran 

mengenai konsep-konsep dalam bidang kesejarahan, khususnya mengenai 

hubungan Banten dan Lampung pada abad XVII, serta memperkaya sumber 

khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

 

1. Bagi Universitas Lampung 

Membantu para civitas akademika lainnya untuk dijadikan sebagai 

referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai 

hubungan Banten dan Lampung pada abad XVII. 

2. Bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Memberikan sumbangan pengetahuan dalam mengkaji mengenai 

hubungan Banten dan Lampung pada abad XVII untuk tambahan 

khazanah ilmu pengetahuan. 

3. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan bagi penulis dalam bidang kesejarahan, yaitu 

mengenai hubungan Banten dan Lampung pada abad XVII. 

 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Hubungan yang terjalin antara Banten dan Lampung pada abad ke-17 M sangat 

dipengaruhi oleh kedekatan kedua wilayah yang dihubungkan oleh Selat Sunda. 

Pada abad ke-17 M, Banten berbentuk kesultanan bercorak Islam yang menguasai 

jalur perdagangan Selat Sunda sehingga didatangi oleh pedagang-pedagang asing 

dari berbagai negara yang ingin melaksanakan transaksi jual beli rempah-rempah. 

Kesultanan Banten mengembangkan kegiatan perdagangan maritim dengan 

mengedepankan lada sebagai komoditas unggulan yang dihasilkan. Selain itu, 

hubungan Banten dan Lampung didukung oleh faktor ekonomi, yaitu untuk 

memperoleh pasokan lada yang dihasilkan dari wilayah Lampung. Lampung 

merupakan daerah potensial yang diperebutkan oleh beberapa penguasa, seperti 

penguasa dari Palembang dan Lampung. 

Seiring dengan peningkatan permintaan komoditas lada, jumlah lahan perkebunan 

lada semakin sedikit. Oleh karena itu, Sultan Banten berupaya mencari lahan-lahan 

perkebunan lada yang baru di luar Pulau Jawa, seperti di Pulau Sumatra yang 

letaknya berdekatan dengan Banten. Kemudian, Banten menjalin kerja sama 
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dengan Lampung yang difungsikan sebagai lahan perkebunan lada. Dengan 

demikian, upaya untuk memajukan perekonomian dan meningkatkan kemakmuran 

Banten. Selain itu, Kesultanan Banten mendapat pasokan komoditas lada yang 

berkualitas tinggi dari Banten. Keadaan tersebut didukung dengan keberadaan Selat 

Sunda sebagai sarana perhubungan antara kedua wilayah. Terdapat piagam-piagam 

atau prasasti yang membuktikan keberlangsungan hubungan antara Banten dan 

Lampung, seperti Piagam Kuripan, Bojong, dan Sukau.  

Lampung menjalin ikatan yang baik dengan Banten dalam berbagai bidang, 

khususnya di bidang ekonomi dan politik. Ikatan yang terjalin antara kedua belah 

pihak dapat ditinjau dalam berbagai piagam atau prasasti yang dikeluarkan oleh 

Sultan Banten bagi masyarakat Lampung. Hubungan yang terjalin antara 

Kesultanan Banten dan Lampung berlangsung pada abad ke-17 M dapat 

mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan, khususnya dalam aspek politik 

dan ekonomi. 

 

1.6 Paradigma 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 

       : Garis Hubungan 

 

Aspek 

Ekonomi 

Aspek 

Politik 

Hubungan Banten dan Lampung 

pada Abad XVII 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka yang diuraikan dalam penelitian ini digunakan sebagai acuan 

untuk mendukung penelitian dengan menjelaskan konsep dari masing-masing 

pengertian kata dan memaparkan penelitian-penelitian terdahulu. Sehubungan 

dengan topik penelitian yang dikaji, kerangka teori yang relevan dengan penelitian 

ini diuraikan sebagai berikut. 

 

2.1.1 Konsep Hubungan Banten dan Lampung 

Menurut Tams Hadikusuma (2001) yang dikutip dalam Erick Sidauruk (2010), 

hubungan dapat diartikan sebagai kegiatan tertentu yang dapat memberikan 

akibat terhadap kegiatan-kegiatan lainnya. Selain itu, hubungan terjadi di 

antara dua belah pihak atau lebih yang saling memberikan pengaruh atau saling 

mengandalkan antara satu pihak dengan pihak lain. Dengan demikian, 

hubungan merupakan keterkaitan antara satu hal dengan hal lainnya. Misalnya, 

hubungan persaudaraan, dagang, kebudayaan, diplomatik, dan lain-lain. 

Hubungan antara Banten dan Lampung pada abad ke-17 M merupakan 

hubungan yang tidak setara antara dua belah pihak. Banten merupakan wilayah 

yang berbentuk kesultanan Islam. Sementara itu, Lampung merupakan wilayah 

yang terdiri dari lima keratuan, yaitu Keratuan di Puncak, Keratuan di Balau, 

Keratuan di Pemanggilan, Keratuan di Pugung, dan Keratuan Darah Putih. Para 

punyimbang dari Lampung melakukan seba terhadap Kesultanan Banten. Seba 

dianggap sebagai pengakuan kekuasaan Kesultanan Banten di Lampung. 
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Lampung belum memiliki keratuan pemerintahan yang terpusat di antara 

keratuan-keratuan yang ada. 

Hubungan Banten dan Lampung dapat ditinjau dari aspek ekonomi dan politik. 

Pertama, dalam aspek ekonomi dapat diketahui bahwa Banten memerlukan 

Lampung sebagai pemasok komoditas lada sehingga menjalin hubungan 

dengan para punyimbang adat dan masyarakat Lampung. Selain itu, apabila 

Banten menjalin hubungan dengan Lampung, maka jalur perdagangan 

internasional yang terletak di Selat Sunda dapat diamankan sehingga Banten 

dapat mengembangkan kegiatan perekonomiannya yang diutamakan dalam 

bidang perdagangan dan menjadikan lada sebagai komoditas unggulan. Kedua, 

dalam aspek politik dapat diketahui bahwa para punyimbang adat di Lampung 

melakukan seba kepada Kesultanan Banten. Seba dapat diartikan bahwa 

Lampung mengakui kekuasaan Kesultanan Banten. Pada abad ke-17 M, 

Lampung belum memiliki suatu pemerintahan pusat yang tersetralisasi dan 

terdiri dari lima keratuan, yaitu Keratuan di Puncak, Keratuan di Balau, 

Keratuan di Pemanggilan, Keratuan di Pugung, serta Keratuan Darah Putih. 

 

2.1.2 Banten pada Abad XVII 

Pada abad ke-17 M, Banten berbentuk sebagai kesultanan bercorak Islam yang 

mengedepankan aktivitas maritim, khususnya melalui perdagangan. 

Disebutkan dalam Pupuh XIX, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati 

yang berasal dari Cirebon menuju ke Banten bersama Maulana Judah. Sunan 

Gunung Jati memerintahkan anaknya, yaitu Hasanuddin untuk membangun 

sebuah kota di kawasan pesisir yang dilengkapi dengan keraton, pasar, dan 

alun-alun (Djajaningrat, 1983). Menurut Babad Cirebon dan Carita Purwaka 

Caruban Nagari, masyarakat kota pesisir ini memeluk agama Islam, seperti 

yang diajarkan oleh Sayid Rakhmat atau Sunan Ampel (Adeng, 2010). 

Sementara itu, Menurut catatan Tome Pires yang berjudul Summa Oriental 

(1513-1515), Kerajaan Sunda menduduki beberapa pelabuhan pada awal 

Tahun 1513, yaitu Pelabuhan Banten, Cimanuk, dan Krawang yang 
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berkembang seiring banyaknya kunjungan pedagang-pedagang dari berbagai 

negara. Pelabuhan Banten menjadi Pelabuhan tersibuk karena letaknya yang 

strategis di Selat Sunda (Lubis, 2013). Komoditas utama pelabuhan ini, 

termasuk beras dan lada, sangat populer di kalangan pedagang-pedagang 

Belanda karena menjadi salah satu komoditas yang diunggulkan (Hardiman, 

2016). 

Kesultanan Banten adalah kerajaan bercorak Islam yang berpusat di Provinsi 

Banten. Kesultanan Banten dikenal sebagai Banten Girang sebagai bagian dari 

Kerajaan Sunda. Banten melepaskan diri dari Kerajaan Sunda ketika datangnya 

pasukan yang dipimpin oleh Maulana Hasanuddin (1552-1570) dari Kerajaan 

Demak dengan tujuan untuk memperluas wilayah kekuasaan dan menyiarkan 

ajaran agama Islam. Maulana Hasanuddin mendirikan Benteng Surosowan 

sebagai pusat pertahanan dan keamanan, kemudian bertransformasi menjadi 

pusat pemerintahan. Kesultanan Banten melakukan ekspansi wilayah dengan 

menguasai beberapa pelabuhan yang digunakan sebagai pusat perdagangan dan 

pangkalan militer. Pada Tahun 1527, Banten dikunjungi oleh bangsa Barat dan 

berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang besar (Hakiki 

dkk., 2020). 

Pada masa kekuasaan Kerajaan Sunda Pajajaran, Banten merupakan salah satu 

bandar perdagangan yang ada. Terdapat enam bandar perdagangan yang 

dikembangkan pada masa Kerajaan Sunda, yaitu Banten, Pontang, Cigede, 

Tamgara, Sunda Kelapa, Cimanuk. Melalui bandar-bandar pelabuhan tersebut, 

komoditas-komoditas yang dihasilkan dari wilayah pedalaman akan disalurkan 

ke berbagai wilayah, baik lokal maupun internasional. Wilayah perdagangan 

dari Banten mencapai Sumatra, bahkan Kepulauan Maladewa. Bandar 

pelabuhan Sunda Kelapa memiliki jangkauan perdagangan yang lebih luas 

karena berperan sebagai bandar internasional (Juliadi dkk., 2005). 

Banten merupakan pelabuhan besar di Asia Tenggara sebagai sentral 

Kesultanan Banten yang sejajar dengan Makassar dan Malaka. Pada awal abad 

ke-17 M, Banten menjadi salah satu pusat perdagangan potensial dalam jalur 

internasional. Perekonomian masyarakat didukung dengan tata administrasi 



12 
 

pemerintahan yang modern dan kepelabuhan yang kuat (Ridwan dkk., 2021). 

Seiring berjalannya waktu, Sultan Maulana Hasanuddin memperluas 

jangkauan kekuasaan Kesultanan Banten sebagai pusat perniagaan rempah-

rempah dengan menjalin kerja sama dengan daerah-daerah lain untuk 

meningkatkan suplai komoditas lada, terutama ke Pulau Sumatra (Hakiki dkk., 

2020). 

Pada abad ke-17 M, pelabuhan Banten berkembang pesat dan dikenal sebagai 

pengekspor lada. Awalnya, Banten menghasilkan sendiri komoditas lada, 

kemudian saat perdagangan lada melonjak Banten tidak dapat memenuhi 

permintaan dari Eropa. Banten berupaya dengan cara kekerasan untuk 

menguasai Palembang, Bengkulu, Selebar, dan Lampung supaya dapat 

menyuplai lada ke Banten (Schrieke, 1960). Banten mengeluarkan beberapa 

prasasti yang berkenaan dengan penanaman lada, perdagangan lada, dan sanksi 

pelanggaran  yang diberlakukan di Pulau Sumatra, khususnya daerah Solebar 

dan Lampung (Sarjiyanto, 2008). 

Sultan Maulana Hasanuddin atau Penembahan Sabakingking adalah sultan 

pertama di Kesultanan Banten yang memerintah pada Tahun 1527-1570. 

Wilayah kekuasaan Kesultanan Banten pada masa pemerintahan Sultan 

Maulana Hasanuddin meliputi Selat Sunda hingga Sumatra Selatan. Setelah 

Maulana Hasanuddin mangkat, penggantinya adalah Maulana Yusuf (1570-

1580) (Thresnawaty, 2009). Pada Tahun 1651, masa pemerintahan sultan 

keenam, tepatnya masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1672) 

atau Sultan Abdul Fatah atau Abu Abdul Fath, Kesultanan Banten berhasil 

mencapai masa kejayaannya. Wilayah kekuasaan Kesultanan Banten kian 

meluas ke Kerajaan Sunda dan mulai melawan VOC (Vereenigde Oost-

Indische Compagnie) yang berkedudukan di Batavia. Selain itu, Sultan Ageng 

Tirtayasa mengundang para ulama dan guru agama yang berasal dari Aceh, 

Makassar, Arab, dan wilayah-wilayah lainnya untuk datang ke Banten 

(Anggraheni dkk., 2020).  

Puncak kejayaan Kesultanan Banten terjadi pada masa pemerintahan Sultan 

Ageng Tirtayasa. Kesultanan Banten bergerilya melawan VOC (Vereenigde 
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Oost-Indische Compagnie) untuk menaklukkan Kesultanan Sunda sehingga 

dapat mengembangkan hubungan kerja sama internasional melalui sarana 

perekonomian perdagangan dengan Eropa dan Timur Tengah. Kemajuan yang 

terjadi akan mengalami kemunduran di masa depan karena politik di 

Kesultanan Banten. Terjadi konflik dalam istana antara ayah dan anak untuk 

berkuasa di Kesultanan Banten yang tidak dapat dipisahkan dari pengaruh dan 

keterlibatan VOC (Ridwan dkk., 2021). 

Mulanya, Sultan Ageng Tirtayasa menunjuk Sultan Abunnasr Abdul Kahar 

Sultan Haji (1651-1672) sebagai putra mahkota untuk menghindari pergolakan 

dari pergantian kepemimpinan di Kesultanan Banten. Oleh karena itu, Sultan 

Haji mempunyai kekuasaan yang besar. Kebijakan yang diterapkan di 

Kesultanan Banten merupakan hasil perundingan antara Sultan Ageng 

Tirtayasa dan Sultan Haji. Sultan Haji ditugaskan mengatur seluruh 

kepentingan dalam negeri di Keraton Surosowan, sedangkan Sultan Ageng 

Tirtayasa ditugaskan mengatur seluruh kepentingan luar negeri. Kemudian, 

Sultan Ageng Tirtayasa pindah ke sebuah keraton di Tirtayasa. Kepindahan 

Sultan Ageng Tirtayasa memberikan peluang kepada VOC (Vereenigde Oost-

Indische Compagnie) untuk mendekati Sultan Haji untuk kepentingan 

perdagangan (Ridwan dkk., 2021). Keraton Tirtayasa berada di Pontang, Desa 

Tirtayasa sehingga sultan dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa 

(Ambary, 1980).  

Terjadi pergolakan di Kesultanan Banten pada Tahun 1628 yang melibatkan 

Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya, yaitu Sultan Haji. Kemudian, 

pergolakan yang terjadi berkembang menjadi perebutan kekuasaan. VOC 

(Vereenigde Oost-Indische Compagnie) memanfaatkan situasi yang sedang 

kacau dengan mempengaruhi Sultan Haji sehingga dapat mencampuri 

pemerintahan Kesultanan Banten. Sultan Haji menjanjikan kepada VOC akan 

memberikan beberapa daerah kekuasaan, termasuk Lampung (Karsiwan, 

2020). Pada Tahun 1682, Sultan Haji mengirim utusan-utusannya untuk 

menghadap Raja Inggris dengan tujuan untuk memperoleh dukungan dan 

bantuan persenjataan perang. Sultan Ageng Tirtayasa harus mundur ke daerah 
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pedalaman, yaitu Tirtayasa untuk mengatur strategi baru melawan Sultan Haji 

dan VOC (Anggraheni dkk., 2020). Akibat dari peperangan antara Sultan 

Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji menyebabkan Keraton Surosowan rata 

dengan tanah. Kemudian, bangunan Keraton Surosowan didirikan kembali 

pada Tahun 1680-1681 yang dikerjakan seorang arsitek Belanda yang bernama 

Hendrick Lucazs Cardeel (Permana, 2004). 

Sultan Haji mengetahui keberadaan Sultan Ageng Tirtayasa pada Tahun 1683, 

lalu memberitahukan kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie). 

Sultan Haji mengutus keluarganya yang berjumlah 52 orang untuk membujuk 

Sultan Ageng Tirtayasa kembali ke istana sehingga dapat melakukan tipuan 

dengan mengepung iringan Sultan Ageng Tirtayasa. Pada Tahun 1684, Sultan 

Haji menjadi Sultan Banten dengan pengaruh VOC. Secara perlahan, VOC 

mulai menguasai Kesultanan Banten melalui perjanjian-perjanjian dengan 

Sultan Haji. VOC meminta imbalan yang besar kepada Sultan Haji, seperti 

mencampuri kepentingan hubungan internasional kerajaan, memonopoli 

perdagangan, dan menyerahkan wilayah Lampung kepada VOC (Anggraheni 

dkk., 2020). Setelah masa pemerintahan Sultan Haji berakhir, takhta kerajaan 

akan dijalankan oleh keturunan dari Sultan Maulana Hasanuddin. Pengganti 

Sultan Haji adalah Abulfadhl Muhammad Yahya (1687-1690) yang bertolak 

belakang sikapnya terhadap Belanda. Kemudian, pemerintahan dilanjutkan 

oleh Sultan Abu Al-Mahasin atau Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul 

Abidin (1690-1733) (Maftuh, 2015). 

2.1.3 Lampung pada Abad XVII 

Masyarakat Lampung menganut sistem pemerintahan keratuan sehingga 

memberikan peluang besar kepada para penguasa luar untuk menanamkan 

pengaruhnya. Penguasa membentuk pemerintahan persekutuan adat yang 

didasarkan pada buay (garis keturunan) yang disebut dengan paksi (kesatuan 

buay atau klan) dan marga (bagian dari jurai atau buay dalam bentuk kesatuan 

suku maupun kampung) (Hadikusuma, 1989). Kemudian, marga-marga 

membentuk beberapa kekuasaan sehingga tidak ada satu pemimpin yang 
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mampu menyatukan seluruh marga. Oleh karena itu, penguasa-penguasa dari 

luar dapat menyebarkan pengaruhnya di daerah Lampung.  

Persaingan antar marga yang terjadi di antara masyarakat Lampung menjadi 

faktor pendorong para punyimbang (pemimpin marga) mendapatkan dukungan 

yang lebih kuat, seperti dari Kesultanan Banten. Para pemimpin marga 

mengunjungi Banten sebagai simbol pengakuan atas kekuasaan Kesultanan 

Banten di Lampung atau yang disebut seba (Sumargono dkk., 2022). Oleh 

karena itu, Kesultanan Banten mengeluarkan piagam tembaga dan menjadikan 

para punyimbang sebagai kerabat. Para punyimbang diberikan beberapa gelar 

adat, seperti punggawa, pangeran, ngabehi, jenang, dan radin. Hubungan 

antara Kesultanan Banten dengan Lampung semakin erat. Bahkan, masyarakat 

dari Banten mulai datang ke Lampung untuk memperoleh penghasilan dan 

mencari lahan untuk mengembangkan perkebunan (Hakiki dkk., 2020). 

Pepercultuur semakin diperluas untuk meningkatkan produksi yang terjamin. 

Pengakuan para punyimbang adat kepada Kesultanan Banten dan diberikan 

gelar sebagai lambang martabat semakin menunjang untuk mendapatkan 

pasokan lada secara teratur. Di Pulau Jawa, gelar-gelar adat memiliki makna 

penting yang diakui sebagai pangeran, kiai, tumenggung, ngabehi, dan lain-

lain. Selain itu, Sultan Banten menempatkan perwakilannya di Lampung 

dengan gelar “Bumi” yang diperkirakan singkatan dari “Mangkoeboemi”. 

Jumlah perwakilan semakin banyak, terkadang diberikan tugas-tugas tertentu 

(Broersma, 1916). 

Untuk menancapkan legitimasi kekuasaan Kesultanan Banten semakin kuat,  

punyimbang adat diberikan berbagai atribut, seperti siger, pangga, jempana, 

burung garuda, slenggam dalem, penduk wo belas, rato, payung gubir, sabuk 

jaran, payung hitam, payung agung, mendaringan, dader, tumbak gegakan 

merak, kendang raring, tumbak bercabang, jimat agung, lawang kuri, 

pencarengan, dan peninjauan (Depdikbud, 1981). Terdapat beberapa keratuan 

di Lampung yang melakukan seba kepada Kesultanan Banten, yaitu Keratuan 

Darah Putih, Keratuan Ratu di Puncak, Keratuan Ratu di Balau, Keratuan Ratu 

di Pemanggilan, dan Keratuan Ratu di Pugung. Pengaruh Kesultanan Banten 
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tertanam kuat sehingga pasukan dari Lampung dilibatkan dalam peperangan 

untuk membantu pasukan Kesultanan Banten. Misalnya, ketika Kesultanan 

Banten berperang melawan Puci Kumon, pasukan dari Lampung yang 

dipimpin oleh Raden Cakradinata dikirim ke Pulau Jawa (Fajarudin dan 

Sumiyatun, 2020). 

Setelah peperangan usai, Sultan Hasanuddin memberikan Lawang Kuri kepada 

Raden Cakradinata atas jasa-jasa pasukan dari Lampung yang telah bergerilya 

membantuk Kesultanan Banten. Bahkan, sebagian besar pasukan memutuskan 

untuk menetap di wilayah Banten. Hubungan yang terjalin antara Kesultanan 

Banten dengan Lampung mencerminkan terjalinnya hubungan persahabatan 

yang kuat sehingga saling bekerja sama untuk melawan musuh. Kemudian, 

Lawang Kuri yang telah diberikan oleh Sultan Hasanuddin dibawa ke 

Lampung. Saat ini, Lawang Kuri tersebut disimpan di Desa Gedong Wani, 

Kecamatan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur (Fajarudin dan Sumiyatun, 

2020). 

Pada abad ke-17 M, Lampung menjalin hubungan dengan Kesultanan Banten. 

Pada awalnya, Minak Kemala Bumi dan Minak Paduka mendatangi Banten 

untuk meminta bantuan dari Sultan Maulana Hasanuddin dengan melakukan 

seba atau mengakui kekuasaan tertinggi Banten terhadap wilayah Toelang 

Bawang. Kesultanan Banten memanfaatkan hubungan yang terjalin dengan 

Lampung untuk memenuhi kebutuhan komoditas lada untuk diperdagangkan 

dengan menetapkan peraturan tata niaga dan eksploitasi lada di Lampung. 

Terdapat beberapa peraturan dalam bentuk dalung atau piagam tembaga yang 

dikeluarkan oleh Kesultanan Banten untuk mempermudah eksploitasi lada di 

Lampung, seperti Piagam Sukau pada Tahun 1684 dan Piagam Bojong pada 

Tahun 1691 (Saptono dkk., 2021).  

Pada masa berkuasanya Kesultanan Banten di Lampung, diterapkan kebijakan 

eksploitasi ekonomi, khususnya perniagaan lada. Kebijakan eksploitasi 

ekonomi diterapkan pada abad ke-17 M karena produksi komoditas lada yang 

akan dijual mengalami penurunan. Kesultanan Banten mengeluarkan piagam 

untuk mengatur dan mengawasi perniagaan lada. Dikeluarkan piagam yang 
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memuat peraturan penanaman lada sebanyak 500 pohon per orang. Kemudian, 

hasil komoditas lada akan dijual kepada pedagang dari Cina, Inggris, Belanda, 

dan Jawa (Untoro, 1998). Selain itu, dikeluarkan Piagam Sukau yang berangka 

Tahun 1104 H/1684 M yang memuat kekuasaan Sultan Banten untuk 

memberhentikan kepala daerah di Lampung (Imadudin, 2016). Kekuasaan 

Banten di Lampung diserahkan kepada empat orang utusan sultan yang disebut 

djindjam untuk mengawasi perkebunan lada dari penanaman sampai 

pemanenan (Rutiyanti dkk., 2019). 

Menurut catatan Tome Pires, daerah Toelang Bawang dan Sekampoeng 

merupakan penghasil lada yang dikumpulkan di pelabuhan pesisir. Lada 

menjadi komoditas interinsuler dan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat setempat. Produksi lada di Lampung semakin meningkat ketika 

masa Kesultanan Banten. Pembudidayaan lada dilakukan secara tradisional, 

tetapi pengelolaan lada dilakukan oleh Kesultanan Banten secara keseluruhan. 

Kesultanan Banten mengangkat pejabat lokal, kemudian menempatkan para 

punggawa sebagai wakil Kesultanan Banten di Lampung. Para punggawa 

bertugas mengendalikan perniagaan dan pengadaan komoditas lada di 

Sekampung, Toelang Bawang, Semangka, Rajabasa, serta daerah-daerah lain 

(Saptono dkk., 2021). 

Berdasarkan sebuah teks yang diterbitkan pada Tahun 1663, Kesultanan 

Banten menetapkan sistem wajib tanam komoditas lada yang serupa dengan 

cultuurstelsel (Guillot, 2008). Masyarakat diwajibkan menanam 500 pohon 

lada yang dilakukan dalam lingkup keluarga. Lada-lada yang telah dipanen 

diserahkan kepada jenang, kemudian jenang menyerahkan kepada jenjen. 

Jenang bertugas mengumpulkan hasil panen lada, sedangkan bertugas 

menyerahkan hasil panen lada ke Banten. Hasil bumi yang dihasilkan dari 

daerah Lampung diperjualbelikan di Banten, tetapi Banten berupaya menjaga 

keamanan daerah Lampung (Masroh, 2015).  

Terjadi perubahan hubungan antara Kesultanan Banten dengan Lampung 

akibat pertikaian di istana Banten yang dibayang-bayangi oleh VOC 

(Vereenigde Oost-Indische Compagnie). Di Lampung, berdiri dua faksi yang 
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mendukung Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji. Jenang Raja Ngembar 

yang menduduki jabatan di Semangka mendukung Sultan Haji, kemudian 

Sultan Ageng Tirtayasa memerintahkan Kepala Menaran Aria Suyajaya untuk 

membunuh Raja Ngembar. Arya Suyajaya didukung oleh empat puluh kapal 

dagang yang dilengkapi dengan persenjataan milik para pejuang dari Rajabasa, 

Pangkal, Jo, Merak, Teluk Betung Keteguhan, Pedada, Menanga Ratai, dan 

desa-desa di kawasan pesisir Teluk Betung. Kemudian, Raja Ngembar berhasil 

ditangkap dan dibawa ke Banten. Dengan demikian, konflik internal istana 

Banten tidak hanya terpusat terjadi di Pulau Jawa, melainkan di daerah-daerah 

bawahan (Fajarudin dan Sumiyatun, 2020). 

Pada Tahun 1682, VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) dan 

Kesultanan Banten berhasil sampai di Tanjung Tiram dengan membawa pesan 

dari Sultan Haji yang didampingi oleh Aria Wangsa Yuda dan Pangeran Nata 

Negara. Armada VOC dipimpin oleh Van der Schuur, tetapi gagal untuk 

mempengaruhi masyarakat Lampung. VOC  mewajibkan setiap orang laki-laki 

menanam 500 batang lada dan 1000 batang lada untuk setiap keluarga untuk 

meningkatkan jumlah produksi (Paul, 1918). Selain itu, diterapkan lerevantie 

atau penyerahan wajib dengan harga jual yang murah sehingga para petani 

kerap menyelundupkan hasil panennya. Oleh karena itu, dikeluarkan Piagam 

Bojong dan Piagam Sukau sebagai alat pengawasan perdagangan lada 

(Gonggong dkk., 1993). 

Apabila lada merupakan alasan utama Sultan Banten ingin menguasai 

Lampung, maka VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) ingin 

menanamkan keuntungan yang lebih besar melalui pengaruh politik dalam 

pertengkaran yang kerap terjadi di keluarga kerajaan. VOC mulai memusatkan 

perhatiannya di Lampung sebagai tempat banyak lada didapatkan oleh para 

Sultan Banten. Semakin kuat kekuasaan Sultan Banten, maka semakin pasti 

pasokan lada yang akan diterima dan dapat diperdagangkan. Lampung sebagai 

salah satu mitra penyuplai lada bagi Kesultanan Banten diperkirakan 

menghasilkan 80% lada di Kesultanan Banten berdasarkan catatan perjalanan 

yang dimiliki oleh Thomas Van Son ketika mendatangi Banten (Blink, 1926). 
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Dimulai dari kerja sama ekonomi, hubungan antara Kesultanan Banten dengan 

Lampung semakin merambah ke ranah agama dan politik. Perluasan wilayah 

yang diupayakan oleh Kesultanan Banten tidak hanya demi kepentingan 

perdagangan, melainkan penyebaran ajaran agama Islam. Pada masa itu, 

Kesultanan Banten merupakan sentral destinasi ekonomi dan pendidikan Islam 

(Hakiki dkk., 2020). Hubungan yang panjang dengan Banten memberikan 

pengaruh terhadap peradaban masyarakat Lampung yang dapat dilihat dari 

sandang, pembangunan rumah, dan perkembangan tenun yang tinggi (Blink, 

1926). 

Suplai lada dalam jumlah besar dari Lampung mendatangkan surplus bagi 

Kesultanan Banten sehingga dapat membangun pelabuhan-pelabuhan besar 

dan menambah jumlah kapal sebagai sarana distribusi lada. Kesejahteraan 

hidup Sultan Banten, bangsawan, dan saudagar semakin meningkat dan hidup 

dengan berkecukupan. Dengan demikian, lada merupakan komoditas 

perdagangan pokok dan berperan penting bagi Kesultanan Banten. Bandar dan 

pelabuhan yang dimiliki Kesultanan Banten tumbuh dan berkembang menjadi 

pelabuhan internasional hingga abad ke-19 M (Sumargono dkk., 2022). 

 

2.1.4 Piagam Sebagai Bentuk Hubungan Banten dan Lampung 

Pada masa kekuasaan Kesultanan Banten, telah ditemukan beberapa bukti 

terhadap kuatnya pengaruh Banten atas Lampung, bahkan jauh ketika 

permulaan masuknya Kesultanan Banten di Lampung pada masa pemerintahan 

Sultan Hasanuddin. Terdapat beberapa piagam tembaga atau biasa disebut 

dalung, seperti Bojong dan Piagam Sukau mencerminkan adanya bukti bahwa 

Kesultanan Banten secara efektif telah menanamkan pengaruhnya atas daerah-

daerah tertentu di Lampung. Piagam-piagam yang dikeluarkan oleh Kesultanan 

Banten merupakan bentuk persahabatan dan legitimasi kekuasaan di Lampung 

(Depdikbud, 1981).  
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Sultan Ageng Tirtayasa pernah mengeluarkan piagam bertarikh 1662 dan 1668. 

Piagam bertarikh 1662 ditujukan untuk penguasa dan masyarakat Lampung. 

Piagam bertarikh 1662 berisi mengenai peraturan cukai lada. Sementara itu, 

Piagam bertarikh 1668 ditujukan untuk daerah Solebar. Piagam bertarikh 1668 

berisi mengenai kepentingan cukai, legalitas Kesultanan Banten, perampasan 

lada apabila terdapat perahu dari Pelabuhan Solebar membayar ke negara lain 

(Sarjiyanto, 2008). 

Piagam Bojong merupakan peninggalan Kesultanan Banten yang 

menunjukkan adanya pengaruh kekuasaan di Lampung. Piagam Bojong 

disebut Prasasti Dalung Bojong atau Boh Dalung. Piagam Bojong dikeluarkan 

pada tanggal 30 Jumadil Akhir 1102 H (1691 M) yang memuat mengenai 

peraturan-peraturan perdagangan dan perkebunan lada di Lampung. Setelah 

melakukan eksploitasi lada di Lampung, Kesultanan Banten mampu 

menghasilkan 2.000 ton lada per tahun. Tidak mengherankan apabila 

Kesultanan Banten dikenal sebagai penyuplai komoditas lada di pasar 

internasional dengan melibatkan ratusan ribu orang dalam produksi lada yang 

harus dipelihara secara cermat (Saptono dkk., 2021). Lada menjadi komoditas 

yang mendatangkan banyak keuntungan bagi Kesultanan Banten sebagai 

kesultanan maritim yang bergerak di bidang perdagangan. 

Piagam Bojong diturunkan secara turun-temurun kepada anak laki-laki tertua 

punyimbang (pemangku adat). Saat ini, Piagam Bojong yang asli disimpan oleh 

Haji Hasanuddin Waka yang bergelar Pengiran Betaro Rajo III. Piagam Bojong 

berbahan dasar tembaga yang berisi tulisan dengan aksara Arab Pegon dan 

bahasa Jawa Banten sebanyak 32 baris. Piagam Bojong berukuran 36 x 24 cm. 

Terdapat 12 pasal yang termuat dalam Piagam Bojong, seperti perundang-

undangan yang wajib ditaati oleh seluruh masyarakat Sekampung yang 

meliputi beberapa aspek, yaitu 1) tata pelayaran dan perdagangan lada, 2) 

perintah penanaman komoditas lada, 3) tata kelola pemerintahan daerah, serta 

4) peraturan keamanan dan tidak pidana terhadap masyarakat yang melanggar 

hukum yang telah ditetapkan oleh Sultan Banten bagi masyarakat Lampung 

(Wijayati, 2011). 
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Piagam Bojong mengatur perniagaan lada, bahkan Sultan Banten yang 

menentukan pihak yang akan membeli lada. Jika peraturan dalam Piagam 

Bojong dilanggar, maka dapat dikenakan sanksi berupa pengusiran dan 

penangkapan. Untuk mengawasi perniagaan lada di Lampung, Sultan Banten 

menempatkan jenjen atau jenang atau djindjam di Semangka. Jenjen bertugas 

dalam pengelolaan lada yang akan dikirimkan ke Banten. Daerah-daerah 

penghasil lada terbesar di Lampung, yaitu di antaranya Semangka, Tulang 

Bawang, Seputih, dan  Sekampung. Kegiatan perkebunan dan perniagaan lada 

yang semakin berkembang pesat mendorong munculnya kota dagang di 

wilayah pesisir Lampung (Imadudin, 2016). 

Piagam Bojong menunjukkan dinamika hubungan antara Kesultanan Banten 

dengan Lampung ketika beralih ke patron klien. Kondisi Piagam Bojong masih 

terjaga dengan baik di Desa Bojong, Kabupaten Lampung Timur. Kemudian, 

terdapat dua duplikat yang dipajang di Museum Purbakala Pugung Raharjo dan 

Museum Lampung. Piagam Bojong sebagai peninggalan arkeologi memiliki 

peran penting yang memuat berbagai informasi mengenai realitas sosial 

Kesultanan Banten dan Lampung yang dikeluarkan oleh Sultan Banten sebagai 

dokumen resmi kerajaan (Amboro dkk., 2021). Piagam Bojong merupakan 

bentuk diplomasi soft power yang direpresentasikan dalam bentuk anjuran-

anjuran untuk masyarakat Lampung sehingga dapat bersikap baik dan 

ancaman-ancaman bagi yang melanggar peraturan. Kebijakan-kebijakan dalam 

Piagam Bojong ditujukan untuk kepentingan politik, ekonomi, dan keagamaan. 

Sultan Banten bertindak sebagai khalifah perlu menunjukkan soft power  untuk 

menyebarkan ajaran agama Islam di Lampung (Alnoza, 2021). 

Piagam Sukau dikeluarkan pada Tahun 1104 H (1694 M). Piagam Sukau ditulis 

dengan huruf Lampung dan menggunakan Jawa Banten. Di dalam Piagam 

Sukau, terlihat secara jelas mengenai pengaruh kekuasaan Banten yang berhak 

untuk memecat dan mengangkat kepala-kepala daerah Lampung. Selain itu, 

terdapat perintah untuk mengumpulkan komoditas lada untuk Kesultanan 

Banten (Depdikbud, 1981). Masyarakat Lampung yang wajib menanam dan 

menyerahkan komoditas lada adalah yang berusia di atas 16 tahun (Imadudin, 
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2016). Peraturan serupa sebelumnya telah dikeluarkan oleh Sultan Ageng 

Tirtayasa pada Tahun 1653, yaitu mewajibkan masyarakat Lampung menanam 

500 pohon lada per orang, tanpa memandang kebangsaannya (Untoro, 1998). 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Penelitian oleh Danil Fajarudin yang berjudul “Tinjauan Historis Tentang 

Hubungan Lampung dengan Banten di Bidang Politik dan Ekonomi dalam 

Perkembangan Masyarakat Lampung pada Abad 16-18 M” pada Tahun 2021. 

Penelitian ini mengkaji mengenai perkembangan hubungan antara Kesultanan 

Banten dengan Lampung, tetapi hanya berfokus pada bidang politik dan 

ekonomi. 

2. Penelitian oleh Mufliha Wijayati yang berjudul “Jejak Kesultanan Banten di 

Lampung Abad XVII (Analisis Prasasti Dalung Bojong)” yang dilakukan pada 

Tahun 2010. Penelitian ini mengkaji mengenai makna dan isi yang terkandung 

dalam Prasasti Dalung Bojong yang mencerminkan adanya hubungan dengan 

diterapkannya hukum tata niaga atau perdagangan, perkebunan lada, dan 

pengelolaan pelabuhan di Lampung yang diterapkan oleh Kesultanan Banten. 

3. Penelitian oleh Iim Imadudin yang berjudul “Perdagangan Lada di Lampung 

dalam Tiga Masa (1653-1930) yang dikeluarkan pada Tahun 2016. Penelitian 

ini mengkaji mengenai dinamika perdagangan lada pada masa Kesultanan 

Banten, VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), dan Hindia Belanda di 

Lampung. Pada masa itu, Lampung mencapai masa keemasan dalam 

perkebunan maupun perdagangan lada. 

Dari berbagai penelitian rujukan yang telah dipaparkan di atas, belum terdapat 

penelitian yang mengkaji mengenai hubungan Banten dan Lampung dengan 

memaparkan piagam-piagam tembaga sebagai bentuk hubungan secara spesifik. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik mengangkat topik penelitian yang berjudul 

“Hubungan Banten dan Lampung pada Abad XVII”. 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi: 

3.1.1 Objek Penelitian  : Hubungan Ekonomi dan Politik  

3.1.2 Subjek Penelitian  : Kesultanan Banten dan Wilayah Lampung 

3.1.3 Tempat Penelitian : Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 

        Perpustakaan Universitas Lampung 

        Perpustakaan Daerah Lampung 

        Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah 

        Banten 

3.1.4 Waktu Penelitian  : 2022 

3.1.5 Temporal Waktu  : 1601-1700 

3.1.6 Bidang Ilmu  : Sejarah 

 

3.2 Metode Penelitian 

Menurut Departemen Pendidikan Nasional, metode penelitian adalah kerja sama 

ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

berdasarkan temuan atau informasi-informasi atau produk baru yang didapatkan 

melalui metodologi yang melibatkan satu atau beberapa disiplin ilmu lain. 

Sementara itu, Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa metode penelitian dapat 

dikatakan sebagai prosedur penelitian untuk memperoleh data-data secara ilmiah 

yang memiliki kegunaan atau tujuan tertentu sesuai dengan arah dan topik 

penelitian yang dikaji. Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan 

langkah-langkah yang harus dijalankan oleh peneliti untuk menghimpun informasi-

informasi dari berbagai sumber dan melakukan penelusuran .secara ilmiah. Ilmiah 
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dapat diartikan dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk-petunjuk keilmuan 

yang berlaku, yaitu empiris, sistematis, dan rasional (Mustafidah dan Suwarsito, 

2020). 

Metode berkaitan dengan proses, prosedur, dan teknik sistematis yang digunakan 

dalam penelitian studi ilmu tertentu untuk memperoleh informasi mengenai objek 

kajian. Metode berkaitan dengan metodologi. Metode dan metodologi merupakan 

dua prosedur yang berbeda, tetapi dilakukan untuk tujuan yang sama. Menurut 

Sartono Kartodirdjo, metode adalah “bagaimana seseorang mendapatkan 

pengetahuan (how to know)”, sedangkan metodologi adalah “mengetahui 

bagaimana cara mengetahui (to know how to know)”. Di dalam kajian ilmu sejarah, 

metode sejarah adalah bagaimana cara mengetahui sejarah, sedangkan metodologi 

adalah mengetahui bagaimana cara mengetahui sejarah (Sjamsuddin, 2007). 

Sementara itu, Louis Gottschalk (1975) mengemukakan bahwa metode sejarah 

merupakan proses menguji dan mengidentifikasi secara kritis rekaman dan 

peninggalan masa lampau. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. 

Metode historis dipilih karena penelitian ini mengkaji objek dari peristiwa pada 

masa lampau. Metode historis adalah prosedur pengkajian sejarah dengan 

menggunakan sumber tertulis atau sumber lisan. Metode historis memuat jawaban 

mengenai kehidupan manusia dan lingkungannya sebagai makhluk sosial, 

mencakup fakta-fakta yang menjelaskan mengenai peristiwa masa lampau. Historis 

merupakan studi yang mengidentifikasi secara sistematis perkembangan manusia 

dalam lingkup waktu dan ruang. Tanpa adanya manusia, ruang, dan waktu maka 

sejarah tidak akan terjadi. Melalui pendekatan historis dapat diketahui perubahan 

dan perkembangan manusia (Fuadi, 2015). 

Penelitian sejarah membutuhkan kemampuan berpikir kritis untuk menganalisis 

pengalaman manusia pada masa lampau. Menurut Djoko Soerjo, sejarah merupakan 

upaya untuk merekonstruksi peristiwa pada masa lampau mengenai sesuatu yang 

dipikirkan, dilakukan, dikatakan, dirasakan, dan pengalaman seseorang (Alian, 

2012). Metode penelitian sejarah atau historis menjadi bagian yang penting dalam 

upaya merekonstruksi peristiwa-peristiwa pada masa lampau melalui prosedur 
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penelitian sejarah. Mendalami metodologi sejarah berarti menjabarkan metode 

penelitian sejarah, sumber sejarah, dan penulisan sejarah. Metodologi dalam 

lingkup sejarah sebagai ilmu akan menghasilkan penulisan sejarah atau disebut 

historiografi (Laksono, 2018). Adapun tahap-tahap dalam metode penelitian 

historis untuk menghasilkan tulisan sejarah yang kronologis dan dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai berikut. 

1. Heuristik 

Heuristik berasal dari kata heuristiken dalam Bahasa Yunani yang berarti 

menemukan atau menghimpun sumber-sumber. Sumber sejarah dapat 

berbentuk kesaksian, catatan, atau fakta-fakta lainnya yang dapat memberikan 

penggambaran mengenai peristiwa pada masa lampau yang dialami oleh 

manusia. Sumber sejarah dijadikan sebagai alat, bukan tujuan sehingga peneliti 

harus memiliki data-data terlebih dahulu sebelum menulis sebuah sejarah. 

Dengan demikian, penulisan sejarah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan 

sumber-sumber sejarah (Madjid dan Wahyudi, 2014). Pengumpulan sumber 

sejarah pada penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Lampung, 

Laboratorium Program Studi Pendidikan Sejarah, dan Museum Purbakala 

Pugung Raharjo. Selain itu, peneliti menggunakan jurnal-jurnal digital dari 

Google Scholar dan arsip-arsip dari delpher.nl, serta Arsip Nasional Republik 

Indonesia (ANRI). Selain itu, peneliti menghimpun sumber-sumber sejarah 

lainnya di beberapa website maupun aplikasi yang memuat referensi-referensi 

yang sejalan dengan topik penelitian, seperti di Google Play Books, iPusnas, 

Leiden University Libraries, atlasofmutualheritage.nl, rijksmuseum.nl, 

tropenmuseum, nl, nationaalarchief.nl, dan collectie.wereldculturen.nl yang 

memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang dikaji. Sumber-sumber 

tertulis yang ditemukan meliputi “Jejak Kesultanan Banten di Lampung Abad 

XVII (Analisis Prasasti Dalung Bojong)” oleh Mufliha Wijayati pada Tahun 

2010, “Tinjauan Historis Tentang Hubungan Lampung dengan Banten di 

Bidang Politik dan Ekonomi dalam Perkembangan Masyarakat Lampung pada 

Abad 16-18 M” oleh Danil Fajarudin dan Sumiyatun pada Tahun 2021, serta 

“Perdagangan Lada di Lampung dalam Tiga Masa (1653-1930) oleh Iim 

Imadudin pada Tahun 2016. Adapun arsip-arsip yang ditemukan, seperti “De 
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Lampongsche Districten” oleh Dr. R. Broersma pada Tahun 1916, “Het 

Bantamsch Sultanaat” oleh E. B. Kielstra pada Tahun 1916, dan lain-lain. 

Selain ditemukan sumber-sumber tertulis, peneliti menemukan peta maupun 

foto-foto yang dapat mendukung hasil penelitian yang diperoleh. 

2. Kritik 

Kritik merupakan tahap seleksi sumber sejarah yang telah dihimpun pada tahap 

heuristik yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta sejarah yang konkret 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Di tahap kritik sumber, terdapat dua 

tahapan yang harus dilakukan, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik 

eksternal adalah meneliti asal-usul sumber, mengidentifikasi sumber-sumber 

untuk mendapatkan informasi, dan mengkaji apakah sumber tersebut telah 

mengalami perubahan. Kritik eksternal berkaitan dengan autentisitas dan 

integritas sumber sejarah. Kritik internal dilakukan dengan membandingkan 

sumber-sumber sejarah yang telah dihimpun. Kritik internal adalah 

mengidentifikasi isi yang terkandung dalam sumber sejarah dengan mengkaji 

kredibilitas kesaksian, sumber-sumber serupa, dan sumber-sumber yang 

bertentangan. Kritik internal difokuskan pada aspek kebenaran fakta yang 

terdapat dalam sumber sejarah (Sjamsuddin, 2007). Peneliti melakukan kritik 

terhadap sumber sejarah yang telah dihimpun, baik sumber primer maupun 

sumber sekunder. Peneliti menguji dan membandingkan isi dari sumber yang 

telah dihimpun untuk menemukan fakta sejarah yang relevan dengan topik 

penelitian, yaitu “Hubungan Banten dan Lampung pada Abad XVII”. 

3. Interpretasi 

Interpretasi merupakan tahap penafsiran fakta-fakta sejarah yang diperoleh, 

kemudian merangkainya menjadi sebuah satu kesatuan yang harmonis dan 

rasional. Pengungkapan sejarah sebagai peristiwa dapat dilakukan dengan 

dukungan berbagai sumber sejarah, baik berbentuk dokumen, buku, data-data, 

maupun mengunjungi situs-situs bersejarah. Interpretasi harus bersifat 

deskriptif dengan mempertimbangkan landasan interpretasi yang digunakan 

dalam penulisan sejarah. Interpretasi harus dilakukan secara selektif karena 

tidak seluruh fakta akan dimasukkan ke dalam cerita sejarah dengan memilih 

yang relevan dengan topik yang ada dan menunjang kebenaran sejarah 
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(Laksono, 2018). Peneliti berusaha menafsirkan data-data yang telah diuji 

dalam tahap kritik eksternal maupun internal seobjektif mungkin sehingga 

menghasilkan rangkaian tulisan sejarah yang konkret. Setelah melalui tahap 

kritik, kemudian data-data akan dituliskan secara kronologis sesuai topik 

penelitian, yaitu “Hubungan Banten dan Lampung Abad pada Abad XVII”. 

4. Historiografi 

Historiografi merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah setelah melalui 

tahap heuristik, kritik, dan interpretasi. Historiografi adalah proses penulisan 

sejarah dengan menuliskan, memaparkan, dan melaporkan hasil penelitian 

sejarah yang telah dilakukan (Madjid dan Wahyudi, 2014). Penulisan sejarah 

tidak hanya sekadar menyusun dan merangkai fakta-fakta yang diperoleh 

dalam penelitian, melainkan menyampaikan suatu pemikiran melalui 

interpretasi sejarah berdasarkan fakta yang memerlukan kecakapan dan 

kemahiran (Laksono, 2018). Peneliti merangkai dan menyusun data-data yang 

telah melewati tahap heuristik, kritik, dan interpretasi sehingga dapat 

menghasilkan rekonstruksi peristiwa sejarah yang sesuai dengan topik 

penelitian yang berjudul “Hubungan Banten dan Lampung pada Abad XVII”. 

 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang bertujuan untuk memperoleh 

data-data yang reliabel dan valid dalam penelitian. Apabila tidak menggunakan 

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak dapat memperoleh data-data sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan dan relevan dengan topik penelitian 

(Sugiyono, 2013). Dengan demikian, teknik pengumpulan data berfungsi untuk 

memperoleh data-data yang terpercaya terkait topik penelitian yang dikaji. Teknik 

pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap heuristik yang 

berpedoman pada teknik pengumpulan data pada penelitian sejarah yang dilakukan 

pada tahap awal. Heuristik merupakan tahap pertama dalam metode penelitian 

sejarah yang bertujuan menghimpun data-data yang relevan dengan topik penelitian 

yang dikaji. 
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3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan prosedur yang dilakukan setelah data-data 

diperoleh sehingga dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah 

dirumuskan (Sugiyono, 2013). Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik analisis data historis. Metode historis digunakan untuk 

mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kehidupan pada masa 

lampau sehingga dapat merekonstruksi peristiwa sejarah secara objektif dan 

sistematis. Metode historis dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber 

sejarah yang relevan, menguji sumber-sumber sejarah secara kritis, menafsirkan 

makna yang terkandung dalam sumber-sumber sejarah, dan menyajikannya ke 

dalam suatu tulisan secara kronologis. Di dalam penelitian historis ini, teknik 

analisis data dilakukan pada tahap interpretasi.  

Pada tahap interpretasi, peneliti menafsirkan makna dan menganalisis informasi-

informasi yang berasal dari sumber-sumber sejarah yang telah melalui tahap 

heuristik serta kritik (internal maupun eksternal). Tahap interpretasi harus 

dilakukan dengan cermat sehingga dapat menghasilkan rangkaian informasi sejarah 

yang sejalan dengan berbagai referensi dan merujuk pada sumber-sumber yang 

menjadi bukti terjadinya suatu peristiwa sejarah. Dengan demikian, melalui tahap 

interpretasi, peneliti dapat memperoleh gambaran-gambaran mengenai “Hubungan 

Banten dan Lampung pada Abad XVII”. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

 

4.1.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian 

Lampung merupakan penghasil salah satu komoditas rempah-rempah 

unggulan, yaitu lada. Wilayah Lampung sangat penting dan strategis karena 

menghubungkan Jawa dan Sumatera, serta wilayah lain seperti Kalimantan. 

Hubungan ini sudah terjalin lama antara Lampung dengan daerah lain, seperti 

di Sumatera bagian selatan. Hubungan keluarga dan kekerabatan yang 

dipengaruhi oleh hubungan kesejarahan. Oleh karena itu, wilayah Lampung 

tidak terisolasi dari dunia luar. Hubungan sesekali membuka wilayah Lampung 

yang selalu berhubungan dengan dunia luar (Depdikbud, 1981). 

Sebelum abad ke-16 M, diketahui bahwa wilayah Lampung tidak memiliki 

kerajaan yang kuat yang mampu memerintah masyarakat Lampung secara 

keseluruhan. Pada masa itu, pemerintahan dijalankan oleh masyarakat 

berdasarkan ikatan darah yang dikenal dengan budaya. Akibatnya, istilah 

"kerajaan" yang kita gunakan untuk menyebut sebuah kerajaan di Pulau Jawa, 

belum ada di Lampung saat itu. Dalam hal ini, mengingat pengaruh Banten 

yang mengakar di Lampung, perlu juga dicatat bahwa Lampung pada saat itu 

bukanlah unit daerah yang diperintah oleh seorang raja atau ratu. Akibatnya, 

sejarah kerajaan seperti di tempat lain tidak diketahui di sini. Hanya ada unit 

sosial kecil yang dikenal sebagai buay, yang merupakan unit genealogis yang 

mendiami suatu wilayah di Lampung (Fajarudin dan Sumiyatun, 2020). 

Hingga memasuki abad ke-17 M, hal yang menonjol dari masyarakat Lampung 

adalah pembagian adat dari beberapa kelompok yang terkadang terpisah, tetapi 
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masih secara kolektif. Seluruh kelompok masyarakat tersebut saling berkaitan 

dan berakar pada tanah yang sama (Guyt, 1937). Terdapat lima keratuan di 

Lampung, yaitu Keratuan di Puncak, Keratuan di Balau, Keratuan di 

Pemanggilan, Keratuan di Pugung, dan Keratuan Darah Putih. Kelima keratuan 

tersebut seluruhnya mengakui Banten sebagai penguasa tertinggi. Melakukan 

seba atau kunjungan ke pihak berwenang di Banten merupakan salah satu 

bentuk pengakuan. Seba tidak hanya menerima gelar atau penghargaan, tetapi 

mereka menghasilkan peraturan yang akan diikuti oleh masyarakat 

(Depdikbud, 1981). 

Lada menjadi komoditas unggulan yang dihasilkan oleh Lampung. Bahkan, 

telah diekspor ke berbagai negara sejak abad ke-16 M. Lada sangat diminati di 

pasar internasional sehingga para pedagang asing yang datang ke Nusantara. 

Selain itu, lada dari Lampung banyak yang diperjualbelikan di Banten 

(Depdikbud, 1981). Kondisi ini didukung oleh faktor geografis dan iklim yang 

menunjang kelancaran budidaya lada. Selain itu, Lampung berfungsi sebagai 

penghubung penting antara Jawa dan Sumatera melalui Selat Sunda, serta 

wilayah-wilayah lain dari Nusantara. Komoditas lada hitam yang dihasilkan 

Lampung dalam perdagangan menjadi semakin penting dan dominan di 

kawasan Asia Tenggara (Jack, 2019). 

Berdasarkan ilustrasi letak Selat Sunda di bawah, dapat dipastikan bawa letak 

Lampung sangat strategis di jalur perdagangan internasional. Pada awalnya, 

wilayah Lampung memiliki pemerintahan mandiri yang berbentuk keratuan 

atau kebuayan, yaitu sistem pemerintahan adat berdasarkan pertalian darah. 

Setelah itu, berubah menjadi salah satu wilayah kekuasaan Kesultanan Banten 

melalui serangkaian perjanjian antara Sultan Banten dengan para penguasa 

wilayah Lampung. Sejak abad ke-17 M, terdapat beberapa sebaran wilayah di 

Lampung yang menghasilkan komoditas lada, seperti  Toelang Bawang 

(Lampung Utara), Sekampoeng dan Sepoetih (Lampung Timur), Sukau dan 

Semaka (Pesisir Barat), Katimbang atau Rajabasa (Lampung Selatan), serta 

Telokbetong (Karsiwan dkk., 2022). 
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Gambar 1. Ilustrasi Letak Selat Sunda diunduh dari atlasofmutualheritage.nl 

 

4.1.1.1 Sejarah dan Posisi Geografis Banten 

Banten terletak di ujung Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan 

Selat Sunda yang berperan menjadi lintasan perdagangan internasional. 

Banten menjadi kesultanan bercorak Islam pada abad ke-17 M, 

mengutamakan kegiatan maritim, khususnya perdagangan. Syarif 

Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang berasal dari Cirebon bersama 

Maulana Judah disebutkan dalam Pupuh XIX mengarahkan putranya, 

yaitu Hasanuddin untuk membangun kota di sepanjang pantai dengan 

istana, pasar, dan alun-alun (Djajaningrat, 1983). Banten, sebagai ibu 

kota Kesultanan Banten merupakan pelabuhan utama di Asia Tenggara, 

sejajar dengan Makassar dan Malaka. Banten menjadi salah satu pusat 

perdagangan potensial di jalur internasional pada awal abad ke-17 M. 

Perekonomian masyarakat ditopang oleh pemerintahan yang modern dan 

pelabuhan yang kuat (Ridwan dkk., 2021). 

Pelabuhan Banten berkembang pesat pada abad ke-17 M dan mulai 

dikenal sebagai pengekspor lada. Banten awalnya memproduksi 

komoditas lada sendiri, namun ketika perdagangan lada membludak, 
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Banten tidak mampu memenuhi permintaan Eropa. Banten berusaha 

menguasai Palembang, Bengkulu, Selebar, dan Lampung agar mereka 

bisa menyuplai lada ke Banten. Ditetapkan tata niaga dan pemanfaatan 

lada di Lampung, Kesultanan Banten memanfaatkan hubungan yang 

terjalin dengan Lampung untuk memenuhi permintaan komoditas lada 

untuk dijual. Kesultanan Banten mengeluarkan beberapa peraturan 

berupa dalung atau piagam tembaga untuk memfasilitasi eksploitasi lada 

di Lampung, antara lain Piagam Sukau pada tahun 1684 dan Piagam 

Bojong pada tahun 1691 (Saptono dkk., 2010). 

Pasokan lada yang besar dari Lampung memberikan surplus bagi 

Kesultanan Banten sehingga mampu membangun pelabuhan-pelabuhan 

besar dan menambah jumlah kapal yang digunakan untuk 

mendistribusikan lada. Sultan Banten, bangsawan, dan saudagar hidup 

makmur dan berkecukupan. Akibatnya, lada menjadi komoditas 

perdagangan penting bagi Kesultanan Banten. Hingga abad ke-19 M, 

pelabuhan dan pelabuhan Kesultanan Banten tumbuh dan berkembang 

menjadi pelabuhan internasional. 

 

4.1.1.2 Sejarah dan Posisi Geografis Lampung 

Lampung merupakan wilayah paling selatan yang terletak di Pulau 

Suamatra, tepatnya berbatasan langsung dengan Selat Sunda. Di dalam 

kehidupan masyarakat Lampung, diterapkan sistem pemerintahan 

keratuan. Sistem pemerintahan tersebut dibentuk dari pemerintahan 

persekutuan adat berdasarkan garis keturunan (buay) yang dikenal 

dengan kesatuan klan (paksi) dan bagian dari garis keturunan yang 

membentuk kesatuan suku atau kampung (marga). Oleh karena itu, 

Lampung belum memiliki satu pemerintahan yang terpusat sehingga 

memberikan peluang atau kesempatan kepada penguasa-penguasa luar 

untuk menjalin hubungan dengan Banten (Hadikusuma, 1989). 



33 
 

Persaingan marga di antara masyarakat Lampung menjadi faktor 

pendorong para punyimbang mendapat dukungan yang lebih kuat, seperti 

dari Kesultanan Banten. Para tokoh marga datang ke Banten untuk 

mengakui kekuasaan Kesultanan Banten di Lampung yang juga dikenal 

dengan nama seba. Kemudian, Kesultanan Banten mengeluarkan piagam 

tembaga dan menganggap punyimbang sebagai kerabat. Gelar adat 

punyimbang antara lain punggawa, pangeran, ngabehi, jenang, dan 

radin. Hubungan Kesultanan Banten dan Lampung semakin erat. 

Selanjutnya orang-orang dari Banten mulai merantau ke Lampung untuk 

mencari pekerjaan dan lahan untuk mendirikan perkebunan, khususnya 

perkebunan lada (Hakiki dkk., 2020). 

Lada merupakan rempah yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah masa 

lalu Lampung yang menjembatani hubungan dengan daerah lain. Untuk 

waktu yang lama, Kesultanan Banten menguasai sepenuhnya wilayah 

Lampung (Sumargono dkk., 2022). Kondisi ini didukung oleh faktor 

geografis dan iklim yang mendukung budidaya lada. Selanjutnya, 

Lampung menghubungkan Jawa dan Sumatera melalui Selat Sunda, serta 

bagian Nusantara lainnya. Komoditas lada hitam Lampung menjadi 

semakin penting dan dominan di kawasan Asia Tenggara. Lada Lampung 

merupakan komoditas unggulan. Sejak abad ke-16 M, telah diekspor ke 

berbagai negara. Karena lada sangat diminati di pasar internasional, para 

pedagang asing mengunjungi Nusantara (Jack, 2019). 

 

4.1.2 Sejarah Kesultanan Banten 

Disebutkan dalam kronik dan berbagai naskah kuno, terdapat sebutan lain dari 

Banten, yaitu Bantam atau Wahanten  atau Sourousouangh atau Soeroesowan. 

Naskah Wangsakerta-Pustaka Rajya I Bhumi Nusantara menyebutkan bahwa 

Negeri Perak (Kerajaan Salakanagara) yang terletak di Pandeglang sebelah 

barat merupakan cikal bakal kerajaan-kerajaan di Nusantara. Banten telah 

ramai menjadi pusat perdagangan jauh sebelum berdirinya Kerajaan 
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Tarumanegara, Sriwijaya, Tarumanegara, dan Majapahit. Strategisnya letak 

Banten menjadikannya sebagai jalur penting dalam perdagangan internasional. 

Pada abad ke-7 M, pedagang Arab, Cina, dan India mendatangi Banten dan 

menetap di sana. Banten dikenal sebagai kota pelabuhan dan perdagangan pada 

masa kekuasaan Kerajaan Sunda hingga Kerajaan Tarumanegara (Irfani, 

2020). 

Banten Girang terletak tepi sungai yang saat ini berjarak sekitar 3 kilometer di 

sebelah selatan Kota Serang atau 13 kilometer dari Banten Lama. Sementara 

itu, penyebutan Wahanten diperoleh dari Naskah Carita Parahyangan untuk 

Banten Girang. Selain itu, Banten Lama merupakan kata yang diterjemahkan 

dari “Oud Bantam” dalam sumber-sumber kepustakaan Belanda. Banten 

Girang berpotensi menjadi kawasan bandar pelabuhan karena letaknya yang 

persis berada di pesisir yang strategis. Akan tetapi, belum terlalu 

dikembangkan sebelum ibukota pemerintahan dipindahkan ke Surosowan 

(Juliadi dkk., 2005) 

Sumber-sumber sejarah yang terbatas menyebabkan gambaran lebih detail 

mengenai Kota Banten belum dapat memberikan penjelasan yang maksimal. 

Namun, berdasarkan hasil penelitian Indonesia-Banten yang dilakukan di situs 

Banten Girang memberikan informasi bahwa Kota Banten tumbuh dan 

berkembang sejak abad ke-11-12 M. Banten telah bertransisi menjadi 

pemukiman urban yang memiliki benteng dan parit. Selanjutnya, Banten 

mengalami perkembangan yang ditandai dengan perubahan sistem 

pemerintahan dan keagamaan Islam yang berlangsung di wilayah pesisir. 

Disebutkan dalam Babad Banten bahwa setelah Maulana Hasanuddin mangkat, 

pemerintahan dijalankan oleh Maulana Yusuf. Kampung-kampung baru mulai 

dibangun dan dilengkapi dengan sawah, ladang, serta bendungan (Wibisono, 

1997). 

Menjelang kejatuhan Malaka, Banten semakin menunjukkan kesuksesannya 

sebagai wilayah perdagangan baru. Malaka telah menjadi jalur perdagangan 

teramai sekitar Tahun 1641 pada masa kekuasaan VOC (Vereenigde Oost-

Indische Compagnie) (Wahyudi, 2019). Berbagai komoditas rempah-rempah, 
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seperti pala, lada, cengkeh, dan beras dari bagian Timur dikapalkan menuju ke 

Malaka. Oleh karena itu, pada pedagang dari Asia maupun Eropa memilih 

untuk berdagang di Malaka, dibandingkan harus menuju ke pelabuhan di 

Sumatra dan Jawa. Berdasarkan perspektif geopolitik, Kesultanan Banten 

berada di antara berbagai kekuatan besar di Jawa sehingga mendapatkan 

ancaman serius dari Kerajaan Pajajaran. Akan tetapi, Kesultanan Banten dapat 

melaluinya ketika memiliki pusat kerajaan di wilayah pesisir (Guillot, 2008). 

Sejak pendirian Kesultanan Banten, keberadaan Kerajaan Sunda Pajajaran 

mulai tergantikan. Akan tetapi, Banten tidak berhubungan dekat dengan para 

pendahulu mereka di Pakuwan, seperti raja-raja Islam di Jawa Tengah dengan 

raja-raja Brawijaya di Majapahit (Pigeaud, 1967). Masuknya pengaruh Islam 

memberikan dampak signifikan terhadap mundurnya kepercayaan Hindu-

Budha di Banten yang berkembang sejak abad ke-10 M. Kerajaan Banten 

Girang yang mulai menerima pengaruh agama Islam membangun kerajaan di 

daerah Teluk Banten. Pusat kota berada di Surosowan atau dikenal sebagai 

Banten Lama (Juliadi dkk., 2005). Banten Lama dipilih sebagai ibukota 

kerajaan bukan karena potensi agrarisnya, tetapi karena potensi baharinya. 

Permasalahan kekurangan air diatasi dengan pembangunan irigasi dan sawah 

di wilayah selatan Banten. Kebutuhan air bersih diupayakan dengan 

membangun sebuah waduk di Tasik Ardi, yaitu danau kecil yang berjarak 

sekitar 1,5 kilometer dari keraton sehingga letaknya mudah dijangkau 

(Ambary, 1977). 

Peran Syarif Hidayatullah tidak dapat dilepaskan dari berdirinya Kesultanan 

Banten. Syarif Hidayatullah membangun sistem pemerintahan dan mendidik 

Maulana Hasanuddin sebagai raja pertama yang memimpin Kesultanan 

Banten. Sejak ditandatanganinya perjanjian antara Portugis dan Kerajaan 

Pajajaran, para pedagang Muslim merasa dirugikan sehingga menimbulkan 

ketegangan. Terjadi tindakan protes yang berujung lepasnya wilayah Banten 

akibat serangan dari pasukan yang dipimpin oleh Maulana Hasanuddin, 

pasukan Demak, dan pasukan Cirebon (Irfani, 2020). 
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Seiring perkembangannya, Kota Banten memiliki penataan kota yang 

bercirikan kota Islam yang kental. Umumnya, bangunan keraton menghadap 

ke arah utara dan letaknya berpisah dengan bangunan-bangunan lainnya atau 

dikelilingi tembok. Selain itu, terdapat parit atau kanal, masjid, dan alun-alun, 

Bangunan masjid biasanya terletak digunakan di tengah kota (Juliadi dkk., 

2005). Saat ini, gambaran Kota Banten pada masa lampau hanya dapat dilihat 

berdasarkan reruntuhan-reruntuhan bangunan yang tersisa.  

Disebutkan dalam catatan-catatan kuno, Kota Surosowan berjarak sekitar 10 

kilometer dari Kota Serang. Para pedagang asing yang datang dari Cina, Arab, 

Portugis, India, Suriah, Turki, Persia, Jepang, Filipina, Belanda, Inggris, 

Prancis, dan Denmark. Selain itu, terdapat pedagang-pedagang yang berasal 

dari Makassar, Maluku, Solor, Sumbawa, Juwana, Gresik, dan Sumatra yang 

berdagang di Surosowan. Kesultanan Banten dibangun di atas puing-puing 

ibukota Banten Girang, kemudian dipindahkan ke delta Sungai Cibanten di 

Pulau Jawa bagian barat pada Tahun 1527 (Juliadi dkk., 2005). Adapun 

gambaran wilayah Kota Banten Lama sebagai berikut. 

 

Gambar 2. Kawasan Banten Lama disadur dari Halwany (1987) dalam A  

                  Hypothetical Reconstruction of the Islamic City of Banten 
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Surosowan dipilih sebagai pusat administrasi politik Kesultanan Banten 

dilatarbelakangi atas pertimbangan potensi untuk dikembangkan sebagai 

bandar pusat perdagangan (Ambary, 1997). Pemindahan pusat kota Banten 

merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kegiatan perdagangan 

sehingga bandar Banten yang berperan sebagai pusat politik maupun ekonomi 

dapat semakin maju. Banten menjadi kerajaan Islam yang merdeka pada Tahun 

1552 dengan Maulana Hasanuddin sebagai sultan pertama. Maulana 

Hasanuddin bergelar Maulana Hasanuddin Panembahan Surosowan. Sultan 

merupakan sebutan bagi raja dalam masyarakat Islam dan Maulana dapat 

diartikan sebagai gelar penguasa. Kekuasaan Maulana Hasanuddin, kemudian 

dilanjutkan oleh Maulana Yusuf  (Juliadi dkk., 2005). 

Banten merupakan pusat perdagangan internasional pada abad ke-16 M dengan 

Pelabuhan Karangantu sebagai gerbang utamanya. Pada masa kepemimpinan 

Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mencapai kesuksesan terbesar. Diberlakukan 

sistem perdagangan bebas, seperti yang diimplementasikan oleh Inggris, 

Denmark, Coromandel, Bengal, Siam, China, dan Tonkin. Upaya yang 

dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa berhasil menjadi Kesultanan Banten 

sebagai pelabuhan internasional yang besar. Jung-jung yang mendatangi 

Pelabuhan Karangantu tidak pernah sepi (Nahiyah, 2021). 

Pendirian Kesultanan Banten didukung oleh tiga unsur kekuatan, yaitu 

kekuatan Demak, Cirebon, dan Banten sendiri yang dipelopori oleh Fatahillah, 

Susuhan Jati, serta Maulana Hasanuddin sejak permulaan abad ke-16 M. 

Mulanya, dilakukan penyebaran agama Islam yang dilanjutkan dengan 

pembentukan kelompok masyarakat Muslim dan ekspansi wilayah 

menggunakan militer. Oleh karena itu, terbentuk suatu sistem pemerintahan 

yang diberi nama Kesultanan Banten. Kesultanan Banten telah mendapat 

dukungan penuh dari pedagang-pedagang Muslim yang berasal dari Nusantara 

maupun mancanegara sejak permulaan pendiriannya. Dengan berbagai 

kekuatan yang dimiliki, Kesultanan Banten mampu menjelma sebagai kerajaan 

maritim besar yang mengutamakan perdagangan dan pelayaran. Peningkatan 
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ekonomi Kesultanan Banten mendorong perluasan wilayah kekuasaan yang 

dianggap dapat menunjang pengembangan perdagangan (Ekadjati, 1997). 

Budaya dan masyarakat Banten mencapai puncak peradaban sekitar abad ke-

15-17 M. Akan tetapi, sekitar abad ke-18-19 M, Banten mulai mengalami 

kemunduran akibat peperangan, pemberontakan, bencana alam, dan wabah 

penyakit. Selain itu, adanya campur tangan dan penetrasi militer Kompeni 

Belanda dalam kegiatan pemerintahan menyebabkan timbulnya intrik internal 

antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji. Terjadi pemberontakan 

Ratu Bagus Buang dan Kiyai Tapa, meletusnya Gurung Krakatau pada Tahun 

1883, serta menyebarluasnya wabah penyakit sampar di Kesultanan Banten 

(Ambary, 1997). 

 

4.1.3 Deskripsi Data 

 

4.1.3.1 Kondisi Banten pada Abad XVII 

 

Gambar 3. Teluk Banten diunduh dari rijksmuseum.nl 
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Pada abad ke-17, Banten merupakan kesultanan Islam yang disebut 

Kesultanan Banten. Couto menggambarkan Banten pada permulaan abad 

ke-16 M berpusat di pertengahan pesisir sebuah teluk yang memiliki 

lebar sekitar 3 mil. Kota Banten memiliki panjang 850 depa. Sementara 

itu, di tepi laut memiliki panjang 400 depa masuk ke dalam lebih panjang. 

Di pinggiran kota, telah dibangun benteng yang dindingnya terbuat dari 

batu bata dengan lebar 7 telapak tangan laki-laki. Kemudian, memiliki 

bangunan pertahanan dari kayu dengan persediaan persenjataan. Ketika 

datangnya orang-orang Belanda sekitar Tahun 1596, Banten masih 

berbentuk dataran kosong di kaki perbukitan. Besar Kota Banten 

diperkirakan serupa dengan kawasan Amsterdam Kuno dan telah 

mengembangkan kegiatan perdagangan (Wibisono, 1997). 

Strategisnya pusat Kesultanan Banten yang terletak di antara dua jalur 

maritim internasional, yaitu Selat Sunda dan Selat Malaka mendukung 

Banten menjadi kota pelabuhan yang besar dengan teluk yang berukuran 

18 km × 10 km sehingga memungkinkan kapal-kapal dapat berlabuh. 

Selain itu, terdapat Sungai Cibanten yang memiliki dua aliran sebelum 

mengalir lepas ke laut. Terbentuk pelabuhan internasional di sebelah 

barat dan Pelabuhan Karangantu di dua aliran Sungai Cibanten. Oleh 

karena itu, pusat kota terdiri dari tiga wilayah. Pertama, pusat kota yang 

berada di sentral delta. Kedua, wilayah Pecinan di sebelah barat yang 

dihuni oleh etnis Tionghoa. Ketiga, pasar besar di sebelah timur dan 

perkampungan (Guillot, 2008).  

Pada abad ke-16 M, pasar Banten diperkirakan berada di Karangantu, 

dekat Pecinan, dan dekat Paseban. Kemudian, alat pembayaran yang 

digunakan telah berupa uang. Hal tersebut diceritakan oleh Tome Pires 

ketika berkunjung ke pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa. Mata uang 

Cina, yaitu keuh atau caxa telah digunakan. Caxa merupakan uang yang 

digunakan sebagai alat pembayaran yang umumnya terbuat dari bahan 

kuningan atau timah. Orang-orang Portugis menyebutnya caxa, 

sedangkan orang-orang Belanda menyebutnya kasha. Apabila 
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mempunyai 1000 caxa, maka dapat memperoleh 29 kg atau 58 pon lada. 

Selain itu, terdapat mata uang humdaya atau tael (tembaga atau tail) 

(Sarjiyanto, 2008). 

Pada akhir abad ke-16 M, Banten merupakan kota yang memiliki 

perdagangan yang mungkin terbesar dari semua daerah di Pulau Jawa 

dan komunikasinya dengan semua daerah sekitarnya adalah yang paling 

luas. Banyak pedagang yang mengunjungi dan menetap di kota. Para 

pedagang Persia yang berasal dari Khorassan sering ditemui di pasar 

Kota Banten menjual perhiasan dan obat-obatan. Selain itu, terdapat 

pedagang Pegoeans (dari Pego Lama atau Burma Bawah di Hindia Barat) 

yang datang setiap Tahun ke Banten untuk berdagang. Mereka mungkin 

bekerja sebagai importir gajah yang dapat disewa di kota sebagai hewan 

organik maupun pekerja. Klingen dan Cambayers membawa banyak 

gaun katun dan kain putih yang dibatik atau disulam dengan emas oleh 

para wanita Banten (Mees, 1920). Adapun dipaparkansketsa peta Banten 

di bawah, dapat dilihat betapa ramainya kapal-kapal atau jung-jung yang 

mengunjungi pelabuhan untuk berdagang. 

 

Gambar 4. Peta Banten Tahun 1596 diunduh dari rijksmuseum.nl 
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Para pedagang dari Bangladesh menjual batu dan mendirikan kios emas 

mulia. Sementara itu, orang-orang Cina menghuni kawasan terbaik di 

kota yang terletak di distrik terpisah dengan pagar kayu di sebelah barat 

tembok. Bagi mereka yang membawa unster (tongkat timbang yang 

digerakkan maju-mundur sebagai alat timbang) biasanya membeli lada 

yang menjadi komoditas utama dari Banten. Ketika kapal-kapal Cina 

akan meninggalkan pelabuhan, maka mereka sudah membawa lada ke 

pelabuhan. Kaisar Cina meminta Portugis yang bersaing dengan 

pedagang-pedagang Cina memberikan sejumlah uang sehingga hanya 

dapat memiliki pala, bunga pala, cengkih, kayu cendana, lada Spanyol, 

dan obat-obatan (Mees, 1920). 

Mulanya, para pedagang Cina hanya mengekspor uang berbentuk koin 

tipis dengan lubang persegi di bagian tengah yang seribu kepingnya 

hanya ± 20 sen dan habis terjual dalam waktu tiga hingga empat tahun. 

Selain itu, mereka menjual sutra per potong, porselen halus dan kasar, 

beludru, satin, damask, benang sutra, kain emas, benang emas, jarum, 

sisir, kacamata, kipas angin, kotak cantik, kertas (karena orang-orang 

Banten masih menggunakan daun lontar untuk menulis), almanak, emas 

dalam daun, merkuri, kuningan, mandau Jepang, dan obat-obatan (Mees, 

1920). 

Selain lada yang menjadi produk utama, Banten menghasilkan cendana, 

cengkih, nila, pala, gading, dan kulit kura-kura. Selain itu, orang-orang 

Cina mulai memproduksi emas dan bejana berlapis emas di Banten. Para 

pedagang Banten tidak melakukan perjalanan untuk berdagang, tetapi 

mereka hanya mencari untung dengan tinggal di rumah dan memberikan 

uangnya di ladang-ladang terbawah. Para pedagang Jawa dan penduduk 

pulau-pulau lain datang untuk mengambil barang-barang asing dari 

Banten dan membawa produk yang mereka hasilkan ketika perjalanan 

keluar. Contohnya, garam dari Jawa Timur, gula (Goula Djawa) dari 

Jepara dan Jakarta, serta beras dari Sumbawa dan Makassar. Penduduk 
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Banten sangat membutuhkan beras karena tanah mereka hanya 

menyediakan seperempat dari yang dibutuhkan (Mees, 1920). 

Pedagang Timor dan Palembang memasok madu dan lilin di pasar Kota 

Banten. Minyak kelapa dipasok dari Blambangan. Sementara itu, Maluku 

dan Banda memasok pala, bunga pala, dan cengkih. Kepulauan Sunda 

Kecil menghasilkan cendana. Kapas dan pakaian didapatkan dari 

Sumbawa dan Bali. Timah dan Perak dipasok dari Oedjong Selong, serta 

besi dari Kepulauan Karimata (Mees, 1920). 

Sejak kedatangan armada Belanda untuk pertama kalinya di Banten pada 

tanggal 23 Juni 1596, Banten telah berbentuk kerajaan yang merdeka. 

Banten memiliki peran penting dalam perdagangan di dunia Timur. Para 

pedagang dari berbagai negara, seperti Cina dan India berkumpul di pasar 

Kota Banten. Seluruh pedagang asing, termasuk Belanda mulanya 

disambut dengan tangan terbuka di Banten. Kemudian, mulai diadakan 

kontrak atau perjanjian dan memberikan izin untuk membangun gudang 

di daerah pesisir guna untuk menyimpan barang dagangan. Akan tetapi, 

hubungan yang baik hanya bertahan beberapa minggu dikarenakan 

adanya intrik pedagang Portugis yang cemburu karena lebih dahulu 

berada di pasar Banten selama beberapa dekade. Pada bulan Oktober 

1596, pedagang-pedagang Belanda diusir dari Banten (Kielstra, 1916). 

Belanda berhasil mengalahkan Portugis pada akhir Tahun 1601 dan 

diberikan tanah di bagian terbaik Kota Banten. Banten merupakan tempat 

pertama yang disinggahi oleh Belanda, maka dibangun penginapan 

pertama yang lebih cocok dianggap sebagai pemukiman dengan 

pekarangan cukup luas. Permulaan Tahun 1602, Inggris berhasil tiba di 

Banten. Namun, setelah pendaratan kedua armada Inggris pada Tahun 

1604, mulai timbul persaingan antara pedagang Inggris dan Belanda 

sehingga menyebabkan hubungan dengan pemerintah lokal memburuk 

(Kielstra, 1916). 
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Sekitar Tahun 1600, pasar di Kesultanan Banten menggabungkan fungsi 

perdagangan besar, kecil, dalam negeri, mancanegara, bahan pangan 

sehari-hari, dan komoditas ekspor. Di pagi hari, dapat ditemui pedagang 

dari berbagai negara, seperti Arab, Portugis, Keling, Cina, Turki, Gujarat, 

Bengala, Melayu, Malabar, Pegu, Abesinia, dan lain-lain. Pedagang 

wanita lokal menjual memperdagangkan lada dan bahan makanan kepada 

pedagang asing, sedangkan pedagang asing memiliki tempat untuk 

menjajakan dagangannya. Pasar di Kesultanan Banten merupakan pasar 

harian yang menyediakan beras, sayuran, ikan, daging, gula, hewan 

ternak, rempah-rempah, perkakas, senjata, dan lain-lain (Nahiyah, 2021). 

Pada Tahun 1670-an, Kesultanan Banten mencapai periode paling 

makmur dalam sejarahnya. Pada masa ini, Kesultanan  Banten mampu 

beradaptasi dengan kondisi ekonomi dan politik dengan peningkatan 

kontribusi orang Barat dalam perdagangan maritim Asia (Guillot, 1989).  

 

Gambar 5. Ilustrasi  Pasar dan Perdagangan di Banten  diunduh dari  

                  rijksmuseum.nl 

Berdasarkan ilustrasi gambar pasar Banten di atas, menunjukkan adanya 

mekanisme pasar yang ramai. Pada masa itu, Banten sebagai kota Islam 

memerlukan pasar sebagai tempat berkumpulnya masyarakat yang 

datang dari berbagai wilayah untuk melakukan transaksi jual beli. Secara 
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umum, pasar terletak tidak jauh dari pemukiman-pemukiman para 

pedagang dan berdekatan dengan alun-alun. Pada Tahun 1596, Willem 

Lodewyckz memberikan gambaran keadaan pasar-pasar di Banten. Di 

Karangantu, terdapat pasar yang terletak di sebelah timur kota yang 

dibuka pada siang hari hingga malam hari. Di pasar yang terletak di 

Paseban, dibuka siang hari, bahkan sepanjang hari hingga petang. 

Kemudian, di pasar Kampung Pecinan dibuka satu hari sebelum atau 

setelah pasar-pasar lainnya (Juliadi dkk., 2005).  

 

Gambar 6. Ilustrasi   Peta   Pelabuhan  di   Kota  Banten   diunduh   dari  

                  digitalcollections.universiteitleiden.nl 

Pengembangan bandar pelabuhan Banten berkaitan erat dengan 

mekanisme perdagangan yang didukung dengan berlangsungnya 

kegiatan penawaran dan permintaan, baik impor maupun ekspor. 

Sebelum berubah menjadi sebuah kesultanan, Banten telah menjadi 

penghasil komoditas lada yang terungkap dari perjanjian antara Raja 

Sunda dengan utusan Raja Portugis, yaitu Henrique Lem (Wibisono, 

1997). Dalam jalur perdagangan ke arah timur dari Benggala menuju ke 

Coromandel, tempat-tempat yang potensial menjadi pelabuhan mulai 

dikembangkan, seperti Aceh yang berada di ujung utara Sumatra dan 
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Banten di ujung barat Jawa. Kedua wilayah ini semakin penting dan 

menjadi pintu utama perdagangan Asia Tenggara yang mampu 

menantang dominasi Malaka sebagai salah satu pelabuhan yang tersohor 

(Arasaratnam, 1979). 

Pelabuhan Karangantu tidak pernah sepi dari keberadaan kapal-kapal 

lokal maupun mancanegara. Kesultanan Banten menyediakan dana yang 

besar untuk membangun infrastruktur-infrastruktur yang mendukung 

kegiatan perdagangan, seperti pasar, pelabuhan, dan pertahanan. Akan 

tetapi, Kesultanan Banten kesulitan untuk mengatur tata ruang 

pemukiman karena banyaknya pedagang yang mendatangi Banten, baik 

lokal maupun mancanegara. Kemudian, pemukiman diatur berdasarkan 

jenis pekerjaan dan etnis (Nahiyah, 2021). Hingga kini, masih dapat 

ditemui sisa-sisa pemukiman tersebut. Adapun pembagian pemukiman-

pemukiman di Banten sebagai berikut. 

1. Kampung Bugis di sisi timur Kota Banten Lama sehingga terdapat 

rumah yang memiliki ciri khas masyarakat Bugis. 

2. Desa Pakojan di sisi utara Kota Banten Lama yang dihuni pedagang 

India, Arab, Gujarat, dan Turki. Akan tetapi, saat ini hanya terdapat 

reruntuhan bangunan. 

3. Kampung Pecinan di sisi barat Kota Banten Lama yang memiliki ciri 

khas, yaitu terdapat Candi Avalokiteswara yang dibangun pada masa 

pemerintahan Syarif Hidayatullah. 

4. Perkampungan orang-orang Eropa di sudut utara Kota Banten Lama 

yang terdapat keberadaan Benteng Speelwijk sebagai benteng 

pertahanan. 

5. Kampung Kebalen yang dihuni oleh masyarakat Bali. Akan tetapi, 

tidak dapat ditemui sama sekali sisa-sisa reruntuhan dari pemukiman 

yang disebabkan karena pembangunan terminal di kawasan Banten 

Lama.  

Selama masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, ia sering berselisih 

dengan Kompeni dan menyerbu Batavia. Selain itu, Sultan Ageng 
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Tirtayasa memberlakukan blokade ekonomi. Pada Tahun 1659, dibuat 

sebuah perjanjian sehingga blokade ekonomi mulai dicabut. Kemudian, 

Sultan Ageng Tirtayasa mulai mencurahkan seluruh kemampuannya 

untuk memulihkan dan memakmurkan ibukotanya. Sultan Ageng 

Tirtayasa mampu memikat pedagang lain dari berbagai negara, seperti  

Filipina, Cina, Jepang, Persia, dan lain-lain (Gelder, 1912). 

Sekitar Tahun 1675, Banten dipimpin oleh Sultan Abdul Fatah atau yang 

dikenal Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng adalah orang yang 

berusaha sekuat tenaga untuk membuat kerajaannya berkembang dan 

meningkatkan kekuatannya. Selain itu, Sultan Ageng mempromosikan 

pengiriman dan perdagangan di kerajaannya dengan memberikan 

beberapa hak istimewa kepada para pedagang asing. Belanda telah benar-

benar ditarik dari Banten, tetapi Portugis, Inggris, Prancis, dan Denmark 

masih melakukan perdagangan besar-besaran di sana. Oleh karena itu, 

Banten merupakan pesaing berat Kompeni pada saat itu (Duinen, 1930). 

Bahkan, Inggris dan Prancis yang merupakan saingan Banten mulai 

mendukungnya. Oleh karena itu, Sultan Ageng Tirtayasa merasa cukup 

kuat untuk menghadapi Kompeni yang telah mengirimkan pasukannya 

ke Taroeno Djojo. Akan tetapi, keadaan tidak memungkinkan karena 

Kompeni memperoleh kemenangan di Jawa Tengah. Para Pangeran 

Cilegon yang bekerja sama dengan Banten terpaksa harus berada di 

bawah kekuasaan Kompeni (Gelder, 1912). 

Sudah menjadi kebiasaan ketika sultan memerintah, maka akan diangkat 

seorang pewaris takhta akan diberikan kepercayaan untuk mengatur 

administrasi sehari-hari. Putra Sultan Ageng Tirtayasa biasa dipanggil 

Sultan Haji karena pernah menunaikan Ibadah Haji ke Mekah. Setelah 

takhta kerajaan diberikan kepada Sultan Haji, kemudian Sultan Ageng 

Tirtayasa pindah dan menetap ke keraton di daerah Tirtayasa (Duinen, 

1930). 
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Reruntuhan Keraton Tirtayasa saat ini dapat dijumpai di Desa Tirtayasa, 

Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Berdasarkan hasil penelitian 

Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Serang yang dilakukan pada 

Tahun 1993, Keraton Tirtayasa menjadi tempat tinggal Sultan Ageng 

Titayasa pada akhir abad ke-17 M. Letak Keraton Tirtayasa sangat 

strategis pada masanya karena terletak di daerah pesisir dan jalan kuna. 

Di tepi jalan kuna, dibangun kanal dari Sungai Cisadane hingga ke 

Pontang yang berfungsi sebagai jalur utama dalam lalu lintas air (Juliadi 

dkk., 2005). 

Ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya, Banten selama 

masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa memiliki posisi yang kuat. 

Timbulnya ketegangan di Kesultanan Banten bermula ketika Sultan Abu 

Nasr Abdul Kahar atau Sultan Haji ingin menggantikan kedudukan 

Sultan Makim. Sultan Haji khawatir tidak dapat segera menduduki takhta 

kerajaan karena keberadaan Pangeran Purbaya. Dengan adanya bantuan 

dari Kompeni, Sultan Haji melawan Sultan Ageng Tirtayasa 

(Tjandrasasmita, 1997). 

Terjadi pertengkaran serius antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan 

Haji. Sultan Haji berada dalam keadaan yang terpojok sehingga meminta 

bantuan kepada Kompeni, yaitu Speelman yang memegang jabatan 

Gubernur Jenderal. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Speelman untuk 

terlibat dalam urusan Banten dengan mengirimkan pasukan untuk 

melawan Sultan Ageng Tirtayasa (Duinen, 1930). Pada Tahun 1680, 

Sultan Ageng menyerahkan seluruh kekuasaan pemerintahan 

sepenuhnya kepada Sultan Haji. Sementara itu, hubungan Sultan Ageng 

Tirtayasa dan Sultan Haji semakin memburuk. Pasukan Sultan Ageng 

Tirtyasa mengepung keraton yang dihuni oleh Sultan Haji. Sultan Haji 

meminta bantuan kepada Kompeni sehingga terjadi perlawanan yang 

sengit untuk mengalahkan kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa (Gelder, 

1912). 
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Setelah mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Haji memberikan 

perdagangan tunggal Kompeni di seluruh pelabuhan Kesultanan Banten. 

Saat ini, fokus Sultan Haji dan Kompeni adalah mengalahkan Sultan 

Ageng Tirtayasa. Pada tanggal 28 Desember, pasukan Sultan Haji 

menyerang dan Sultan Ageng Tirtayasa melarikan diri ke pegunungan. 

Sultan Ageng Tirtayasa menyerahkan diri kepada Sultan Haji pada bulan 

Maret 1683. Sultan Ageng Tirtayasa ditempatkan di penjara Banten, 

kemudian dipindahkan ke Batavia, tepatnya pada Tahun 1692 (Gelder, 

1912). 

Pasca peperangan, Kompeni Belanda meminta ganti rugi kepada Sultan 

Haji sehingga terbentuk sebuah perjanjian pada tanggal 17 April 1684. 

Pada saat itu, pemimpin-pemimpin yang setia kepada Sultan Ageng 

Tirtayasa telah berhasil ditangkap, termasuk Pangeran Purbaya dan 

Syekh Yusuf. Di dalam perjanjian 17 April 1684, terdapat 10 pasal yang 

harus ditaati sebagai konsekuensinya. Di pasal 5, seluruh kerugian dan 

kerusakan yang disebabkan sejak Tahun 1659 harus dibayar dengan uang 

sejumlah 12.000 ringgit. Sementara itu, pasal 9 menyebutkan bahwa 

Sultan Banten tidak diperkenankan membuat perjanjian dengan bangsa-

bangsa lain (Tjandrasasmita, 1997). 

Sultan Haji menjadi pengganti Sultan Ajeng Tirtayasa. Setelah Sultan 

Haji mangkat, terjadi perselisihan yang tidak terelakkan di antara 

keturunan-keturunannya. Kompeni memanfaatkan keadaan tersebut 

dengan melibatkan Van Imhoff dengan mengangkat putra pertama Sultan 

Haji yang bernama Abu’I Fadhl Muhammad Yahya (1687-1690). Akan 

tetapi, setelah memimpin Kesultanan Banten selama tiga Tahun, Sultan 

Abu’I Fadhl Muhammad Yahya menderita sakit hingga meninggal dunia.  

Setelah itu, Pangeran Adipati atau Sultan Abu’l Mahasin Muhammad 

Zainul Abidin (1690-1733) memiliki gelar Kang Sinuhun Ing Nagari 

Banten menduduki takhta kerajaan. Sultan Abu’l Mahasin Muhammad 

Zainul Abidin digantikan oleh putranya, yaitu yang bernama Sultan 

Abdulfathi Muhammad Shifa Zainul Arifin (1733-1747). Perlahan-lahan 
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kekuasaan pemerintahan Kesultanan Banten mulai memudar akibat 

adanya dominasi yang besar dari  pengaruh Kompeni Belanda (Juliadi 

dkk., 2005). 

Pada kurun Tahun 1684-1685, Kompeni mendirikan benteng dengan 

arahan dari seorang arsitek Belanda yang masuk Islam dan menjadi 

anggota kerajaan, yaitu Hendrick Lucaszoon Cardeel. Benteng tersebut 

dinamakan Benteng Speelwijk. Benteng Speelwijk bertujuan untuk  

melindungi kepentingan Belanda untuk memegang kendali kegiatan 

perdagangan di Banten (Halwany, 1987).  

 

Gambar 7. Benteng  Speelwijk  yang Dibangun di  Banten diunduh  dari  

                 digitalcollections.universiteitleiden.nl 

Sejak saat itu, kekuasaan dan pengaruh Kesultanan Banten semakin 

memudar. Bahkan, kegiatan perdagangan mulai tidak berjalan dengan 

lancar akibat kebebasan yang direbut oleh Kompeni untuk berdagang. 

Banten tertutup secara politis dan tidak dapat melakukan perjanjian 

dengan pihak manapun (Tjandrasasmita, 1997). Disebutkan dalam 

Tijdschrift voor Neerland's Indië (1857) kekuasaan Kesultanan Banten 

di Lampung bertahan hingga Tahun 1809. Adapun sultan-sultan yang 

memerintah di Kesultanan Banten sebagai berikut. 



50 
 

Tabel 1. Silsilah Sultan-sultan yang Memerintah Kesultanan Banten 

No. Nama-nama Sultan Banten 

1. Syarif Hidayatullah Susuhan Gunung Jati*) 

2. Maulana Hasanuddin Panembahan Surosowan (1552-1570) 

3. Maulana Yusuf Panembahan Pakalangan Gede (1570-1580) 

4. Maulana Muhammad Pangeran Ratu Ing Banten (1525-1552) 

5. Sultan Abul Mafachir Mahmud Abdul Kadir Kenari (1580-

1596) 

6. Sultan Abul Ma’ali Ahmad (1596-1651) 

7. Sultan Ageng Tirtayasa-Abul Fath Abdul Fatah (1651-1672) 

8. Sultan Abun Nasr Abdul Kahar-Sultan Haji (1672-2687) 

9. Sultan Abdulfadhl (1678-1690) 

10. Sultan Abul Mahasin Zainul Abidin (1690-1733) 

11. Sultan Muhammad Syifa Zainul Arifin (1733-1750) 

12. Sultan Syarifuddin Ratu Wakil (1750-1752) 

13. Sultan Muhammad Wasi Zainul Alimin (1752-1755) 

14. Sultan Muhammad Arif Zainul Asyikin (1753-1773) 

15. Sultan Abul Mafakih Muhammad Aliyuddin (1773-1799) 

16. Sultan Muhyiddin Zainussholihin (1799-1801) 

17. Sultan Muhammad Ishaq Zainul Mutaqqin (1801-1802). 

18. Sultan Wakil Pangeran Natawijaya (1802-1803) 

19. Sultan Agilludin (Sultan Aliyuddin II) (1803-1808) 

20. Sultan Wakil Pangeran Suramanggala (1808-1809) 

21. Sultan Muhammad Syafiuddin (1809-1813) 

22. Sultan Muhammad Rafi’uddin (1813-1820) 

Keterangan: *) Penguasa pertama (Syarif Hidayatullah Susuhan Gunung  

Jati) tidak mengangkat dirinya sebagai Sultan Banten 

Sumber: Juliadi dkk., 2005 
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4.1.3.2 Latar Belakang Hubungan Banten dan Lampung 

Sekitar Tahun 1530, ketika Banten memasuki Lampung, terdapat 

beberapa wilayah keratuan atau persekutuan hukum adat. Keratuan di 

Puncak menguasai wilayah Tulang Bawang dan Abung, Keratuan di 

Pemanggilan menguasai wilayah Ranau, Komering, dan Krui, Keratuan 

di Pugung menguasai wilayah Pubian dan Pugung, serta Keratuan di 

Balau menguasai Teluk Betung. Setelah semakin kuatnya pengaruh 

Banten di Lampung, Keratuan di Pugung terbagi dua menjadi Keratuan 

Darah Putih (Kalianda) dan Keratuan Maringgai (Melinting) (Saptono, 

2010). 

 

Gambar 8. Peta Selat Sunda diunduh dari nationaalarchief.nl 

Berdasarkan ilustrasi peta Selat Sunda di atas, dapat diketahui bahwa 

Lampung posisinya berhadapan secara langsung dengan Banten. 

Lampung sebagai wilayah potensial yang menghasilkan lada dan 

didukung dengan tanahnya yang subur menarik perhatian Banten. Telah 

diketahui bahwa lada merupakan komoditas primadona yang sangat laku 

di pasar internasional. Oleh karena itu, Banten ingin menjalin hubungan 

Lampung. Selain itu, Lampung letaknya sangat dekat dengan Selat Sunda 

yang dikenal sebagai jalur perdagangan yang sangat strategis.  
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Mulanya, hubungan antara Kesultanan Banten dan Lampung belum 

dapat diketahui secara pasti. Namun, dapat diketahui menurut tradisi-

tradisi Banten dan Lampung, Lampung berada di bawah kekuasaan 

Kesultanan Banten pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Pada 

Tahun 1662, piagam-piagam Banten yang membahas hubungannya 

dengan Lampung menyatakan bahwa Banten memiliki pengaruh nyata 

yang semakin lama semakin besar. Menurut Dr. Brandes, piagam-piagam 

tersebut telah disusun secara periodik (Djajaningrat, 1983). 

Sultan Hasanuddin berkeinginan untuk memperluas kekuasaan ke 

Palembang, Lampung, dan Bengkulu yang menjadi kenyataan. Hal 

tersebut dibuktikan dengan adanya jalur Babaranjang yang bertujuan 

untuk mengangkut batu bara dari Tanjung Enim (Palembang) melalui 

Tarahan (Lampung) menuju ke Suralaya (Banten). Mulanya, Sultan 

Palembang dan Sultan Banten bersaing untuk merebut Lampung. Akan 

tetapi, pada perkembangannya Banten-lah yang berhasil menjalin kerja 

sama dengan Lampung. Sementara itu, Palembang memiliki hubungan 

yang tidak berjalan dengan baik (Sayuti, 1995). 

Sejak Sultan Hasanuddin menjabat sebagai Sultan Banten yang bergelar 

Panembahan Surosowan, kemudian melakukan Islamisasi di Banten, 

dilaksanakan perjalanan bersama Ki Jonglo dan Ratu Balo ke Lampung, 

Solebar, Indrapura, dan Bengkulu. Kemudian, Raja dari Indrapura 

mempersembahkan seorang putri sehingga Sultan Hasanuddin memiliki 

putra yang Bernama Pangeran Wetan. Disebutkan dalam cerita rakyat 

Lampung, Fatahillah pernah datang ke Lampung. Fatahillah menikah 

dengan Putri Sinar Alam (putri dari Minak Raja Jalan dari Keratuan 

Pugung, Lampung Tengah) yang melahirkan putra bernama Hurairi. 

Ketika Hurairi dewasa, ia menunaikan ibadah Haji di Mekah bersama 

Haji Muhammad Zaka Waliyullah Ratu Darah Putih (Minak Kejala Ratu) 

yang kelak akan mendirikan Keratuan Darah Putih (Kuripan). Minak 

Kejala Ratu merupakan leluhur dari pejuang Lampung, yaitu Raden Inten 

II (Sayuti, 1995). 
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Pernikahan antara Fatahillah dan Putri Sinar Alam merupakan 

perkawinan politis yang tujuan utamanya untuk menyatukan kepentingan 

kedua belah pihak sehingga Lampung menentang Portugis. Di kediaman 

Raden Inten II, ditemukan Piagam Kuripan yang diperkirakan telah ada 

sejak permulaan pengaruh Banten di Lampung. Piagam Kuripan berisi 

mengenai persahabatan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan 

Sultan Hasanuddin dengan Ratu Darah Putih. Keduanya merupakan 

putra dari Fatahillah, tetapi memiliki ibu yang berbeda (Sayuti, 1995). 

Adapun isi Piagam Kuripan sebagai berikut. 

“Ratu Darah Putih linggih datang Lampung, maka datang 

Pangeran Sabakingking, maka mufakat maka wirahos, sapa 

kang anom kita iki. Maka papatuan ngadu wong; anyata 

kakan tua kalayan anom. Maka mati wong Lampung dingin; 

maka mati malih wong Banten ing buri kongkon ning ngadu 

dateng punggu in jero luang. Maka nyata anom Ratu Darah 

Putih; Andika kang tua kaula lamh anom Andika ing Banten 

kaula ing Lampung, maka lami-lami Ratu Darah Putih iku 

ing Banten. Malnyakul Lampung; anjeneng akan Pangeran 

Sabakingking nga dekaken Ratu. Maka jengengipun susunan 

Sabakingking, maka Ratu Darah Putih angaturaken 

sawunggaling; maka mulih ing Lampung. Wadon Lampung 

lamun dipakso wong Banten, dereng sukane salerane atawa-

atawa saenake bapakna, Banten kena upat-upat wong 

Banten ngakon Lampung keduk susuk, ngatawa mikul 

Banten kena upat-upat. Lampung ngakon Banten keduk 

susuk, Lampung kena upat-upat lamun ana musuh Banten, 

Banten pangerowo Lampung tutwuri lamun ana musuh 

Lampung, Lampung pangerowo Banten tutwuri sawuse 

janji, Lampung ngalahke Pejajaran, Dayeh, Kukuningan, 

Kanda Wesi, Kedaung, kang urahan, purung kijang. Kang 

anulis janji Pangeran Sabakingking wasta ratus mas lelan 

raji sangaji guling, wata bay-baytaluk kang den pangan ati 

ning kebo. Serat tetelu, ing Banten dalung, ing Lampung 

saksi dalung ing maninting serat kencan.” 

Adapun terjemahan isi Piagam Kuripan sebagai berikut. 

“Ratu Darah Putih menetap di Lampung. Pangeran 

Sabakingking tiba. Mereka berkata: siapa yang paling tua 

dan siapa yang paling muda dari kita di sini? Mereka 

bersepakat untuk menyuruh (dua) orang berkelahi supaya 

dapat terbukti siapa yang tua dan siapa yang muda. Orang 

dari Lampung mati terlebih dahulu, dan kemudian matilah si 
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orang Banten sesudah itu; tempat di mana mereka menyuruh 

(keduanya) berkelahi adalah di Pugung di sebuah lubang. 

Ratu Darah Putih ternyata adalah yang termuda, (ia berkata:) 

tuanlah yang tua, saya yang muda. Tuan di Banten saya di 

Lampung. Setelah beberapa lama kemudian (pergilah) Ratu 

Darah Putih tersebut ke Banten. Sambil membawa budak-

budak dari Lampung, untuk merayakan naiknya Pangeran 

Sabakingking, mengangkatnya sebagai raja; gelarnya adalah 

Susunan Sabakingking. Ratu Darah Putih memper-

sembahkan saung galing dan kembali ke Lampung. Jika 

perempuan dari Banten diperkosa oleh seorang laki-laki dari 

Lampung dan perempuan itu sendiri tidak menyukainya 

maka (orang dari) Lampung terkena hukuman. Jika seorang 

perempuan dari Lampung diperkosa oleh seorang laki-laki 

Banten, dan perempuan itu sendiri atau kemauan 

keluarganya dan bapaknya tidak menyukainya, maka (laki-

laki dari) Banten dikenakan hukuman. Jika seorang laki-laki 

Banten memerintahkan (seorang laki-laki) Lampung untuk 

mengeduk dan meratakan tanah atau membawa beban, maka 

(laki-laki) Banten dikenakan hukuman. Jika (seorang laki-

laki) memerintahkan (seorang laki-laki) Banten untuk 

mengeduk dan meratakan tanah maka (laki-laki) Lampung 

dikenakan hukuman. Jika ada musuh Banten, maka Banten 

berada di muka, dan Lampung di belakangnya, jika ada 

musuh Lampung maka Lampung di hadapan dan Banten di 

belakangnya. Setelah perjanjian itu selesai dibuat, maka 

Lampung menaklukkan Pajajaran-Daeuh, Kukuningan, 

Kandangwesi Kadawung. Yang telah menulis (perjanjian 

ini) adalah Istri Pangeran Sabakingking, yang disebut Ratu 

Mas, dan istri raja yang telah meninggal, yang dinamai 

Minak BaBa Baluk, apa yang (pada kesempatan itu) 

dinamakan adalah hati kerbau. Tiga lembar (dibuat dan 

disimpan) di Banten dari kuningan, di Lampung sebagai 

saksi dari tembaga, di Maningting selembar kepingan emas” 

(Djajaningrat, 1983). 

Piagam Kuripan dibuat tiga rangkap, rangkap pertama terbuat dari 

perunggu berada di Banten, rangkap kedua terbuat dari perak di berada 

Lampung, dan rangkap ketiga terbuat dari kertas emas berada di 

Meningting. Piagam Kuripan menimbulkan pertanyaan, yaitu manakah 

Ratu Darah Putih yang dimaksud. Pertimbangannya diperkirakan apabila 

kata “tua” dalam Piagam Kuripan ditinjau dari perspektif kedudukan, 

maka Ratu Darah Putih Putih yang dinyatakan lebih muda adalah Raden 

Saksi karena kedudukannya berada di bawah Syarif Hidayatullah (ayah 
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dari Sultan Hasanuddin). Akan tetapi, apabila yang dimaksud kata “tua” 

ditinjau dari perspektif usia, diperkirakan dengan jelas Ratu Darah Putih 

yang dimaksud adalah Minak Kejala Ratu (Batin Ratu) (Syafari, 2007). 

Sebelum dikeluarkan Piagam Kuripan, telah dilakukan perundingan 

antara penguasa Banten dan Lampung, tetapi belum mencapai 

kesepakatan yang mufakat. Oleh karena itu, dapat tercapai mufakat 

apabila dilakukan dengan jalur hukum terakhir demi keadilan bersama. 

Pada akhirnya, kedua ksatria dari dua belah pihak yang menjadi wakil 

untuk bertanding. Hasilnya, ksatria yang menjadi wakil dari Banten 

berhasil memperoleh kemenangan dari ksatria Lampung. Dengan 

demikian, Banten dianggap sebagai saudara tua, sedangkan Lampung 

dianggap sebagai saudara muda. Berdasarkan fenomena yang terdapat 

dalam isi Piagam Kuripan, cara untuk menunjukkan pihak yang benar 

dengan mempertandingkan kedua ksatria merupakan cara lama yang 

dianggap adil untuk menyelesaikan masalah internal yang terjadi (Hakiki 

dkk., 2020). 

Kedua kesultanan yang bersaudara merasa perlu mengembangkan kerja 

sama bilateral yang ditunjukkan dengan hubungan infanteri, yaitu 

masing-masing pihak akan ikut serta membantu dalam peperangan 

apabila salah satu di antara mereka berurusan dengan kesultanan-

kesultanan lain. Oleh karena itu, terdapat banyak laskar infanteri yang 

berasal dari Lampung yang membantu Banten sebagai perwujudan 

pengakuan terhadap kekuasaan masing-masing. Bukti pengakuan 

kedaulatan tersebut dapat dilihat dari adanya orang-orang Lampung yang 

berpindah ke Banten, kemudian memilih menetap di Desa Cikoneng 

sejak masa Kesultanan Banten (Hakiki dkk., 2020). 

Kemudian, terdapat Piagam Bojong yang dikeluarkan oleh Kesultanan 

Banten. Piagam Bojong disebut Prasasti Dalung Bojong atau Boh 

Dalung. Piagam Bojong dikeluarkan pada tanggal 30 Jumadil Akhir 1102 

H (1691 M) yang memuat mengenai peraturan-peraturan perdagangan 

dan perkebunan lada di Lampung. Setelah melakukan eksploitasi lada di 
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Lampung, Kesultanan Banten mampu menghasilkan 2.000 ton lada per 

tahun. Kemudian, Kesultanan Banten dikenal sebagai penyuplai 

komoditas lada di pasar internasional dengan melibatkan ratusan ribu 

orang dalam produksi lada yang harus dipelihara secara cermat (Saptono 

dkk., 2021). Produksi lada telah dimulai sejak masa pemerintahan Sultan 

Ageng Tirtayasa.  

Piagam Bojong merupakan dalung tertua yang dikeluarkan oleh Sultan 

Banten kepada masyarakat Lampung (Alnoza, 2021). Piagam Bojong 

diturunkan secara turun-temurun kepada anak laki-laki tertua 

punyimbang (pemangku adat). Saat ini, Piagam Bojong yang asli 

disimpan oleh Haji Hasanuddin Waka yang bergelar Pengiran Betaro 

Rajo III. Piagam Bojong berbahan dasar tembaga yang berisi tulisan 

dengan aksara Arab Pegon dan bahasa Jawa Banten sebanyak 32 baris. 

Piagam Bojong berukuran 36 x 24 cm. Terdapat 12 pasal yang termuat 

dalam Piagam Bojong, seperti perundang-undangan yang wajib ditaati 

oleh seluruh masyarakat Sekampung yang meliputi beberapa aspek, yaitu 

1) tata pelayaran dan perdagangan lada, 2) perintah untuk penanaman 

komoditas lada, 3) tata kelola dalam pemerintahan daerah, serta 4) 

peraturan keamanan dan tidak pidana terhadap masyarakat yang 

melanggar hukum yang ditetapkan oleh Sultan Banten (Wijayati, 2011). 

Selain itu, ajaran agama Islam semakin berkembang pesat di Lampung 

sejak Tahun 1525 yang disebarkan oleh Sunan Gunung Jati atau 

Fatahillah melalui arah selatan melalui Labuhan Maringgai di Keratuan 

Pugung (Deslima, 2021).  Kuatnya pengaruh kekuasaan Kesultanan 

Banten yang tertanam di Lampung dapat dilihat dari pengaruh adat-

istiadat dan berbagai atribut yang diterapkan. Piagam Bojong 

membuktikan bahwa Kesultanan Banten secara efektif telah berhasil 

memperluas kekuasaan dan pengaruhnya di berbagai wilayah Lampung. 

Adapun isi yang tertuang di dalam Piagam Bojong yang mengatur 

mengenai otoritas pelabuhan dan perkebunan lada di Lampung sebagai 

berikut. 
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“Lan mâning lâmûn ana kongkonan Kangjeng Sulthân ing 

Lampung utawa liyâné îkû sakabéhing pûnggâwa dén padha 

mûfaqata atûhun pangandhîkan dâlem dén timbalâken 

déning kongkonan îki sarta padha rûmeksahâ ing sakabéhé 

kekûrângané. Lan mâning singsâpa tutûkâran utawa 

peperangan padha ra’yat Kang Jeng Sulthân îkû kâdhendha 

karoné lâmûn mâti sâlah sawîji saking karoné maka kang 

ûrip pinâtén hukomé sarta anaq râbiné angâléhâken mâring 

Sûrasowân dâdi ‘abdî dâlem lan sakabéhé artâné rinampas 

kâtur ingdâlem. Lan mâning singsâpa pûnggâwa ingdâlem 

negârané dhéwék utawa pûnggâwa kang liyân-liyân agawé 

perang pada ra’yat Kang Jeng Sulthan sebab kârepé dhéwék 

ora kalawan pâréntâh lan idzin Kang Jeng Sulthan îkû ora 

kuwâsa ora anyandang bebendo lan hukum kang luwih 

sânget saking Kangjeng Sulthân kârana penggâwéné îki 

apahukomâken wong dûrâka lan bagha Ingkang Jeng 

Sulthân. Kâya mongkono mâning singsâpa longa 

angrârampog utawa angéwât ing lâhût utawa ing dhârat ora 

kalawan pâréntâh Kangjeng Sulthân îkû hukomé pinâtén 

sarta anaq râbiné angâléhaken mâring Sûrasowân dâdi 

‘abdî dâlem lan sakabéhé duwéné kâtur ingdâlem. Lan 

singsâpa kepondhokan wong di desa angrârampog utawa 

angiwat mrâna mréné ingdâlem negârané utawa ing 

muwâra kâlîné nânging ora kuwâsa ora pûnggâwa îki 

angrûsak kalawan sakuwâsané ingatasé wong kang dûrâka 

îki. Lan mâning lâmûn ana wong lampung arep alelûngan 

kalawan prahû becik momot becik ora îkû anjâlok sûrat cap 

prahû ing pûnggâwané pitakoning sûrat cap lan ajâ pîsan-

pîsan apé mrâna mréné îkû arep anjojug ing Sûrasowân 

sahinggâ yén ana pakéwuh kang gedhé kaya mongkono 

mâning sakabéhing prahû kang mot saking Sûrasowân îki 

ajâ pîsan-pîsan ape angliwâti sâwîting sûrat kang dén gâwa 

îki lan singsâpa angliwâti pangandîkan dâlem îki kâdhendha 

rinampas prahûné sarta momotâné. Lan mâning lâmûn 

pûnggâwa lampung anggâwa mârîca mâring Sûrasowân 

utawa kongkonâné îki angatûrân sûrat Ingkang Jeng Sulthân 

kabéhîng mârîca kang dén gâwa îki lan kâya mongkono 

mâning sakabéhing wong cîli- cîli kang anggâwa mârîca 

mâring Sûrasowân îki padha awehâ warta mâring 

pûnggâwâné pîra mârîca kang dén gâwa îki maka 

pûnggâwâné angatûrân sûrat Ingkang Jeng Sulthân. Lan 

mâning lâmûn ana kâpal utawa slaven Kumpenî utawa 

sapadhâné îki prahû ra’yat Jayâkartâ kelembaging pesisîr 

Lampung sebab kilîr kagâwa dhéning angin gedhé utawa 

kasûkarân kang liyân liyân maka pûnggâwa kang ana 

ingdâlem negâra îki pacuwan orâ atolung lan pacuwan orâ 

rûmeksa ing bârang papanganâné utawa liyâné dén kaya 

ra’yat Kang Jeng Sulthân dhéwék tetepa pûnggâwa kang 
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ana ingdâlem negâra îki anjâlok tetûlîsan mârang kapten 

kâpal îki maka atorna ing Kang Jeng Sulthân îki supâya oléh 

wewâles kebecîkané. Lan mâning lâmûn ana wong 

adhagâng wong pûtih anâné utawa wong irengan anâné 

wongiku pecah prahûné ing pesisér Lampu\ng maka 

pûnggâwa ingdhâlem negâra îki prayoga atolung kalawan 

sâtutoké lan pacuwan îlang artâné yen ora pahâdhom 

[tîgel/tikel] sarta panyomeksahâ maka gâwanen wongikû 

mâring Sûrasowân sarta sakabéhé artâné kâtur Ingkang 

Jeng Sulthân. Lan mâning singsâpa anyolong utawa 

atotohan barang selobarang(?) atotohan utawa angînum 

arak utawa barang înûmnûman kang amûrbiya îki 

kâdhendha sarta anghukomaken kalawan pârentâh Kang 

Jeng Sulthân. Lan mâning pâréntâh Kang Jeng Sulthân 

mârang sakabéhing pûnggâwa Sekampung méwah ing 

sakabéhing wong cîli îkû pangandîkâkâken kinon ing wong 

sawîji atandur mârîca ing lîmangâtus witwaras. Dhâwuh 

undhang-undhang dâlem îki ing akhiring wûlan Jumâdil 

awal tâhun Bâ’ séwu sâtus rong tâhon lumâkû saking hijrah 

an-Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

Tamma”. 

Adapun terjemahan isi Piagam Bojong sebagai berikut. 

“Dan lagi, jika ada utusan Kanjeng Sultan di Lampung atau 

lainnya, maka seluruh punggawa yang bersangkutan 

hendaknya sama-sama bermufakat berdasarkan sabda Sultan 

yang disampaikan oleh utusan, dan sudah semestinya bagi 

mereka untuk melengkapi kekurangannya. Dan lagi, 

barangsiapa bertengkar atau bertarung antar sesama rakyat 

Kanjeng Sultan, maka keduanya dikenai denda. Jika salah 

satu di antara keduanya mati, maka pihak yang hidup 

dihukum mati dan anak istrinya dibawa ke Surosowan 

menjadi abdi dalem serta seluruh kekayaannya disita sebagai 

harta kesultanan. Dan lagi, barangsiapa punggawa di dalam 

negerinya sendiri atau punggawa yang lain-lain menyulut 

peperangan antar sesama rakyat Kanjeng Sultan atas 

keinginannya sendiri tanpa perintah maupun izin Kanjeng 

Sultan, maka ia dipecat dari jabatannya, dilucuti senjatanya, 

dan dihukum dengan hukuman yang sangat berat oleh 

Kanjeng Sultan, karena tidakannya tersebut dihukumi sama 

dengan orang yang durhaka dan berontak terhadap Kanjeng 

Sultan. Hal serupa, barangsiapa pergi merampok atau 

[mencegat] di laut atau di darat tanpa perintah Kanjeng 
Sultan, maka ia dikenai hukuman mati, kemudian anak 

istrinya dibawa ke Surosowan sebagai abdi dalem dan 

seluruh harta kekayaannya diserahkan kepada sultan. Dan 

barangsiapa menampung orang yang (diduga) merampok ke 
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sana-kemari di dalam negerinya atau di muara sungainya, 

sementara ia bukan pejabat dan bukan pula punggawa maka 

dengan kemampuan yang dimiliki harus menindak orang 

yang durhaka tersebut. Dan lagi, apabila ada orang Lampung 

yang hendak bepergian menggunakan perahu, baik 

membawa muatan atau tidak, maka orang tersebut harus 

meminta surat cap perahu kepada punggawa yang 

berwenang masalah surat cap, dan jangan sekali-sekali orang 

tersebut menuju Surosowan agar tidak mendapat masalah 

yang besar. Hal serupa lagi, bagi seluruh perahu yang 

memuat barang ke Surosowan, jangan sekali-sekali 

melanggar surat yang dibawanya, dan barangsiapa 

melanggar peraturan Sultan ini, maka ia didenda dengan 

dirampas perahunya beserta muatannya. Dan lagi, jika 

punggawa Lampung membawa lada ke Surosowan atau 

utusannya, maka ia harus menyampaikan surat 

(pemberitahuan) kepada Sultan ihwal total jumlah lada yang 

dibawanya. Hal serupa juga berlaku bagi seluruh rakyat kecil 

yang membawa lada ke Surosowan, ia harus 

memberitahukan kepada punggawa-nya berapa lada yang 

dibawanya, lalu punggawa tersebut menulis surat 

(pengantar) kepada Sultan. Dan lagi, jika ada kapal atau 

(slaven?) milik Kompeni atau sejenisnya yang merupakan 

perahu rakyat Jayakarta terdampar di pesisir Lampung 

karena diterjang badai besar atau masalah lainnya, maka 

punggawa yang ada di wilayah tersebut pantang tidak 

memberikan pertolongan dan pantang tidak menyelamatkan 

terhadap barang makanannya dan lain-lain seperti halnya 

rakyat Sultan sendiri, namun punggawa yang ada di wilayah 

tersebut hendaknya meminta memo dari kapten kapal 

tersebut, kemudian menyampaikannya kepada Sultan agar 

memperoleh balasan atas kebaikannya. Dan lagi, jika ada 

orang berdagang, baik itu orang putih maupun orang hitam, 

lalu perahunya pecah di pesisir Lampung, maka punggawa 

yang berada di wilayah tersebut hendaknya memberi 

pertolongan hingga tuntas, dan pantang hilang hartanya. Jika 

tidak, maka bawalah orang tersebut ke Surosowan, dan 

seluruh hartanya diserahkan kepada Sultan. Dan barangsiapa 

mencuri, atau berjudi, atau minum arak maupun minum-

minuman yang memabukkan, maka ia didenda dan dihukum 

menurut instruksi Kanjeng Sultan. Dan lagi, perintah Sultan 

kepada seluruh punggawa Lampung sekaligus rakyat kecil, 

sampaikanlah bahwa setiap orang berkewajiban menanam 

500 tanaman lada. Undang-undang ini ditetapkan pada akhir 

bulan Jumadil Awal Tahun Be 1102 Hijriyah.” (Wijayati, 

2011). 
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Selain dikeluarkan Piagam Bojong pada Tahun 1102 H, terdapat piagam 

lain yang dikeluarkan pada Tahun 1104 H (1695 M), yaitu Piagam 

Sukau. Piagam Sukau memuat mengenai peraturan pengangkatan dan 

pemberhentian kepala daerah Lampung. Piagam Sukau ditulis dengan 

aksara Lampung dan berbahasa Jawa Banten. Adapun terjemahan isi 

Piagam Sukau sebagai berikut. 

“Hendaklah mengingat surat undang-undang Kanjeng 

Sultan Abdul Mahasin Muhammad Zainul Abidin, yang 

dipertuan di negara. Surosowan (Banten), hendaklah merata 

di negara Sukung dan semua jajahan yang berbatasan itulah 

(inilah) perintah Kanjeng Sultan kepada semua punggawa 

Sukung. Jika ada orang hendak berpiutang kepada sesama 

orang Lampung hendaklah mereka itu membuat perjanjian 

tertulis di hadapan punggawa yang ada di dalam negara itu 

----. Dan lagi barang siapa berhutang-piutang, janganlah 

sekali-kali putus-memutus dan saling curang-

mencurangi/mencurigai. Tetapi, jika tidak ke luar 

piutangnya hendaklah ia memberi tahu kepada punggawa 

(yang membawahi) orang yang berhutang itu maka 

punggawa itulah yang mengeluarkan, jika tidak berpunya 

maka punggawa itu hendaklah menyerahkan anak istrinya 

kepada yang berpiutang itu. Dan jika punggawa itu ingkar, 

maka punggawa itu didenda oleh negara. Dan lagi barang 

siapa bepergian ke Lampung, baik memakai kapal atau jung 

atau yang lain daripada itu hendaklah membeli merica, 

sedangkan ia tidak membawa cap yang wujudnya seperti 

ini, maka hendaklah betul-betul dicegah dan jangan sekali-

kali diizinkan membeli merica. Jika tidak terdapat dicegah, 

hendaklah dirampas segala hartanya dan perahunya 

sekalian. Tetapi tidak boleh tidak ---- dan jika ada pedagang 

membeli merica di Lampung dengan membawa cap yang 

wujudnya seperti cap (yang disebutkan di atas itu) 

hendaklah dipercaya berilah izin membeli meriam dan 

jagalah baik-baik orang itu. Dan lagi semua orang yang 

berdagang merica, hendaklah membeli bea satu talen (25 

sen) tiap seratus juta (?) kepada punggawa karena sudah --

--. Demikian pula barang siapa yang merampok, atau 

menculik orang (perempuan) di laut maupun di darat, tanpa 

mendapat perintah dari Kanjeng Sultan, orang itu dihukum 

mati dan anak istrinya dibawa ke Surosowan dijadikan 

sebagai budak istana serta segala kekayaannya diserahkan 

kepada Kanjeng Sultan. Dan lagi jika ada orang Lampung 

hendak bepergian dengan perahu baik membawa muatan 

(dagangan dan barang-barang lain) atau tidak, hendaklah 
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diminta cap (surat izin) perahu kepada punggawa dengan 

membayar satu talen. Dan jangan -----. Dan di sinilah 

perintah Kanjeng Sultan kepada orang lain cili(k)-cili(k). 

Mereka itu diperintah menanam merica lima ratus pohon 

tiap orangnya” (Depdikbud, 1981). 

Sejak Tahun 1694, Sultan Banten sebagai penguasa wilayah Lampung 

telah memberlakukan kewajiban menyembunyikan lada bagi masyarakat 

Lampung mulai dari 400, 500, hingga 600 pohon lada melalui perjanjian 

Dalung Bojong. Aturan pelibatan sejumlah pohon lada berlaku bagi laki-

laki dewasa, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, dan 

diberlakukan oleh punggawa. Budidaya tanaman lada tersebar di 

beberapa wilayah, mulai dari wilayah selatan, timur, dan barat hingga 

utara Lampung. Adanya piagam Dalung Bojong untuk beberapa daerah, 

seperti Sekampung dan Sukadana di Lampung Timur menunjukkan 

distribusi tersebut. Selain itu, terdapat Piagam Rajabasa untuk daerah 

Rajabasa dan Katimbang di Kalianda (Lampung Selatan) (Karsiwan 

dkk., 2022). 

Apabila ditelaah secara mendalam, Piagam Kuripan menunjukkan bahwa 

Lampung memiliki kedudukan yang setara dengan Lampung. Akan 

tetapi, di piagam-piagam lainnya, kedudukan Banten lebih mendominasi 

dengan menerapkan berbagai peraturan. Untuk menguasai wilayah yang 

lebih kecil, maka harus memiliki izin dari Banten. Oleh karena itu, para 

penguasa Lampung melakukan seba ke Banten. Kedekatan wilayah 

Banten dan Lampung yang dihubungkan oleh Selat Sunda menyebabkan 

masyarakat yang tinggal di Banten dapat memiliki ladang atau huma di 

Lampung. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat Banten mulai 

menetap dan membentuk kampung-kampung baru di Lampung.  

Diperkirakan mereka menghuni Kotamadya Bandar Lampung (Tanjung 

Karang, Teluk Betung, dan Panjang) (Sayuti, 1997). Tepatnya di 

Kampung Kaliawi, Gedung Pakuan, Tanjung Gadung, Durian Payung, 

dan Kuripan. Orang-orang Banten yang datang ke Lampung tidak 

menetap secara permanen. Akan tetapi, mereka akan datang ke Lampung 
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selama penanaman lada. Diperkirakan orang-orang Banten akan tinggal 

kira-kira selama tiga bulan di sekitar perkebunan lada hingga pemanenan 

lada secara keseluruhan telah selesai (Department Van Landbouw, 1926). 

Secara umum, masyarakat Lampung tidak memiliki kebiasaan dalam 

memperoleh sebidang tanah. Setiap orang dapat mengklaim sebidang 

tanah tanpa formalitas tertentu. Akan tetapi, apabila masyarakat ingin 

memperoleh tanah di luar kampungnya, maka terlebih dahulu harus 

meminta izin kepada pemimpin di wilayah tersebut yang terkadang 

disertai dengan pemberian hadiah kecil, seperti beberapa ekor ayam atau 

kapas yang tidak dikelantang (dijemur di bawah sinar matahari). Selain 

itu, apabila seseorang telah mengolah tanah dan menelantarkannya untuk 

beberapa waktu, maka orang lain tidak dapat mengolah tanah tersebut 

tanpa izin. Adanya tebangan pohon merupakan tanda-tanda sederhana 

bahwa tanah tersebut telah digunakan (Anonim, 1918). 

Status kepemilikan tanah sangat bervariasi dan bergantung pada 

kebiasaan masyarakat setempat. Bahkan, dapat diturunkan secara turun-

temurun. Biasanya kepemilikan tanah dapat hilang setelah 25 hingga 30 

Tahun. Untuk membudidayakan tanaman lada, dibutuhkan banyak 

pekerja upahan atau kuli dan selalu kuli Banten yang dipekerjakan. 

Umumnya, penanaman skala kecil (333 hingga 1000 tanaman merambat) 

akan di kelola oleh satu keluarga. Lada ditanam menggunakan 

penyangga hidup, seperti tanaman dadap duri, dadap minjak (tanpa duri), 

dan randu. Tanaman dadap duri lebih banyak digunakan karena lebih 

kokoh. Selain itu, sistem drainase belum menggunakan pipa dan masih 

bersifat alami (Anonim, 1918). 

Adapun tanah di Lampung yang masih berupa hutan alami merupakan 

milik kelompok adat. Akan tetapi, masyarakat diperbolehkan untuk 

mengolah tanah. Apabila masyarakat tidak dapat mengurus lahan 

tersebut selama tiga tahun, maka kekuasaannya terhadap tanah yang 

dimaksud telah gugur (Saptono dkk., 2021). Sebaliknya, apabila 

masyarakat dapat mengolah tanah dengan baik, maka dapat diberikan ke 
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keturunannya. Sebagian besar tanah yang digunakan sebagai perkebunan 

lada dipilih yang letaknya tidak jauh dari aliran sungai yang bertujuan 

untuk menghindari banjir ketika terjadi longsor. Keadaan tersebut rawan 

terjadi di kawasan yang curam.  

Perkebunan lada di Lampung dilakukan dengan sistem yang masih 

tradisional. Mulai dari kepemilikan tanah, penanaman, hingga 

pemanenan dilakukan oleh masyarakat secara langsung yang diawasi 

oleh para punggawa. Kemudian, distribusi hasil panen lada akan 

dilakukan dengan pengawasan langsung dari punggawa hingga menuju 

ke Banten. Disebutkan dalam buku yang berjudul “Indische Cultures 

Landbouwkundige Platenseries Van Nederland Indie” oleh P. Van Emst, 

terdapat dua jenis lada yang dibudidayakan, yaitu lada hitam dan lada 

putih. 

Tanaman lada hidup dengan menempel pada pohon yang berfungsi 

sebagai penyangga. Lada menghasilkan bunga berukuran kecil dan 

bersusun yang akan membentuk buah beri berwarna hijau. Kemudian, 

berubah warna menjadi merah hingga menghitam dan di dalamnya 

terdapat satu biji yang berbentuk bulat. Lada hitam dihasilkan dengan 

cara mengeringkan buah beri yang matang secara keseluruhan. 

Sementara itu, lada putih dihasilkan dari buah beri yang dagingnya 

dihilangkan terlebih dahulu. Di Lampung, lebih banyak menghasilkan 

lada hitam dibandingkan dengan lada putih. 

Sejak abad ke-17 M, pusat pengembangan budidaya lada di Lampung 

tersebar di berbagai wilayah. Penyebaran budidaya lada tidak dapat 

dipisahkan dari interaksi antara Banten dan Lampung yang dimulai 

dengan Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Abdul Mahasin, kemudian 

berakhir dengan Sultan Zainul Asyikin pada Tahun 1771. Penguasaan 

Banten atas Lampung semakin terbatas seiring dengan meluasnya areal 

penanaman lada. Akibat pembatasan itu, Sultan Banten mengangkat 

wakilnya di Lampung yang disebut jenjen atau djinjam (Gonggong dkk., 

1993). Selain itu, Sultan Banten memberikan gelar-gelar adat kepada 
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para pemimpin marga di Lampung untuk melegitimasi kekuasaan, seperti 

kéria untuk punyimbang tiyuh, téménggoeng untuk punyimbang suku, 

ngébihi untuk punyimbang raja. Kemudian, dikeluarkan piagam-piagam 

perjanjian untuk beberapa wilayah Lampung. Adapun piagam- perjanjian 

yang dikeluarkan oleh Sultan Banten di Lampung sebagai berikut. 

Tabel 2. Perjanjian Sultan Banten dengan Penguasa Lampung 

No. Tahun Sultan yang 

Mengeluarkan 

Sasaran Wilayah 

1. 1662 Sultan Ageng 

Tirtayasa 

Penguasa 

Lampung 

Lampung 

2. 1690 

Sultan Abul 

Mahasin Zainul 

Abidin 

Penguasa 

Lampung 

Sekampung 

(Lampung 

Timur) 

3. 1690 Penguasa 

Rajabasa 

Rajabasa dan 

Kalianda 

(Lampung 

Selatan) 

4. 1690 Penguasa 

Putih 

Putih (Pesisir 

Barat) 

5 1690 Penguasa 

Lampung 

Sukau 

(Pesisir 

Barat) 

Sumber: Coedes, 2014 

Tidak diketahui secara pasti mengenai jumlah keseluruhan prasasti atau 

piagam yang dikeluarkan oleh Sultan Banten untuk masyarakat 

Lampung. Menurut Louis Charles Damais yang dipublikasikan dalam 

karyanya tentang epigrafi Islam di Asia Tenggara (L'épigraphie 

musulmane dans le Sud-Est asiatique, 1968) yang dipublikasikan dalam 

Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient (BEFEO), terdapat dua 
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belas prasasti atau piagam yang dikeluarkan untuk masyarakat Lampung 

oleh Kesultanan Banten. Adapun kedua belas prasasti atau piagam 

sebagai berikut. 

Tabel 3. Prasasti atau Piagam yang Dikeluarkan Sultan Banten 

No. Nama Prasasti Tahun Hijriyah Tahun Masehi 

1. Prasasti “Lampung” 1073 H 1663 M 

2. Prasasti Putih 1102 H 1691 M 

3. Prasasti Krui 1102 H 1691 M 

4. Prasasti Sukung  1104 H 1692 M 

5. Prasasti Penet 1127 H 1715 M 

6. Prasasti Tulang Bawang 1150 H 1738 M 

7. Prasasti Teluk 1166 H 1753 M 

8. Prasasti Pangeran 

Kopatala 

1169 H 1755 M 

9. Prasasti Kartanegara 1175 H 1761 M 

10. Prasasti Tegineneng 1185 H 1772 M 

11. Prasasti Bujung Bakung Tidak berangka 

tahun 

Tidak berangka 

tahun 

12. Prasasti Pangeran Muh. 

Tahir 

1188 H 1775 M 

Sumber: Damais, 1968 

Namun, tidak dapat dipastikan keaslian piagam-piagam yang tertera di 

atas. Adapun ditemukan piagam yang menggunakan aksara Jawa di dua 

lempengan tembaga yang berbentuk surat keputusan yang dikeluarkan 

oleh Sultan Abul Mahasin Zainul Abidin pada Tahun 1692 yang 

ditujukan untuk wilayah Sukung yang memuat ketentuan dan peraturan 

hukum mengenai berbagai hal sebagai berikut. 
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Gambar 9. Surat  Sultan  Abul  Mahasin  Zainul  Abidin  Tahun  1692  

                  diunduh dari digitalcollections.universiteitleiden.nl 
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Keberadaan piagam-piagam perjanjian yang dikeluarkan oleh Sultan 

Banten mendorong penyebaran wilayah budidaya di Lampung yang 

hampir merata. Piagam-piagam perjanjian dapat menguatkan hubungan 

yang terjalin antara Banten dengan Lampung melalui penguasa 

Lampung. Surat keputusan di atas diperoleh dari Digital Collections 

Leiden University Library yang dapat diakses secara bebas. Surat 

keputusan berjumlah dua lembar. Surat keputusan tersebut dibuat dari 

bahan tembaga dan ditulis menggunakan aksara Jawa yang memuat 

berbagai peraturan. Akan tetapi, tidak dijelaskan secara jelas peraturan 

seperti apa yang tertuang di surat keputusan tersebut dan hanya dapat 

diketahui bahwa dikeluarkan oleh Sultan Abul Mahasin Zainul Abidin 

pada Tahun 1104 H (1692 M). 

Salah satu wilayah di Lampung yang dikembangkan sebagai perkebunan 

lada adalah Sekampung (Lampung Timur). Tanah yang digunakan 

sebagai lahan bercocok tanam disebut umbulan (Saptono dkk., 2021). 

Sejalan dengan yang diberitakan oleh Tome Pires, wilayah Sekampoeng 

telah menghasilkan komoditas lada sejak abad ke-16 M yang digunakan 

untuk konsumsi masyarakat setempat dan perdagangan antar pulau. Pada 

abad ke-16 M, pengaruh Kesultanan Banten belum terlalu terlihat 

dikarenakan terdapat masyarakat di wilayah Sekampoeng yang masih 

menyembah berhala yang dibuktikan dengan peninggalan megalithik. 

Sungai Toelang Bawang merupakan sarana distribusi komoditas lada. 

Panjang Sungai Toelang Bawang mencapai 136 kilometer dan memiliki 

enam anak sungai. Masing-masing anak sungai diperkirakan memiliki 

panjang 100 kilometer yang berperan menjadi jalur penghubung karena 

memiliki arus yang tenang sehingga dapat menjangkau wilayah-wilayah 

pedalaman Bengkulu dan Palembang dengan Toelang Bawang. Terdapat 

kota pelabuhan utama di tepi Sungai Toelang Bawang, yaitu Kota 

Menggala yang disinggahi kapal dari Bengkulu dan Palembang. 
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Gambar 10. Sungai Toelang Bawang diunduh dari nationaalarchief.nl 

Selanjutnya, di Toelang Bawang telah dikembangkan perkebunan lada 

yang dapat dijangkau melalui jalur sungai. Sungai merupakan jalur 

transportasi utama. Dapat diketahui bahwa Lampung telah menghasilkan 

lada jauh sebelum tersentuh pengaruh Banten. Akan tetapi, mengalami 

peningkatan ketika masuknya pengaruh Banten, khususnya pada abad 

ke-17 M. Para punggawa ditempatkan di beberapa wilayah Lampung 

yang meliputi Toelang Bawang, Semangka, Sekampoeng, Radjabasa, 

dan lain-lain. Di Semangka, punggawa disebut djinjam. Biasanya, para 

djinjam berasal dari kalangan tetua dan punyimbang. Selain di 

Semangka, keberadaan djindam dapat ditemukan di Telokbetong, 

Kalianda, dan Siring Kibo (Royen, 1928). 

Budidaya lada di Lampung tidak pernah dipaksakan oleh Sultan Banten. 

Akan tetapi, Sultan Banten mendorongnya dengan mengeluarkan piagam 

dan memberikan gelar-gelar adat kepada para punyimbang adat yang 

menghasilkan panen lada terbesar, seperti yang disebutkan dalam 

Tijdschrift voor Neerland's Indië (1847). Pada abad ke-18 M, budidaya 

lada di Lampung lebih sedikit dibandingkan pada abad ke-17 M. 

Mulanya, lada dipasok dengan harga rendah kepada Sultan Banten dan 

jumlahnya diperkirakan mencapai 200.000 pikul. 
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4.1.3.3 Hubungan Banten dan Lampung dalam Aspek Ekonomi 

pada Abad XVII 

Aspek ekonomi merupakan salah satu alasan utama yang 

melatarbelakangi Kesultanan Banten untuk membangun hubungan yang 

erat dengan Lampung. Banten memerlukan Lampung sebagai pemasok 

komoditas lada yang akan diperjualbelikan di Pelabuhan Banten. Di saat 

yang sama, Kesultanan Banten berkembang menjadi kesultanan Islam 

bercorak maritim yang mengandalkan aktivitas ekonominya pada 

kegiatan perdagangan. Adapun komoditas yang diperjualbelikan dalam 

jumlah besar, yaitu lada. Sebelumnya, masyarakat di Kesultanan Banten 

telah membudidayakan sendiri tanaman lada. Akan tetapi, seiring 

dengan peningkatan permintaan komoditas lada, maka Banten berupaya 

memperoleh pasokan hasil panen lada dari wilayah lain di luar Pulau 

Jawa yang diangkut dengan kapal atau jung melalui pelabuhan di 

Telokbetong, Menggala, Kota Agung, dan Kalianda (Broersma, 1916). 

Telokbetong dikenal sebagai pelabuhan penting di pantai timur yang 

terletak di Toelang Bawang yang sungainya hanya dapat dilewati oleh 

kapal-kapal kecil karena memiliki kedalaman yang dangkal. Selain itu, 

di pantai tenggara dapat ditemui teluk di Kota Agoeng dan Kalianda, 

serta Telokbetong (Koning, 1919). Disebutkan dalam catatan Tome 

Pires, Toelang Bawang telah mengadakan hubungan dengan Kerajaan 

Sunda. Beberapa barang dagangan yang dibawa dari Toelang Bawang 

masuk melalui Pelabuhan Cheguide (Cigede) (Saptono, 2010).  

Pada paruh kedua abad ke-17 M, Tandjongkarang merupakan tempat 

perdagangan lada yang utama yang didatangkan dari Wai Lima. Hasil 

panen lada yang berasal dari Wai Lima dan wilayah utara 

Goenoengsugih untuk diniagakan, kemudian dibawa ke Telokbetong 

untuk dikapalkan. Setelah masuknya orang-orang Belanda ke Lampung 

menyebabkan munculnya konsentrasi wilayah, seperti Menggala dan 

Telokbetong menjadi pusat penyerahan dan penyimpanan, Kota Agoeng 

dan Kalianda sebagai pusat pelayaran lokal, serta Laboean Maringgai 
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dan Tjabang di muara Sepoetih sebagai jalur menuju ke laut Jawa yang 

dilalui oleh beberapa kapal dagang. Terdapat perbedaan perdagangan 

komoditas lada di Menggala dan Telokbetong, yaitu jumlah lada di 

Telokbetong jauh lebih banyak dari Menggala. Lada yang diniagakan di 

sana sebagian berasal Menggala, tetapi dikirimkan juga ke Telokbetong. 

Oleh karena itu, Kota Agoeng dan Telokbetong berperan sebagai 

pelabuhan dan tempat penyimpanan (depo) (Broersma, 1916). 

 

Gambar 11.  Letak    Wilayah     Telokbetong,      Tjabang,      Laboean 

                     Maringgai,   dan   Kalianda   di   Lampung   diunduh  dari  

                    digitalcollections.universiteitleiden.nl 

Keterangan: 

1. Telokbetong 

2. Tjabang 

3. Laboean Maringgai 

4. Kalianda 

Perbedaan perdagangan lada di Menggala dan Telokbetong dipengaruhi 

oleh letak wilayah. Menggala terletak di wilayah pedalaman yang 

menghasilkan lebih sedikit komoditas lada. Selain itu, lada yang 

terdapat di Menggala sebagian berasal dari Sepoetih. Adapun komoditas 
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lada yang dihasilkan di Rebang akan diniagakan di Telokbetong. 

Diperkirakan budidaya lada di Menggala mendapat pengaruh dari 

Palembang. Semangat berdagang orang-orang Palembang dan orang-

orang Lampung sangat kontras, dalam hal ini orang-orang Lampung 

yang dirugikan. Orang-orang Palembang akan memberikan kredit yang 

digunakan sebagai modal awal. Pemberi uang modal akan menyusuri 

sungai dengan sampan dagangnya dan mengunjungi desa-desa untuk 

mengumpulkan hasil panen. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang 

muka, menukarnya dengan sebuah kios, memberikan kapas, dan lain-

lain. Sementara itu, lada-lada yang terdapat di Telokbetong akan dibeli 

melalui perantara, seperti orang yang cukup dikenal di desa, kemudian 

akan diberikan rumah atau perhiasan (Broersma, 1916).  

Selain terdapat Kota Agoeng dan Telokbetong berperan sebagai 

pelabuhan dan tempat penyimpanan, Ketapang berkembang menjadi 

kota perdagangan di wilayah tenggara. Kemudian, peran Ketapang 

mulai digantikan oleh Katimbang pada abad ke-18 M. Selanjutnya, pada 

paruh kedua abad ke-18 M, tepatnya pada tahun 1883 pusat perdagangan 

berpindah ke Kalianda. Para pedagang memasuki Lampung melalui 

Sekampoeng dan menemukan dagangan di wilayah Djaboeng.  

Peredaran atau distribusi komoditas lada di Lampung umunya berpusat 

di Telokbetong, Menggala, Kota Agoeng, dan Kalianda. Kemudian, 

lada-lada yang telah terkumpul di pelabuhan-pelabuhan tersebut akan 

diangkut menggunakan jung atau kapal menuju ke Banten. Komoditas 

lada yang terdapat di Telokbetong akan diangkut melalui Sungai 

Toelang Bawang menggunakan kapal-kapal yang berukuran tidak 

terlalu besar. Selain itu, lada-lada yang berasal dari Wai Lima dan 

wilayah utara Goenoengsoegih, lalu akan dibawa menuju ke 

Telokbetong. Adapun sebagian komoditas lada yang berasal dari Wai 

Lima akan dikirimkan ke Tandjongkarang karena dikenal sebagai 

tempat perdagangan yang ramai. Muncul konsentrasi wilayah baru pada 

paruh kedua abad ke-17 M, yaitu Menggala dan Telokbetong menjadi 
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pusat penyerahan dan penyimpanan, Kota Agoeng dan Kalianda sebagai 

pusat pelayaran lokal, serta Laboean Maringgai dan Tjabang di Muara 

Sepoetih sebagai jalur menuju ke laut Jawa yang dilalui oleh beberapa 

kapal dagang. Kemudian, Ketapang berkembang menjadi kawasan 

perdagangan yang terpusat di daerah tenggara Lampung. Setelah itu, 

Katimbang mulai menggantikan peran Ketapang dan berpindah ke 

Kalianda. Para pedagang yang berdatangan ke Lampung akan melalui 

jalur Sekampoeng, kemudian tiba di Djaboeng. Adapun ilustrasi 

peredaran komoditas lada di Lampung dapat dilihat dalam peta di bawah 

ini. 

 

Gambar 12. Peredaran  Komoditas   Lada  di   Lampung  diunduh   dari  

                    digitalcollections.universiteitleiden.nl 
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Keterangan: 

1. Sungai Toelang Bawang 

2. Muara Toelang Bawang 

3. Toelang Bawang 

4. Menggala 

5. Wai Sepoetih 

6. Tjabang 

7. Muara Sepoetih 

8. Goenoengsoegih 

9. Kota Agoeng 

10. Soekomaro 

11. Wai Lima 

12. Gedongtataan 

13. Telokbetong 

14. Tandjoengkarang 

15. Pandjang 

16. Djaboeng 

17. Laboean Maringgai 

18. Wai Sekampoeng 

19. Kalianda 

20. Ketapang 

Diceritakan dalam catatan perjalanan Tome Pires, Toelang Bawang dan 

Sekampoeng merupakan wilayah penghasil lada sejak awal abad ke-16 

M, bahkan sebelum adanya pengaruh Banten di Lampung. Keadaan ini 

menunjukkan bahwa Lampung telah menghasilkan komoditas lada 

sebelum menjalin hubungan dengan Banten, kemudian setelah masuk 

dan berkembangnya pengaruh Banten, perkebunan lada mengalami 

peningkatan (Saptono dkk., 2021). Lampung telah terbiasa mengadakan 

kontak perdagangan dengan pedagang dari berbagai wilayah, seperti 

Palembang, Aceh, Minangkabau, Makassar, Bugis, Banjar, dan Jawa 

(Alnoza, 2022). Harga pasar untuk lada umumnya berkisar ƒ20 hingga 
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ƒ30. Lada-lada di Banten dikirimkan menggunakan perahu jung dari 

Pelabuhan Menggala, Telokbetong, Kota Agoeng, dan Kalianda melalui 

Tanjong Priok (Broersma, 1916). Perahu jung yang digunakan terbuat 

dari kayu trembesi yang berbentuk gelondongan yang berukuran besar. 

Permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh Banten adalah penyediaan 

makanan di kawasan ibukota. Banten sebagai wilayah yang 

berlandaskan pada pertanian harus mencari lahan-lahan baru di wilayah 

lain untuk membudidayakan tanaman ekspor. Sementara itu, lahan-

lahan di Banten difungsikan sebagai lahan penanaman tanaman pangan, 

khususnya beras. Pada awal Tahun 1675, terjadi krisis beras. Setiap 

keluarga akan diberikan 20 ikat beras yang diperkirakan beratnya kira-

kira 40 kilogram. Harga beras semakin melonjak meskipun telah 

melakukan impor beras (Guillot, 2008). Keadaan ini disebabkan karena 

kekeringan yang berkepanjangan dan penanaman komoditas lada secara 

besar-besaran yang berimbas pada pengurangan jumlah hasil panen 

beras. 

Fenomena pepper-boom yang terjadi sejak paruh pertama abad ke-17 M 

menjadi salah satu alasan utama Banten mengadakan hubungan dengan 

Lampung. Pada saat itu, para pedagang dari Portugis, Belanda, dan 

Inggris bersaing untuk mendapatkan lada sebanyak-banyaknya. Harga 

lada mulanya berkisar 10-12 real, kemudian meningkat hingga 

mencapai 50-60 real. Situasi tersebut membuat Banten sangat 

memerlukan pasokan komoditas lada dalam jumlah yang besar. Di 

dalam catatan Dagh Register yang dibuat pada tanggal 14 Januari 1682, 

terdapat sejumlah 11.600 bahar lada yang dibawa dari Lampung menuju 

Banten. Hal tersebut membuktikan bahwa Banten tidak dapat 

mengabaikan peran Lampung sebagai penghasil lada. Perdagangan lada 

dari Lampung sebagian besar dilakukan melalui jalur air di pelabuhan 

sungai yang umumnya dimiliki oleh kepala marga berdasarkan 

pertimbangan dari punggawa (Karsiwan dkk., 2022). 
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Terjadinya fenomena pepper-boom bermula sejak Malaka jatuh ke 

tangan Portugis. Sejak saat itu, pusat perdagangan mulai berpindah ke 

Selat Sunda, khususnya di Banten. Para pedagang asing, seperti 

pedagang Belanda, Portugis, dan Inggris berupaya untuk memperoleh 

lada sebanyak mungkin (Syafiera, 2016). Oleh karena itu, perdagangan 

komoditas lada semakin melonjak dan intensif. Kemudian, diberlakukan 

sistem perdagangan bebas sehingga para pedagang asing semakin 

meramaikan pasar-pasar Banten. Sistem perdagangan bebas dianggap 

sebagai daya tarik Banten bagi para pedagang asing untuk melakukan 

kegiatan perdagangan (Karma, 2017). 

Lampung memiliki posisi yang sangat penting bagi Banten. Lampung 

berperan sebagai pemasok komoditas lada bagi Banten, sedangkan 

Lampung memerlukan legalitas dari Banten sebagai kesultanan yang 

memiliki kekuatan yang cukup besar pada masa itu. Oleh karena itu, 

kedua belah pihak saling mendukung dan membutuhkan. Kemudian, 

membuat perjanjian-perjanjian bersama yang dituangkan dalam bentuk 

piagam yang disepakati. Kesultanan Banten mengembangkan karakter 

kota pelabuhan yang didukung dengan letaknya yang strategis mampu 

menunjukkan kemajuan perdagangan yang luar biasa pada paruh kedua 

abad ke-17 M.  

Pada masa pemerintahan Kesultanan Banten di Lampung, diterapkan 

kebijakan eksploitasi ekonomi, khususnya dalam perdagangan lada. 

Kebijakan eksploitasi ekonomi diterapkan pada abad ke-17 M karena 

adanya penurunan produksi komoditas lada untuk dijual. Kesultanan 

Banten menetapkan piagam untuk mengatur dan mengawasi 

perdagangan lada. Pada masa Kesultanan Banten produksi lada 

Lampung meningkat. Budidaya lada dilakukan secara tradisional, 

namun pengelolaan lada ditangani oleh Kesultanan Banten secara 

keseluruhan. Kesultanan Banten mengangkat pejabat setempat, yang 

kemudian menjabat sebagai wakil Kesultanan Banten di Lampung.  
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Sebelum didirikannya Kesultanan Banten, komoditas lada telah dikenal 

sebagai primadona dalam perdagangan rempah-rempah internasional. 

Lada dapat dianggap sebagai simbol untuk menjalankan hubungan 

dengan daerah-daerah lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa perdagangan 

komoditas lada terbesar di Pulau Jawa adalah Banten. Oleh karena itu, 

Banten memerlukan pasokan lada dalam jumlah besar untuk menjaga 

ketersediaannya sehingga dapat diperdagangkan. Selain menghasilkan 

lada di perkebunan Banten, terdapat lada-lada yang dipasok dari daerah 

lain, terutama Lampung. Lada yang diperoleh dari pedalaman Lampung 

akan diangkut melalui jalur sungai menuju ke pelabuhan terdekat, 

kemudian dibawa ke Banten. 

Pada Tahun 1659 hingga 1682, perekonomian Banten mengalami 

pertumbuhan yang signifikan. Banten sebagai pemasok lada berupaya 

untuk melakukan penyesuaian keuntungan dengan permintaan sebagai 

pelabuhan besar satu-satunya yang terbuka secara bebas. Pada Tahun 

1673, jumlah penduduk di Banten mencapai angka 55.000 yang terdaftar 

secara resmi, apabila dikalikan tiga dengan memperhitungkan 

perempuan, orang tua, dan anak-anak jumlahnya mencapai 150.000. 

Keadaan tersebut disebabkan oleh kedatangan berulang-ulang para 

pedagang di Banten (Guillot, 2008). 

Kesultanan Banten menetapkan piagam-piagam perjanjian untuk 

mengatur dan mengawasi perdagangan lada. Sebuah piagam 

dikeluarkan dengan peraturan yang mewajibkan setiap orang untuk 

menanam 500 pohon lada. Komoditas lada kemudian akan dijual kepada 

para pedagang dari China, Inggris, Belanda, dan Jawa. Selain itu, 

dikeluarkan Piagam Sukau yang berangka Tahun 1104 H/1684 M yang 

memberikan kewenangan kepada Sultan Banten untuk mengangkat 

maupun memberhentikan kepala daerah di Lampung. Pasokan lada yang 

besar dari Lampung memberikan surplus bagi Kesultanan Banten 

sehingga mampu membangun pelabuhan-pelabuhan besar dan 

menambah jumlah kapal yang digunakan untuk mendistribusikan lada.  
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Lada yang berasal dari Lampung tidak dapat diabaikan dalam upaya 

peningkatan ekspor yang dilakukan oleh Kesultanan Banten. Menurut J. 

A. van der Chijs dalam bukunya yang berjudul Oud Bantam, jumlah lada 

dari Lampung yang diekspor oleh Kesultanan Banten pada Tahun 1681 

mencapai 7.400.000 pon. Perdagangan komoditas lada yang memiliki 

nilai jual tinggi menyebabkan pendapatan yang diperoleh meningkat 

pesat. Oleh karena itu, hasil panen lada yang berasal dari Lampung 

sangat berpengaruh terhadap kemajuan perdagangan di Kesultanan 

Banten. Menurut Tijdschrift voor Neerland's Indië (1857), lada 

dikreditkan ƒ10 per bahar yang setara dengan 3 pikul (1 pikul setara 

dengan 62,5 kilogram). Kemudian, pihak Kesultanan Banten akan 

menjualnya kepada Kompeni dan mendapatkan keuntungan sebesar $5.  

Seiring dengan perkembangannya, komoditas lada yang 

diperjualbelikan lebih banyak berasal dari Lampung sendiri, 

dibandingkan dengan wilayah Banten. Perkebunan lada di Banten 

terletak di Perbukitan Jasinga, Gunung Pulasari, dan Gunung Karang 

(Irfani, 2020). Masyarakat Lampung menanam hingga memanen 

sejumlah 500 pohon lada per orang, seperti yang dimuat dalam Piagam 

Bojong. Tidak heran masyarakat Lampung dapat menghasilkan panen 

lada yang melimpah ruah. Lampung berperan penting terhadap 

kemajuan perdagangan Kesultanan Banten. Keadaan ini berbanding 

terbalik dengan realita yang terjadi di Banten, masyarakat tidak 

diwajibkan untuk menanam lada sebanyak 500 pohon untuk setiap 

orang.  

Menyusul meningkatnya permintaan lada sejak akhir abad ke-17 M, 

areal lahan budidaya lada hitam terus meluas, yang berdampak pada luas 

tanam di Lampung. Seiring dengan perkembangan budidaya lada yang 

semakin meluas, terdapat empat orang yang diangkat menjadi 

punggawa atau jenjen oleh Sultan Banten. Jenjen mempunyai pengaruh 

dan wewenang dalam sistem perdagangan lada yang dijalankan di 

Lampung. Bahkan, jenjen harus menjamin pengiriman lada dengan 
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aman hingga ke Banten. Kapal-kapal yang berlayar menuju Banten 

harus memiliki cap yang dimiliki oleh para punggawa. Apabila tidak 

memilikinya, maka kapal-kapal tersebut tidak bisa melanjutkan 

perjalanan ke Banten. Penggunaan cap dianggap sebagai tradisi dalam 

sebuah sistem pemerintahan. Secara umum, cap digunakan dalam surat-

surat maupun dokumen resmi yang dikeluarkan oleh kerajaan dengan 

izin penguasa yang bersangkutan. 

Peran punggawa sangat penting dalam pengawasan dan pengaturan 

untuk distribusi komoditas lada. Punggawa menjadi penghubung antara 

Sultan Banten dan masyarakat Banten secara langsung. Melalui para 

punggawa, Sultan Banten menyerahkan wewenangnya untuk 

mengawasi masyarakat Lampung. Mulai dari penanaman tanaman lada, 

pemanenan, hingga pendistribusian hasil panen akan diawasi secara 

langsung oleh para punggawa. Adapun tujuan dikeluarkannya berbagai 

piagam bertujuan untuk memperkuat peraturan dan otoritas 

perdagangan di Selat Sunda dengan penguasa-penguasa lokal di 

sekitarnya. 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pengelolaan lada yang 

dilakukan oleh Kesultanan Banten sangat ketat dan mendapatkan izin 

dari Sultan Banten. Selain itu, eksploitasi terus dilakukan oleh 

Kesultanan Banten, tepatnya setelah terjadi penurunan produksi 

komoditas lada pada abad ke-17 M. Terdapat beberapa daerah penghasil 

lada di Lampung, yaitu Sekampoeng, Semangka, dan Toelang Bawang. 

Oleh karena itu, Lampung memiliki peran yang sangat penting sebagai 

pemasok komoditas lada yang sangat diminati di Pelabuhan Banten. 

Banten menaruh harapan besar pada produk pertanian lada Lampung; 

hal ini dapat dianggap sebagai pajak dari daerah asal. Pemerintah Banten 

menempatkan perwakilannya di Lampung, termasuk anggota 

bangsawan dan punggawa atau jenjen untuk mengawasi penanaman dan 

monopoli lada di Lampung (Depdikbud, 1981). 
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Adapun dipaparkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhamad 

Alnoza (2022), Kesultanan Banten menyediakan buruh sewa yang 

dilakukan untuk menunjang produksi komoditas lada di Lampung. 

Buruh-buruh yang didatangkan dari Banten bertugas untuk membuka 

lahan-lahan perkebunan baru, menanam bibit lada, memasang tanaman 

penopang, hingga memanen lada. Hubungan antara Banten dan 

Lampung memungkinkan terjadinya model pertukaran redistributif 

dalam pasar tradisional, seperti masyarakat memberikan pajak atas hasil 

perdagangan lada kepada punggawa, kemudian memperoleh fasilitas-

fasilitas yang diberikan oleh punggawa (Saptono, 2010). 

Orang-orang Banten memiliki andil besar dalam budidaya di Lampung. 

Setiap tahunnya, orang-orang Banten akan didatangkan ke Lampung 

untuk melakukan pekerjaan kebun bagi para pemilik perkebunan 

Lampung. Umumnya, mereka banyak ditemui di sekitar Telokbetong, 

terutama Wai Lima. Pemilik perkebunan lada di Lampung lebih banyak 

menyerahkan hasil panennya kepada pekerja Banten daripada pihak 

lain. Dapat dikatakan bahwa orang-orang Lampung lebih banyak 

mengurus pemilihan tanah, sistem budidaya, dan proses penanaman. 

Kemudian, hasil panen akan diserahkan kepada buruh upahan yang 

dapat pembayarannya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, 

memberikan bagian dari hasil panen, sekitar seperlima hingga setengah. 

Buruh-buruh di perkebunan umumnya dibayar per hari sebesar 60 sen 

dan diberi nasi untuk makan. Selain itu, para buruh akan menerima 5 

sen per kaleng minyak bumi dan beras (Broersma, 1916). 

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, hubungan antara 

Kesultanan dan Lampung di bidang ekonomi pada abad ke-17 M 

terfokus pada perkebunan dan perdagangan lada. Komoditas lada yang 

dikirimkan ke Banten berperan besar dalam perkembangan perdagangan 

di pelabuhan Kesultanan Banten karena banyak para pedagang dari 

berbagai negara yang datang ke Banten untuk membeli lada. Pada masa 

itu, lada menjadi komoditas primadona di pasar internasional. 
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Kesultanan Banten yang berkembang menjadi kerajaan Islam yang 

bercorak maritim yang sangat berjaya dan dikenal sebagai penghasil 

komoditas lada. Hubungan Kesultanan Banten dan Lampung terus 

berlanjut hingga abad ke-18 M. 

 

4.1.3.4 Hubungan Banten dan Lampung dalam Aspek Politik pada 

Abad XVII 

Mulanya, pengaruh Kesultanan Banten di Lampung belum terlalu 

kentara pada permulaan abad ke-17 M. Para punyimbang adat datang ke 

Banten untuk melakukan seba yang terjadi beberapa kali. Para wanita 

turut melakukan seba ke Banten. Terdapat beberapa wanita yang 

memiliki anak dari kalangan Kesultanan Banten, kemudian anak 

tersebut akan dikembalikan ke Lampung dan dianggap sebagai 

keturunan Sultan Banten, tetapi tidak memiliki prestise apa pun. Selain 

itu, Sultan Banten akan memberikan gelar-gelar adat, seperti kéria untuk 

punyimbang tiyuh, téménggoeng untuk punyimbang suku, ngébihi untuk 

punyimbang raja. Pemberian gelar-gelar adat dapat dianggap sebagai 

cara pengenalan Banten, terutama di daerah pesisir. Setelah kembali dari 

Banten, terdapat para tetua adat mendapatkan piagam dan sebidang 

tanah yang luas (Coedes, 2014). 

Piagam-piagam dari Sultan Banten hanya diterima oleh punyimbang. 

Kemudian, legitimasi kekuasaan Kesultanan Banten dilakukan dengan 

cara memberikan atribut-atribut kepada punyimbang adat di Lampung, 

seperti siger, pangga, jempana, burung garuda, slenggam dalem, 

penduk wo belas, rato, payung gubir, sabuk jaran, payung hitam, 

payung agung, mendaringan, dader, tumbak gegakan merak, kendang 

raring, tumbak bercabang, jimat agung, lawang kuri, pencarengan, dan 

peninjauan. Lawang kuri yang diberikan oleh Sultan Banten kepada 

Ratudinata (tokoh dari Buay Selagai) dianggap sebagai gerbang 

kehormatan bagi penerimanya yang berasal dari kalangan bangsawan. 
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Selain itu, Ratudinata diberikan gelar, yaitu Raden Cakradinata setelah 

memeluk agama Islam (Saptono, 2010). 

Hubungan yang terjalin antara Kesultanan Banten dan Lampung telah 

berlangsung sejak abad ke-16 M yang dapat dibuktikan dengan 

keberadaan Piagam Kuripan. Terdapat dua pemimpin dari masing-

masing pihak yang disebutkan dalam Piagam Kuripan secara tersirat, 

yaitu Ratu Darah Putih yang mewakili Keratuan Darah Putih dan 

Pangeran Sabakingking yang mewakili Kesultanan Banten. Piagam 

Kuripan merupakan perjanjian yang berisi mengenai penentuan pihak 

yang dianggap lebih tua (Depdikbud, 1981). Cara menentukan salah satu 

pihak yang lebih tua dilakukan dengan cara memerintahkan dua orang 

untuk bertarung sehingga dapat membuktikan pihak yang lebih muda 

dan lebih tua. Piagam Kuripan telah dikeluarkan sejak permulaan 

Kesultanan Banten ingin menyebarkan pengaruhnya di Lampung.  

Hasilnya, utusan dari Lampung yang berkelahi tumbang terlebih dahulu. 

Maka, Kesultanan Banten dianggap sebagai pihak yang lebih tua dan 

sebaliknya. Penentuan pihak yang tua dan muda di dalam Piagam 

Kuripan dapat memberikan pengaruh terhadap hak maupun kewajiban 

yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang tertuang dalam sebuah 

perjanjian. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa apabila terjadi 

suatu permasalahan, maka akan diberikan solusi sesuai dengan hukum 

tradisional, seperti memerintahkan dua orang terkuat dari masing-

masing pihak untuk bertarung. Setelah itu, kedua pihak dapat melakukan 

musyawarah dan membentuk sebuah perjanjian. Mulanya, hubungan 

Kesultanan Banten dan Lampung hanya berfokus dalam perdagangan 

lada, kemudian merambah ke bidang politik. 

Dampak dikeluarkannya Piagam Kuripan adalah semakin eratnya 

hubungan Kesultanan Banten dan Lampung. Berdasarkan telaah isi dari 

Piagam Kuripan, kedudukan Kesultanan Banten dan Lampung masih 

setara sebagai dua entitas yang berbeda. Eratnya hubungan antara 

Kesultanan Banten dan Lampung didukung dengan persamaan sistem 
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pemerintahan yang merujuk pada perdagangan serta pelayaran. 

Kesultanan Banten berupaya terus-menerus untuk menjaga loyalitas 

para penguasa lokal dengan memperkuat otoritas politik.  

Sultan-sultan Banten mengeluarkan beberapa piagam perjanjian untuk 

melegitimasi kekuasaannya di Banten. Contohnya, Piagam Bojong dan 

Piagam Sukau. Piagam Bojong merupakan bentuk diplomasi soft power 

yang direpresentasikan dalam bentuk anjuran-anjuran untuk masyarakat 

Lampung sehingga dapat bersikap baik dan ancaman-ancaman bagi 

yang melanggar peraturan. Kebijakan-kebijakan dalam Piagam Bojong 

ditujukan untuk kepentingan politik, ekonomi, dan keagamaan. 

Sementara itu, Sultan Banten dapat mengangkat dan memberhentikan 

kepala daerah di Lampung dengan mengeluarkan Piagam Sukau 

(Alnoza, 2021). 

Berdasarkan telaah isi dari Piagam Sukau, perjanjian-perjanjian yang 

dibuat bertujuan untuk mewujudkan kestabilan keamanan di Lampung 

dan menghindari terjadinya sebuah pertikaian. Selain itu, kedua belah 

pihak akan saling membantu apabila sedang terlibat perselisihan dengan 

pihak lain. Oleh karena itu, Kesultanan Banten dan Lampung memiliki 

hubungan persahabatan yang kuat. Kedua belah pihak saling membantu 

menghadapi musuh ketika terjadi peperangan. 

Kedua wilayah yang bersaudara ini merasa perlu untuk 

mengembangkan kerja sama bilateral yang dibuktikan dengan hubungan 

angkatan bersenjata yang berarti bahwa masing-masing pihak akan 

memberikan kontribusi dalam upaya perang jika salah satu pihak 

berselisih atau menangani kesultanan lain. Alhasil, banyak pasukan 

infanteri dari Lampung yang membantu Banten. Kekuasaan Banten 

yang telah diakui oleh Lampung melalui seba menghasilkan peraturan-

peraturan yang wajib dipatuhi, seperti sistem adat kenegaraan dalam 

kehidupan masyarakat dan pemerintahan berdasarkan musyawarah 

mufakat kepunyimbangan.  
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Hubungan antara Lampung dan Banten telah menghasilkan tumbuhnya 

rasa persahabatan yang kuat antara kedua daerah tersebut. Mereka saling 

mendukung saat mereka menghadapi musuh. Lampung merupakan 

daerah penghasil lada yang sudah lama diperebutkan oleh kerajaan-

kerajaan besar yang mengelilinginya (Wijayati, 2011). Menurut banyak 

kajian, masuknya agama Islam di Lampung sangat erat kaitannya 

dengan keberadaan daerah tersebut sebagai daerah lada. Akibatnya, 

keberadaan Lampung sebagai daerah penghasil lada di Pulau Sumatera 

mendorong kerajaan Banten mengambil alih wilayah tersebut. Karena 

permintaan lada yang tinggi, Banten berusaha memenuhi permintaan 

tersebut dengan memperluas lahan yang digunakan atau difokuskan 

untuk pengembangan perkebunan lada. 

Pengawasan tata perdagangan lada di Lampung merupakan tanggung 

jawab yang harus diemban oleh jenjen yang ditunjuk oleh Sultan 

Banten. Mereka akan menghimpun hasil panen komoditas lada, 

kemudian membawa ke pelabuhan hingga mendistribusikannya ke 

Banten. Jenjen dan punggawa tidak hanya mengawasi pendistribusian 

lada, tetapi mengontrol budidaya penanaman wajib lada di Lampung 

sesuai dengan piagam-piagam perjanjian yang telah dikeluarkan oleh 

Sultan Banten. Jenjen dan punggawa menjadi penghubung antara Sultan 

Banten dengan masyarakat Lampung. Selain itu, dapat disimpulkan 

bahwa jenjen dan punggawa berperan untuk memaksimalkan 

pengiriman komoditas lada yang dihasilkan di Lampung untuk dibawa 

ke Banten.  

Para punggawa yang ditempatkan oleh Kesultanan Banten di Lampung 

berperan untuk mengawasi penerapan peraturan-peraturan atau undang-

undang kesultanan. Punggawa dapat memberikan cap atau surat 

pengantar untuk rakyat yang akan menghadap sultan. Selain itu, 

punggawa yang akan berlayar dengan membawa komoditas lada, maka 

akan diberikan kelengkapan surat yang memuat mengenai spesifikasi 

komoditas yang sedang dibawa. Akan tetapi, apabila rakyat yang akan 
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membawa lada ketika berlayar, maka punggawa akan meminta laporan 

dan memberikan surat pengantar untuk kapal yang akan menuju ke 

Banten. Adapun kutipan dalam Piagam Bojong yang mendukung 

keadaan tersebut sebagai berikut. 

”Apabila ada orang Lampung berlayar, baik dengan kapal 

bermuatan ataupun tidak, baiknya meminta surat cap perahu 

terlebih dahulu pada pejabat yang memiliki wewenang atas 

cap perahu, dan dilarang baginya untuk bepergian ke 

Surosowan supaya terhindar dari masalah besar. Dan sama 

halnya, agar kapal yang menyampaikan barang ke 

Surosowan, tidak untuk menyalahi aturan di dalam surat 

yang ia bawa, dan apabila melanggar maka dihukum 

penyitaan kapal beserta muatannya. Apabila ada pejabat 

Lampung atau utusannya yang menyampaikan lada ke 

Surosowan, diwajibkan untuk memberikan surat keterangan 

mengenai keseluruhan jumlah lada yang disampaikan. Sama 

halnya, jika ada rakyat biasa yang menyampaikan lada ke 

Surosowan, maka diwajibkan untuk memberitahu pejabat 

setempat mengenai keseluruhan jumlah lada yang 

disampaikan, agar nantinya dibuat surat pengantar yang 

ditujukan bagi Sultan oleh pejabat setempat tersebut.” 

Hubungan Kesultanan Banten dan Lampung yang erat pada abad ke-17 

M didukung oleh keadaan Lampung yang masih terpisah-pisah atau 

tidak tersentralisasi. Pada masa itu, Lampung terdiri dari beberapa 

keratuan yang terdiri dari yaitu Keratuan Darah Putih, Keratuan Ratu di 

Puncak, Keratuan Ratu di Balau, Keratuan Ratu di Pemanggilan, dan 

Keratuan Ratu di Pugung. Oleh karena itu, Lampung dapat memiliki 

hubungan dengan Kesultanan Banten dengan membuat perjanjian-

perjanjian yang berfokus pada perkebunan lada, pengadaan komoditas 

lada, dan penjagaan keamanan (Wijayati, 2011). 

Di Lampung, diperkirakan belum pernah berdiri satu kerajaan yang 

memiliki kekuatan politik besar. Masyarakat Lampung hidup dalam 

pemerintahan adat yang umunnya disebut marga. Sementara itu, 

perdagangan di Lampung mulai berkembang pesat setelah masuknya 

pengaruh Banten dengan meningkatnya aktivitas perdagangan. 

Hubungan antara Lampung dan Banten memungkinkan terjadinya 

beberapa model pertukaran. Lampung memerlukan pengakuan dari 
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Banten, sedangkan Banten menginginkan lada dari Lampung (Saptono, 

2010). Selain itu, Lampung diperebutkan oleh Banten dan Palembang. 

Namun, Banten memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap 

Lampung.  

Seiring berjalannya waktu, yaitu pada masa kepemimpinan Sultan Haji 

di Kesultanan Banten, hubungan antara Kesultanan Banten dan 

Lampung mulai berubah. Keadaan tersebut disebabkan oleh adanya 

konflik internal kerajaan yang melibatkan Sultan Ageng Tirtayasa dan 

Sultan Haji. Selain itu, Kompeni memulai campur tangannya terhadap 

urusan-urusan internal Kesultanan Banten. Perselisihan yang terjadi 

tidak hanya memberikan pengaruh di wilayah Banten, tetapi meluas ke 

luar Pulau Jawa. Di Lampung, muncul dua kelompok yang mendukung 

Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji.  

Kesempatan Kompeni semakin besar untuk menancapkan 

kekuasaannya di Lampung ketika bekerja sama dengan Sultan Haji. 

Kemudian, Kompeni memulai ekspedisi menggunakan beberapa kapal 

yang bernama De Schmit, Odijk, dan Alexander. Sultan Haji 

mengirimkan dua orang perwakilannya, yaitu Pangeran Natanegara dan 

Arya Wangsayudha dengan empat kapal kesultanan lainnya dengan 

instruksi bahwa Kompeni telah diberikan hak monopoli perdagangan 

lada. Akan tetapi, masyarakat Lampung tidak menanggapi hal tersebut 

dengan baik karena sebagian besar dari mereka lebih mendukung Sultan 

Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa pernah mengirimkan delapan 

pencalang (kapal dagang tradisional) ke Lampung yang bertugas untuk 

mengadakan mobilisasi umum, seperti meneruskan perang dan 

membangun gedung lada di Lampung (Depdikbud, 1981). 

Salah satu orang yang memihak Sultan Haji adalah Jenang Raja 

Ngembar yang memiliki jabatan di Semangka. Kemudian, Sultan Ageng 

Tirtayasa memerintahkan Kepala Menaran Arya Suryajaya untuk 

menangkap Raja Ngembar. Arya Suryajaya berhasil menangkap Raja 

Ngembar dan dipati-dipati beserta anak buahnya yang berjumlah dua 
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ribu orang, kemudian akan dibawa ke Banten. Akan tetapi, Arya 

Suryajaya mendengar berita bahwa kapal-kapal milik Kompeni akan 

berlabuh, maka niat tersebut diurungkan. Setelah itu, Raja Ngembar 

ditinggalkan di Pulau Legundi dan Arya Suryajaya pergi menuju ke 

Telokbetong (Depdikbud, 1981). 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1   Hubungan Banten dan Lampung pada Abad XVII 

Pada abad ke-17 M, Selat Sunda menjadi kawasan perdagangan strategis 

dengan Kesultanan Banten sebagai pusatnya. Pasca jatuhnya Malaka di bawah 

kekuasaan Portugis, para pedagang dari mancanegara mulai mencari kawasan 

perdagangan baru, khususnya menuju Banten. Kegiatan perdagangan yang 

berjalan mendorong munculnya terbentuknya pasar sebagai tempat perputaran 

komoditas dan uang secara terus-menerus. Selain itu, Banten memiliki bandar 

pelabuhan yang memadai yang dilengkapi dengan kanal dan benteng sehingga 

mendukung potensi Banten sebagai kota pelabuhan yang mengandalkan 

aktivitas perdagangan untuk memajukan perekonomian. 

Hubungan Banten dan Lampung pada abad ke-17 M menunjukkan adanya 

hubungan tidak setara di antara dua entitas wilayah yang berbeda. Banten 

merupakan kesultanan bercorak Islam, sedangkan Lampung merupakan 

kesatuan wilayah berdasarkan kebuayan. Ditinjau dari aspek ekonomi, Banten 

berperan sebagai distributor atau perantara perdagangan komoditas lada. 

Sementara itu, Lampung berperan sebagai produsen atau pemasok komoditas 

lada di Banten.  

Setelah Sultan Banten mewajibkan masyarakat Lampung untuk 

membudidayakan lada sebanyak 500 pohon untuk setiap orang, maka produksi 

komoditas lada semakin meningkat. Akan tetapi, pada permulaan abad ke-17 

M, pengaruh Kesultanan Banten di Lampung belum terlalu terlihat. Fokus 

utama Kesultanan Banten ingin membangun hubungan dengan Lampung 
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adalah untuk memperoleh komoditas lada. Pada saat itu, lada merupakan 

komoditas yang sangat diminati di pasar internasional sehingga pedagang-

pedagang dari berbagai negara rela datang ke Banten untuk mendapatkan lada. 

Pada abad ke-16-17 M, Banten mampu menghasilkan 2.000 ton lada per 

tahunnya. Adanya pasokan komoditas lada yang melimpah dari Lampung 

mendukung Banten sebagai penyedia lada dan mengamankan posisi 

perdagangannya sebagai penghasil komoditas lada. Selain Banten, Kesultanan 

Palembang ingin mendapatkan komoditas lada dari Lampung. Oleh karena itu, 

Banten berupaya menjaga kelangsungan hubungan dengan wilayah Lampung. 

Faktor lain yang mendukung keberlangsungan hubungan Kesultanan Banten 

dan Lampung adalah sama-sama sebagai wilayah maritim. Kedua wilayah 

berpotensi besar dikembangkan sebagai jalur utama perdagangan di Selat 

Sunda yang kerap kali didatangi oleh pedagang-pedagang asing dari berbagai 

negara yang ingin membeli rempah-rempah atau bahan-bahan lain. Adanya 

hubungan dengan Lampung, maka Banten dapat mengamankan jalur 

perdagangan yang terletak di sepanjang Selat Sunda.  

Ditinjau dari perspektif politik, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh 

Kesultanan Banten melalui piagam-piagam merujuk pada pengakuan Banten 

terhadap Lampung. Sementara itu, Kesultanan Banten memperoleh 

keuntungan dari hasil penjualan komoditas lada yang berasal dari Lampung 

sehingga Banten berperan sebagai perantara dalam kegiatan perdagangan lada. 

Selain itu, Kesultanan Banten mengatur mengenai tata niaga di pelabuhan, 

pembudidayaan lada, hingga perdagangan lada.  

Lebih lanjut, peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam piagam-piagam 

perjanjian bertujuan untuk menjaga ketertiban. Contohnya, di dalam Piagam 

Bojong dilarang untuk melakukan kerusuhan, perkelahian, perampokan, 

perjudian, dan bepergian ke luar dari daerah Lampung tanpa memiliki surat 

izin. Apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka masyarakat dapat 

dikenakan sanksi, seperti dihukum mati, menjadi abdi dalem di Banten, 

dikenakan sejumlah denda, dan dianggap sebagai seseorang yang 

memberontak, seperti yang tertuang dalam Piagam Bojong. 
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Selain Piagam Bojong, terdapat piagam-piagam lain, seperti Piagam Kuripan 

dan Piagam Sukau. Menurut Louis Charles Damais yang dipublikasikan dalam 

karyanya tentang epigrafi Islam di Asia Tenggara (L'épigraphie musulmane 

dans le Sud-Est asiatique, 1968) yang dipublikasikan dalam Bulletin de l'École 

française d'Extrême-Orient (BEFEO), terdapat dua belas prasasti atau piagam 

yang dikeluarkan untuk masyarakat Lampung oleh Kesultanan Banten. Akan 

tetapi, tidak dapat dipastikan mengenai keaslian dari dua belas piagam yang 

ditemukan karena terdapat piagam yang tidak bertanggal. Hal tersebut bukan 

tidak mungkin karena dapat disalin dari piagam yang asli atau merupakan 

bagian dari piagam yang terdiri dari satu bagian. 

Telokbetong adalah pelabuhan penting di pantai timur yang terletak di Toelang 

Bawang, di mana perahu kecil hanya bisa melewati sungai karena 

kedalamannya yang dangkal. Selanjutnya, teluk di Kota Agoeng dan Kalianda, 

serta Telokbetong, dapat ditemukan di pesisir tenggara. Toelang Bawang telah 

menjalin hubungan dengan Kerajaan Sunda, sebagaimana disebutkan dalam 

catatan Tome Pires. Sebagian barang dagangan yang dibawa dari Toelang 

Bawang tiba di Pelabuhan Cigede menggunakan kapal jung. 

Lampung berperan sebagai feeder yang menjamin jumlah pasokan lada di 

Banten. Feeder yang dimaksud adalah sebagai  pemasok komoditas lada bagi 

Banten. Sementara itu, Kesultanan Banten berperan sebagai entrepot atau 

pelabuhan kota dagang yang menjadi tempat perdagangan lada dengan para 

pedagang lokal maupun pedagang mancanegara. Lada dari Lampung 

berkontribusi besar dalam kemajuan Kesultanan Banten. Melalui hubungan di 

bidang ekonomi, secara tidak langsung mendorong munculnya kekuasaan 

ekonomi, khususnya dalam perdagangan lada yang diatur oleh Kesultanan 

Banten. Namun, urusan dalam negerinya diatur oleh para punyimbang dan 

punggawa yang diangkat oleh Sultan Banten. Para punggawa berperan penting 

untuk mengamankan dan mengumpulkan seluruh komoditas lada yang telah 

dikumpulkan, kemudian akan dikirimkan ke Banten dari wilayah pedalaman 

Lampung. 
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Tandjongkarang merupakan tempat perdagangan utama lada yang didatangkan 

dari Wai Lima pada paruh kedua abad ke-17 M. Hasil panen lada dari Wai 

Lima dan Goenoengsoegih bagian utara untuk akan diperdagangkan di 

Telokbetong untuk dikapalkan. Setelah Belanda tiba di Lampung, muncul 

konsentrasi-konsentrasi regional, seperti Menggala dan Telokbetong sebagai 

pusat pengiriman dan penyimpanan, Kota Agoeng dan Kalianda sebagai pusat 

pelayaran lokal, serta Laboean Maringgai dan Tjabang di muara Sepoetih 

sebagai jalur menuju Laut Jawa yang digunakan oleh beberapa pedagang. 

kapal. Terdapat perbedaan perdagangan komoditas lada di Menggala dan 

Telokbetong, di mana Telokbetong memiliki lada yang jauh lebih banyak 

dibandingkan Menggala karena berada di pedalaman. 

Telokbetong merupakan kota pelabuhan utama di Lampung. Telokbetong 

letaknya berdekatan dengan Pandjang yang memiliki dua tikungan panjang 

yang terletak di Tandjoengkarang dan Teluk Lampung yang mencakup wilayah 

Pandjang. Telokbetong merupakan pelabuhan alami yang dilindungi oleh pasir 

dan pasang surut dari ombak yang memasuki Teluk Lampung. Di bagian 

pesisir Teluk Lampung dapat ditemui beberapa pulau yang dikelilingi terumbu 

karang. Hampir seluruh pulau tersebut tidak berpenghuni. Sebelum memasuki 

Teluk Lampung, terdapat Pulau Sebukoe, Sebesi, dan Legoendi. Di Pandjang, 

tempat kapal-kapal untuk bersandar masih dibangun menggunakan kayu dan 

dilengkapi dengan jembatan untuk menurunkan muatan kapal. 

Adapun jalur lain yang dapat dilalui oleh pedagang-pedagang yang ingin 

memasuki Lampung, yaitu melalui jalur Sekampoeng, kemudian tiba di 

Djaboeng yang berjarak sekitar 30 kilometer dari bibir pantai. Akan tetapi, 

pasar lada utama yang paling ramai tetap berada di Telokbetong dan 

Tandjoengkarang. Lada-lada yang diperdagangkan sebagian besar dihasilkan 

di perkebunan Wai Lima atau Goenoengsoegih yang diangkut menggunakan 

gerobak yang ditarik oleh lembu atau perahu-perahu yang berukuran tidak 

terlalu besar melalui Wai Rarem ketika musim hujan. Lada-lada yang 

diperdagangkan di Telokbetong sebagian besar didatangkan dari Sepoetih dan 

Wai Lima. 
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Secara umum, pengaruh Kesultanan Banten di bidang politik hanya terbatas 

pada penempatan punggawa yang berperan menunjang kelancaran pengiriman 

komoditas lada hingga sampai ke Banten. Kepentingan Banten semata-mata 

adalah untuk memperoleh pasokan lada yang cukup. Kesultanan Banten tidak 

mencampuri kepentingan pemerintahan adat masyarakat Lampung. Proses 

pengangkatan para punggawa dilakukan di Surosowan. Secara strategis, 

penempatan punggawa bertujuan untuk melancarkan kepentingan Kesultanan 

Banten di Lampung sehingga memunculkan rasa saling ketergantungan, 

khususnya dalam pemasokan lada. Komoditas lada dari Lampung terbukti telah 

menunjang pertumbuhan Kota Banten. Banten dikenal sebagai penghasil 

komoditas lada pada abad ke-17 M. Kesultanan Banten mengeluarkan piagam-

piagam dan menempatkan para punggawa sebagai bentuk legalitas sehingga 

dapat menguasai produk lada tersebut. Setelah itu, Kesultanan Banten dapat 

memperoleh keuntungan dari hasil perdagangan lada.  

Hubungan Banten dan Lampung pada abad ke-17 M dapat ditinjau dari aspek 

ekonomi dan aspek politik antara kedua belah pihak. Terdapat beberapa faktor 

yang mendorong keberlangsungan hubungan antara Banten dan Lampung, 

seperti kedekatan letak geografis, pengamanan jalur perdagangan di Selat 

Sunda, dan upaya untuk mendapatkan komoditas lada. Pada saat itu, Banten 

mengembangkan sektor perdagangan dengan berfokus pada lada sebagai 

komoditas utama. Kemudian, Lampung akan menjual hasil produksinya ke 

Banten. Sementara itu, Banten akan menempatkan punggawa-punggawa di 

Lampung. Oleh karena itu, Banten berperan sebagai perantara dalam kegiatan 

perdagangan komoditas lada, sebelum diperdagangkan dengan pedagang-

pedagang asing di Banten. Selain itu, adanya pengakuan para punyimbang 

Lampung terhadap Banten mengindikasikan adanya pengakuan Banten sebagai 

penguasa tertinggi. Kemudian, diperoleh gelar-gelar adat dan berbagai 

peraturan yang akan diberlakukan di Lampung.  

Sejak abad ke-16 M, Banten telah berkembang menjadi pelabuhan yang ramai 

di pesisir Selat Sunda yang umumnya disebut Bantam. Selain sebagai pusat 

perdagangan, Banten berperan sebagai pusat pemerintahan. Oleh karena itu, 
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dapat diketahui bahwa tujuan utama yang melatarbelakangi Banten 

mengadakan hubungan dengan Lampung adalah untuk menguasai jalur 

pelayaran dan perdagangan di Selat Sunda. Kemudian, untuk memperluas 

perkebunan lada di Lampung dan diawasi oleh para punggawa yang dilantik 

oleh Sultan Banten. Adapun buruh-buruh yang didatangkan dari Banten untuk 

dipekerjakan di perkebunan lada. Buruh-buruh yang didatangkan dari Banten 

bertugas untuk membuka lahan-lahan perkebunan baru, menanam bibit lada, 

memasang tanaman penopang, hingga memanen lada 

Hubungan antara Banten dan Lampung mengindikasikan adanya hubungan 

tidak setara. Pada saat itu, Banten sebagai kesultanan bercorak Islam dan 

Lampung sebagai wilayah yang berdasarkan kebuayan. Dapat diketahui bahwa 

Banten memberikan pengawasan terhadap pemerintahan di Lampung dan 

berkuasa atas menjaga kestabilan keamanan. Apabila terjadi perselisihan di 

Lampung, maka wakil-wakil Banten yang ditempatkan di Lampung akan 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi, seperti yang tertuang 

dalam Piagam Bojong. Setelah mengunjungi Banten untuk melakukan seba, 

para punyimbang adat akan memberlakukan hukum-hukum baru bagi 

masyarakat Lampung dan mendapatkan gelar-gelar adat.  

Berdasarkan pemaparan di atas, melalui hubungan Banten dan Lampung, Selat 

Sunda dapat diamankan secara keseluruhan sehingga dapat meningkatkan 

kegiatan perekonomian, khususnya dalam bidang perdagangan komoditas lada. 

Sejak saat itu, Banten berkembang menjadi pelabuhan besar dan potensial di 

kawasan Asia Tenggara yang terkenal akan perdagangan komoditas ladanya 

karena menjadi tujuan dari pedagang-pedagang asing dari berbagai negara 

yang mencari komoditas lada untuk diperdagangkan. Adapun dampaknya bagi 

Lampung adalah wilayah perkebunan lada yang semakin luas di berbagai 

wilayah, seperti Wai Lima, Menggala, Sepoetih, dan Goenoengsoegih bagian 

utara. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan data-data penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat 

diperoleh kesimpulan dari skripsi yang berjudul “Hubungan Banten dan Lampung 

pada Abad XVII” sebagai berikut. 

1. Hubungan Banten dan Lampung dalam aspek ekonomi tidak dapat dilepaskan 

dari kepentingan pengadaan komoditas lada. Lampung dibutuhkan oleh Banten 

sebagai pemasok komoditas lada. Lampung memasok lada ke Banten, 

kemudian Lampung membutuhkan legalitas dari Banten sebagai kesultanan 

yang memberikan pengaruh besar terhadap Lampung. Akibatnya, kedua belah 

pihak saling membutuhkan. Kemudian, membuat kesepakatan bersama dalam 

bentuk piagam yang disepakati. Peran punggawa dalam mengawasi dan 

mengatur distribusi komoditas lada sangat penting. Punggawa adalah 

penghubung antara Sultan Banten dan masyarakat Lampung. Peran Lampung 

tidak dapat dilepaskan dari perkembangan Banten sebagai kota pelabuhan 

internasional yang besar di Selat Sunda yang menjadikan lada sebagai 

komoditas utama. 

2. Hubungan Banten dan Lampung dalam aspek politik telah menghasilkan 

jalinan yang kuat antara kedua belah pihak yang mulanya dilakukan melalui 

seba. Setelah mengunjungi Banten untuk melakukan seba, para punyimbang 

adat akan memberlakukan hukum-hukum baru bagi masyarakat Lampung dan 

mendapatkan gelar-gelar adat. Banten berusaha memenuhi permintaan lada 

yang tinggi dengan memperluas penggunaan lahan atau fokus pada perkebunan 

lada. Banten berperan sebagai pusat pemerintahan di samping sebagai pusat 

perdagangan. Selain itu,  alasan utama Banten menjalin hubungan dengan 

Lampung adalah untuk menguasai dan mengamankan jalur pelayaran dan 
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perdagangan di Selat Sunda. Kemudian, memperluas perkebunan lada di 

Lampung yang diawasi oleh punggawa-punggawa yang diangkat oleh Sultan 

Banten. 

 

5.2 Saran 

Di dalam skripsi ini, tentu masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi 

informasi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan 

masukan yang membangun demi perbaikan dalam penelitian berikutnya. Semoga 

penelitian ini dapat memberikan sedikit informasi untuk penelitian-penelitian 

berikutnya yang serupa dengan penelitian ini. Sehubungan dengan penelitian yang 

telah penulis lakukan, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut. 

1. Bagi Peneliti Lain 

Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan Banten dan Lampung 

pada abad XVII karena dapat dikaji lebih lanjut sehingga dapat memperoleh 

gambaran yang lebih jelas. 

2. Bagi Pembaca 

Diharapkan pembaca dapat memahami mengenai hubungan Banten dan 

Lampung pada abad XVII. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan 

untuk mengetahui hubungan Banten dan Lampung pada abad XVII. 
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Buku De staatkundige zijde van het Pepadonwezen (1928) 

 

 

 



 
 

Tijdschrift voor Neerland's Indië (1847) 

 



 
 

Tijdschrift voor Neerland's Indië (1857) 

 



 
 

III. Atribut-atribut yang Diberikan Sultan Banten kepada Punyimbang 

Lawang Kuri 

 

Sumber: http://arkeologilampung.blogspot.com/2008/02/riwayat-singkat-negeri-

katon-selagai.html 



 
 

Piagam Bojong 

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 


